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PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU q[NDAK PIDANA PENEBANGAN
HUTAN MANGROVE DI DESA PULAU CAWAN KECAMATAN
MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

ABSTRAK

Penebangan hutan mangrove secara ilegal merupakan salah satu bentuk ?ndak
pidana kehutanan yang tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga dapat
menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir, meningkatnya abrasi, serta berkurangnya
habitat biota laut. Desa Pulau Cawan, Kecamatan Mandah, Kabupaten [ndragiri Hilir
merupakan salah satuggslayah yang menghadapi permasalahan penebangan hutan
mangrove tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis
pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penebangan hutan
mangrove di Desa Pulau Cawan serta mengetahui faktoggiaktor yang menghambat
pelaksanaan pertanggungjawaban pidana tersebut. Jenis penelitian yang digunakan
adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan empiris. Data diperoleh
melalui wawancara dengan penyidik Unit Tipidter Polres Indragiri Hilir, pelaku
tindak pidana, dan tokoh masyarakat serta didukung dengan studi stakaan. Data
dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa nggungjawaban pidana terhadap pelaku dilaksanakan
berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 sert dang-Undang Nomor
32 Tahun 2009. Penerapan pertanggungjawaban pidgga dilakukan melalui proses
penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan alat bukti, penetapan tersangka, hingga
pelimpahan perkara kepada penuntut umum. Terhadap penyelesaian melalui
restorative justice, tindak pidana penebangan hutan mangrove perlu dilihat
berdasarkan karakteristik perbuatan, tingkat kerusakan, serta terpenuhi atau tidaknya
persyaratan restorative justice gmrut ketentuan hukum yang berlaku. Penyelesaian
tersebut tidak menghilangkan kewajiban pemulihan fungsi lingkungan sebagaimana
diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pelaksanaan
pertanggungjawaban pidana masih menghadapi hambatan bergga kondisi geografis,
keterbatasan sarana dan prasarana, kesulitan pengapmsan, rendahnya kesadaran
hukum, serta faktor ekonomi masyarakat pesisir. Oleh karena itu, diperlukan
penguatan penegakan hukum, peningkatan pengawasan, koordinasi antarinstansi,
serta pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mendukung perlindungan dan
pemulihan ekosistem mangrove.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penebangan Hutan Mangrove, Restorative
Justice, Pemulihan Lingkungan, Penegakan Hukum.




CRIMINAL LIABILITY OF PERPETRATORS OF MANGROVE FOREST
LOGGING IN PULAU CAWAN VILLAGE, MANDAH DISTRICT,
INDRAGIRI HILIR REGENCY

ABSTRACT

Illegal mangrove forest logging constitutes a forestry-related criminal offense that
not only violates legal provisions but may also cause coastal ecosystem degradation,
increased coastal abrasion, and the loss of marine habitats. Pulau Cawan Village,
Mandah District, Indragiri Hilir Regengyyis one of the areas facing the problem of
unauthorized mangrove forest logging. %; study aims to examine and analyze the
crimfna@bfff{y of perpetrators of illegal mangrove forest logging in Pulau Cawan
Village and to identify the factors hindering the implementation of such criminal
liability. T#gs research employed sociological legal research with an empirical
approach. Data were obtained through interviews with investigators of the Special
Crimes Unit (Tipidter) of the Indragiri Hilir Resort Police, perpetratorgpf illegal
logging, and community leaders, supported by library research. The data were
analyzed qualitatively and prese descriptively. The results indicate that criminal
liability is implemented based on Law Number 18 of 2013 concerning the Prevention
?! Eradication of Forest Destruction, as amended by Law Number 6 of 2023, and
aw Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management.
The implementation of criminal liabghty involves investigation, examination of
evidence, determination of suspects, and submission of case files to the public
prosecutor. Regarding seghement through restorative justice, illegal mangrove
logging must be assessed based on the characteristics of the offense, the extent of
environmental damage, and whether the requirements for restorative justice under
applicable law are fulfilled. Such settlement does eliminate the obligation to
restore environmental functions as provided under %de 34 of Law Number 32 of
2009. The implementation of criminal liability continues to face obstacles, including
geographical conditions, limited facilities and infrastructure, difficulties in
supervision, low legal awareness, and economic factors affecting coastal
communities. Therefore, stronger law enforcement, improved supervision, inter-
agency coordination, and economic empowerment of coastal communities are
necessary to support the protection and restoration of mangrove ecosystems.

Keywords: Criminal Liability, Hlegal Mangrove Logging, Restorative Justice,
Environmental Restoration, Law Enforcement.
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ﬁBI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemenuhan hak konstitusional warga negara Indonesia akan ketersediaan
lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai dengan amanat dari Pasal 28 H ayat (1)
Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hal yang wajib dijamin oleh negara dan
dilaksanakan sebagai bentuk manifestasi dari negara hukum Indonesia.' Lingkungan
hidup yang baik dan sehat merupakan condition sine quanon bagi kehidupan
manusia yang baik dan sehat.’

Condition sine gquanon (kondisi yang tanpanya tidak mungkin atau syarat
mutlak) awa tiap-tiap syarat atau semua faktor yang turut serta atau bersama-sama
menjadi penyebab suatu akibat dan tidak dapat dihilangkan dari rangkaian faktor-
faktor yang menimbulkan akibat harus dianggap causa (akibat), dan apabila akibat
itu tidak akan terjadi jika sebab itu tidak ada. Oleh karenanya condition sine quanon
ini diartikan juga sebagai syarat mutlak yang harus ada.’

gutan sebagai salah satu bagian dari lingkungan hidup merupakan karunia
Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting
bagi seluruh makhluk hidup. Hal ini didasarkan pada banyaknya manfaat yang
diambil dari hutan.* alah satu kekayaan alam yang dimiliki Indonesia adalah

ekosistem hutan Mangrove. Mangrove merupakan ekosistem yang sangat produktif.

‘%a] 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
2 A'an Efendi, Hukum Pengelolaan Lingkungan, Indeks Jakarata, Jakarta, 2018. hlm. 14

3 @ Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. hlm. 209
4 Adi Riyanto Suprayitno, dkk, Dukungan Lingkungan Sosial Budaya terhadap Kemampuan

Petani dalam Pengelolaan Hutan Kemiri di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Jurnal
Penyuluhan, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2012, hlm. 1
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gerbagai produk dari Mangrove dapat dihasilkan seperti kayu bakar, bahan
bangunan, keperluan rumah tangga, kertas, obat-obatan dan untuk sektor perikanan.’

geningkatan hilangnya sumber daya mangrove yang disebabkan oleh
adanya penebangan hutan mangrove yang secara mayoritas dilakukan oleh
masyarakat setempat secara illegal, data perkiraan luas areal mangrove di Indonesia
sangat beragam sehingga sulit untuk mengetahui secara pasti seberapa besar
penurunan luas areal mangrove tersebut.®

ﬂutan mangrove adalah komunitas tumbuhan pantai tropis dan sub tropis
yang didominasi oleh beberapa jenis pohon mangrove yang mampu tumbuh dan
berkembang pada daerah pasang surut air laut dan terdapat tumbuh di atas rawa-rawa
berair payau yang terletak pada garis pantai dan dipengaruhi oleh pasang surut air
laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelumpuran dan
akumulasi bahan organik, baik di teluk-teluk yang terlindung dari gempuran ombak,
maupun di sekitar muara sungai di mana air melambat dan mengendapkan lumpur
yang dibawanya dari hulu.” Hutan mangrove memiliki ngsi dan manfaat, antara
lain sebagai sumber pangan, sebagai penyerap dan penyimpan karbon, sebagai
pendidikan dan penelitian, dan sebagai ekowisata.’

Fungsi dan manfaat penting hutan mangrove, maka penebangan atau

pengalihan fungsi perlu dipertimbangkan lebih bijaksana apalagi hal tersebut bisa

termasuk eksploitasi berlebihan dari hutan mangrove karena selama ini penebangan

5 gurhcnu Karuniastuti, Peranan Hutan Mangrove Bagi Lingkungan Hidup, Jurnal Forum
Manajemen, Volume 6, Nomor 1, Januari 2015. hlm. 1

%Y. Rusila Noor, Panduan Pengenalan Mangrove di Indonesia, Penerbit Remaja Rosdakarya,
BogoR1999. him. 101

T Ziman F. Dekme, dkk, Keanekaragaman Jenis Tumbuhan di Hutan Mangrove Kecamatan
Tomfn'iri Kabupaten Minahasa, Jurnal Unsrat, Volume 2, Nomor 1. 2016. hlm. 2

¥ Sukirman Rahim dan Dewi Wahyuni K. Baderan, Hutan Mangrove Dan Pemanfaatannya,
Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm. 19




gau hal-hal lain sebagainya mengenai hutan mangrove dilakukan hanya semata-
mata dilihat dari keuntungan ekonomi semata.’

Kabupaten gndragiri Hilir merupakan salah satu daerah di Provinsi Riau
yang memiliki kawasan pesisir dengan ekosistem mangrove yang cukup luas. Salah
satu kawasan tersebut berada di Desa Pulau Cawan, Kecamatan Mandah, yang secara
geografis merupakan wilayah pesisir yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut dan
memiliki hamparan hutan mangrove yang berfungsi sebagai pelindung garis pantai,
habitat berbagai jenis biota perairan, serta penyangga kehidupan masyarakat pesisir.
Sebagai kawasan pesisir, keberadaan ekosistem mangrove di Desa Pulau Cawan juga
memperoleh perlindungan hukum berdasarkan gndang-Undang Nomor 27 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, yang mengamanatkan bahwa
pengelolaan wilayah pesisir harus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menjaga
kelestarian ekosistem serta menjamin kesejahteraan masyarakat.

Setiap bentuk penebangan mangrove yang dilakukan tanpa memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan tidak hanya mengakibatkan kerusakan
terhadap  ekosistem  pesisir, tetapi juga  berpotensi  menimbulkan
pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya. gtm‘n hukum Indonesia dipengaruhi
oleh sistem hukum Eropa Kontinental, yang berarti hukum adalah undang-undang
ng tertulis sedangkan undang-undang yang tidak tertulis tidak dinyatakan dalam

hukum.'®

? Moh. Bagus, Ragam dan Perkembangan gregakmr Hulkum di Indonesia Pasca Reformasi,
Jurne kum Islam Islam, Volume &, Nomor 2, Desember 2022, hlm. 142

1" Hasaziduhu Moho, Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan
dan Kemanfaatan, Jurnal Warta, Volume 59, Nomor 1, Januari 2019. hlm. 3
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%egakan hukum lingkungan dimulai dalam sistem penegakan hukum
yang luas, yang mencakup penegakan hukum preventif dan represif. Dalam Negara
Indonesia sendiri, Kepolisian biasanya untuk menempatkan kegunaan sebagai unsur
yang terpenting atau unsur yang utama, pengikut hukum alam akan mempriotaskan
konsep keadilan, dan untuk para pengikut paham positivisme memposisikan
kepastian hukum sebagai faktor yang paling utama. Hukum positif diciptakan untuk
menjelaskan nilai-nilai moral, salah satunya adalah keadilan. Berdasarkan teori etis,
hukum ditentukan oleh keyakinan moral individu tentang apa yang adil dan tidak
adil. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan.!!

Apabila kerusakan lingkungan tidak dapat dikendalikan, maka akan terjadi
bencana yang akan merugikan negara dan penduduknya. Karena itu, pemerintah
perlu membuat kebijakan untuk mencegah kerusakan lingkungan, seperti mitigasi
bencana, yang menunjukkan bahwa negara bertanggung jawab atas kerusakan
lingkungan.'? Aparat negak hukum lingkungan tidak hanya terdiri dari hakim,
polisi, jaksa, dan pengacarpeja, akan tetapi juga dari pejabat dan lembaga yang
berwenang memberi izin. gjabat yang berwenang memberi izin bertanggungjawab
terhadap penegakan hukum lingkungan administrative. '

?enegakan hukum terhadap tindak pidana penebangan hutan mangrove
pada kawasan pesisir Qak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku,
tetapi juga merupakan bentuk perlindungan negara terhadap keberlangsungan fungsi

ekologis wilayah pesisir. Mengingat ekosistem mangrove memiliki peranan penting

""Yahya Ahmad Zein, Problematika Hukum Indonesia, Syah Kuala University Press, Aceh, 2021.
hlm. 51 F
12 Arvin Asta Nugraha, et.al, Peran Hukum Lingkungan dalam Mencegah Kerusakan dan
Pencemaran Lingkungan Hidup, Jurnal Hukum Tora, Volume 7, Nomor 2, Agustus 2021. hlm. 286
@’ Elly Kridiani Purwendah, dkk., "Problematika Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia,"
urnal Pacta Sunt Servanda, Vol. 4, No. 1, Maret 2023, hlm. 242.
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dalam menjaga keseimbangan lingkungan, mencegah abrasi pantai, mengurangi
intrusi air laut, serta menjadi habitat berbagai jenis flora dan fauna, maka setiap
tindakan penebangan yang dilakukan secara melawan hukum harus diproses ua.i
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian,
penegakan hukum pidana di bidang kehutanan dan lingkungan hidup menjadi
instrumen penting dalam menjaga kelestarian ekosistem mangrove Egi generasi
sekarang maupun generasi yang akan datang.

Tujuan ﬁkum lingkungan administratif adalah untuk menghentikan
perusakan lingkungan secara langsung dari sumbernya melalui pengawasan dan
penerapan sanksi administratif. Dalam Undang-Undang Kehutanan, buatan
memanfaatkan kayu hasil hutan tanpa izin dari pihak yang berwenang dikenakan
sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 50 jo. Pasal 78 Undang-Undang
Nomor 18 Tahun QB tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,
yang memiliki ancaman pidana lebih berat dibandingkan dengan undang-undang
sebelumnya.'

Pasal 50 gndang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan bahwa pengembalian kerugian akibat
perusakan hutan tidak menghapus pidana terhadap pelaku perusakan hutan.'
Selanjutnya, Pasal 78 g‘ldang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan

dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur bahwa:

4 Pasal 50 jo. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan.

'3 Pasal 50 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan.




@ Pelapor dan informan tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana
maupun perdata, atas laporan dan kesaksian yang akan, sedang, atau telah
diberikannya.

(2) Perlindungan hukum tidak berlaku terhadap pelapor dan informan yang

memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.'

Selain ?mtur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan,
perlindungan terhadap ekosistem mangrove di kawasan pesisir juga didukung oleh
@tentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup serta E‘ldang-Undang Nomor 27 Tahun 2007
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor | Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kedua peraturan tersebut
negaskan bahwa setiap orang berkewajiban menjaga kelestarian lingkungan hidup
sertaglarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan ekosistem pesisir,
termasuk ekosistem mangrove. Penebangan mangrove secara melawan hukum gdak
hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap ketentuan kehutanan, tetapi juga
sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup
dan pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan.

Semua negara di dunia pada dasarnya mengakui dirinya sebagai negara
hukum yang menerapkan peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya

7
kekuasaan yang bersifat absolut serta menjamin perlindungan terhadap hak asasi

manusia. Menurut Cicero, "ubi societas ibi ius", artinya setiap masyarakat memiliki

47
1% Pasal 78 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan.




hukumnya sendiri yang berbeda dengan hukum yang berlaku pada masyarakat
lainnya.'”

germasalahan utama tentang pengaruh atau tekanan terhadap habitat
mangrove bersumber dari keinginan manusia untuk mengoversi areal hutan
mangrove menjadi areal pengembangan perumahan, kegiatan-kegiatan komersial,
dan pertanian. Selain itu juga meningkatnya permintaan terhadap produksi kayu
menyebabkan eksploitasi berlebihan terhadap hutan mangrove. Penyebab ?erusakan
hutan mangrove cukup besar adalah pembukaan tambak-tambak untuk budi daya
perairan, baik udang maupun ikan memberikan konstribusi terbesar dalam perusakan
hutan mangrove.'®

Perusakan hutan mangrove merupakan perbuatan tindak pidana yang
melanggar undang-undang. Dalam hukum pidana, tindak pidana terbagi menjadi dua
kategori, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Perusakan hutan mangrove
diklasifikasikan sebagai kejahatan bukan pelanggaran karena dampaknya signifikan
merugikan lingkungan dan masyarakat. Rusaknya hutan mangrove, antara lain dapat
mempengaruhi instrusi air laut, turunnya kemampuan ekosistem mendegradasi
sampah, minyak bumi dan lain-lain, turunnya keanekaragaman hayati di wilayah
pesisir, meningkat abrasi pantai, menurun sumber makanan, tempat, dan bertelur
biota laut. Akibatnya produksi tangkapan ikan menurun, turunnya kemampuan

1
ekosistem dalam menahan tiupan angin, gelombang air laut, dan peningkatan

pencemaran pantai.!” Oleh karena itu, perusakan hutan mangrove diklasifikasikan

"' Widyawati, Penegakan Hukum Dalam Negara Indonesia Yang Demolkratis, Jurnal Hukum dan
Keadifflh, Volume 1, Nomor 1, September 2022. hlm. 21
1% Suci Puspita Sari, Analisis Kondisi Mangrove Di Pantai Timur Ogan Komering Ilir (OKI)
mvmﬁ'i Sumatera Selatan Menggunakan Data Citra Landsat TM, Jurnal Sumber Daya Perairan,
olume 2, Nomor 1, 2009, him. 13
¥ Widyawati, Op.Cit, hlm. 58-59




bagai kejahatan bukan pelanggaran karena dampaknya signifikan merugikan
lingkungan

Tindak pidana terhadap kehutanan termasuk dalam ruang lingkup tindak
pidana khusus, tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur di luar Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana dan memiliki ketentuan khusus acara pidana. Dasar
hukum tindak pidana khusus terdapat pada Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana @rbunyi Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga
berlaku bagi perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam
dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.” Pasal 103 UHP
sebagai jembatan (penghubung) antara peraturan yang terdapat dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana dengan peraturan di luar Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana.”' Hukum pidana khusus memiliki 2 (dua) kriteria, yaitu :*>

a. Brang-orangnya atau subjeknya khusus dan kedua perbuatannya khusus

(bijzonder lijk feiten). Hukum pidana khusus yang subjeknya khusus

maksudnya adalah subjek atau pelakunya yang khusus seperti hukum

pidana militer yang hanya untuk golongan militer.

b. Hukum pidana yang perbuatannya yang khusus maksudnya adalah

perbuatan pidana yang dilakukan khusus dalam bidang tertentu seperti

hukum fiskal yang hanya untuk delik-delik fiskal.

Desa Pulau Cawan, Kecamatan Mandah, merupakan salah satu desa pesisir
di Kabupaten Indragiri Hilir yang memiliki kawasan hutan mangrove dengan fungsi

ekologis yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat sekitar. Hutan mangrove

20 Pasal 103 KiUndang-Undang Hukum Pidana

2! Sudaryono, Natangsa Surbakti, Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan
KUHP dan RUU KUHP, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017. him. 42

22 Ibid.




di wilayah ini tidak hanya %ungsi sebagai pelindung pantai dari abrasi dan intrusi
air laut, tetapi juga menjadi habitat berbagai jenis biota perairan yang mendukung
aktivitas perikanan masyarakat. Namun demikian, keberadaan hutan mangrove di
Desa Pulau Cawan menghadapi ancaman berupa penebangan yang dilakukan secara
tidak bertanggung jawab dengan berbagai motif, seperti pemanfaatan kayu maupun
pembukaan lahan. Tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem
pesisir serta mengganggu keseimbangan lingkungan hidup.

Eejahatan perusakan hutan merupakan tindak pidana khusus yang dalam
kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus.”® Perusakan hutan apabila terus
menerus terjadi maka akan menghasilkan kerusakan yang lebih besar diperlukan
upun pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penegakan hukum yang
lebih tegas. Berdasarkan uraian pada latar belakang penulis tertarik mengkaji lebih
dalam mengenai judul "Pertanggung Jawaban Pelaku ﬂndak Pidana Penebangan

Hutan Mangrove Di Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri

Hilir".

B. gumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di tersebut, oleh sebab itu peneliti mengangkat
permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Penebangan
Hutan Mangrove Di Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah Kabupaten

Indragiri Hilir ?

2

1
23 Bambang Tri Bawono, Anis Mashdurohaton, Penegakan Hukum Pidana di Bidang lllegal
Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya, Jurnal Hukum,
Volume 1, Nomor 3, Tahun 2011. hlm. 595




2. Apakah faktor penghambat untuk melaksanakan Pertanggung Jawaban
Pelaku ?mdak Pidana Penebangan Hutan Mangrove Di Desa Pulau Cawan

Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir ?

C. Tujuan Penelitian
Penelitian skripsi ini bertujuan untuk:
1. Untuk mengetahui Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana
Penebangan Hutan Mangrove Di Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah
Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat untuk melaksanakan Pertanggung
Jawaban Pelaku glndak Pidana Penebangan Hutan Mangrove Di Desa

Pulau Cawan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir

D. Manfaat Penelitian
Kegunaan dari penelitian ini adalah:
1. Kegunaan teoritis
%il penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk
melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan.
2. Eegunaan praktis
Secara praktis, diharapkan para aparat penegak hukum dapat menindak
secara tegas dan menegakkan hukum pidana yang berkaitan dengan Pelaku

Tindak Pidana Penebangan Hutan Mangrove.
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E. Kerangka Teori
getiap studi akan memiliki kerangka teori yang digunakan peneliti sebagai
panduan dan berupaya mengungkap dimensi sosial terkait.’* Kerangka teoritis
merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk
mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh
peneliti, sebagai berikut :
1. Teori Penegakan Hukum
Penegakan hukum secara umum dapat didefinisikan sebagai proses
penggunaan perangkat hukum tertentu untuk menegakkan sanksi hukum dan
memastikan bahwa aturan yang ditetapkan dipatuhi. Proses pelaksanaan maksud
perundang-undangan, atau gagasan badan legislatif yang dituangkan dalam
peraturan perundang-undangan menjadi sesuatu yang nyata, disebut dengan
penegakan hukum >’ um lingkungan, sebagai hukum lingkungan yang
mengatur tatanan lingkungan yang mencakup semua benda dan kondisi,
termasuk tempat di mana interaksi antara manusia dan lingkungan akan
memengaruhi kelangsungan hidup individu.?® Siklus perencanaan kebijakan
lingkungan mencakup langkah-langkah berikut :*’
a. Perundang-undangan;
b. Standarisasi;
c. lzin;

d. Penerapan; dan

1
**Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta, 1986, him. 125
2 @njipto Rahadjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, 1983. him. 24
26 Anika Ni'matun Nisa, Suhamo, Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup
untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 4, Nomor 2,
M: 20. hlm. 299
Mubh Isra Bil Ali, Aminah, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dalam Perspektif Keadilan
Substansif di Indonesia, Jurnal Spektrum Hukum, Volume 18, Nomor 1, 2021. hlm. 20
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e. Penegakan hukum.

9enegakan hukum merupakan salah satu persoalan serius bagi bangsa Indonesia.
Penegakan sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif
semua komponen bangsa. Hukum adalah sesuatu yang bersifat supreme atau
yang paling tinggi diantara lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Dari
konsepsi demikian maka tumbuhlah kesadaran manusia pemuja keadilan, istilah
supremasi hukum dimana hukum ditempatkan pada yang tertinggi diantara
dimensi-dimensi kehidupan yang lain, terutama dimensi politik. Supremasi
hukum adalah cita-cita umat manusia sedunia yang mendambakan ketenangan
dan kesejahteraan umat dibawah kewibawaan hukum yang dipancarkan
melalui:**

a. Eedisiplinan para pemimpin negara serta aparat penyelenggara Negara
pada semua tingkatan (eselon) dalam melaksanakan kebijakan yang
dilandasi ketatan pada hukum yang melekat pada dirinya, penyelewengan
kewajiban atau pembelokan tujuan biasa ditekan sekecil-kecilnya.
Artinya kesalahan-kesalahan yang timbul dalam tugas penyelenggaraan
Negara bukan karena niat atau kesengajaan yang penuh rekayasa, akan
tetapi karena faktor kelalaian atau ketidakmampuan yang bisa diperbaiki
kembali.

b. Hukum yang diciptakan benar-benar hukum yang bersendikan keadilan
ketertiban serta manfaat bagi semua warganya, sehingga memancarkan

kewibawaannya dan perlindungan terhadap setiap manusia.

1
¥ Viswandono Maria Matilda, dan Bayu Saputra, Mengenai Profesi Penegak Hukum, Pustaka
Yusticia, Yogyakarta, 2015. hlm. 1
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enegakan hukum pidana yang rasional terdiri dari tiga tahap antara lain :*

a. Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh
badan pembentuk undang-undang.

b. Tahap aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (penerapan hukum
pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian,
kejaksaan hingga pengadilan.

c. Tahap eksekusi adalah tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana
secara konkret oleh aparat pelaksana pidana.

Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada
peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk
undang-undang. goeda:rto mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) tahapan
dalam upaya penegakan hukum yaitu tindakan preventif, represif, dan kuratif.*

a. Tindakan preventif adalah upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan.

b. Tindakan represif adalah upaya yang mencakup semua langkah yang
dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadi kejahatan (tindak
pidana).

c. Tindakan kuratif pada dasarnya adalah upaya preventif dalam menangani
kejahatan. Untuk membedakannya, sebenarnya tindakan kuratif
merupakan segi lain dari tindakan represif dan lebih dititikberatkan

kepada tindakan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan atau

yang melanggar hukum.

2 gﬂn Kenedi, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di
Indonesia, Pus Belajar, Yogyakarta, 2017, him. 7
3 Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2010. hlm. 113-114
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glenurut Soerjono Soekanto ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi
penegakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan, yaitu :*'

a. Faktor hukumnya sendiri, yaitu ada kemungkinan terjadi ketidakcocokan
dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang
kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara
peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum
kebiasaan. Kadangkala ketidakserasian antara hukum tertulis dan hukum
kebiasaan dan seterusnya.

b. Faktor penegak hukum, yaitu salah satu kunci dari keberhasilan dalam
penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak
hukumnya sendiri. Penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi,
jaksa, pembela, petugas pemasyarakatan, dan seterusnya.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, yaitu seperti
mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi
yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Kurangnya
fasilitas yang memadai menyebabkan penegakan hukum tidak akan
berjalan dengan semestinya.

d. Faktor masyarakat, yaitu bagian yang terpenting dalam menentukan
penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi
kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan
penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat
kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk

melaksanakan penegakan hukum yang baik.

1
! Soerjono Sockanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2004. hlm. 11
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€. Ektor kebudayaan, yaitu budaya sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat, sehingga

berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-

nilai yang menjadi dasar hukum adat.

2. Teori Pemidanaan

Tujuan dari hukum pidana itu salah satunya untuk alat dalam mengatasi
sengketa, yakni guna menyelesaikan permasalahan yang terdapat pada
masyarakat, hal ini juga tidak lepas guna memberikan ketentraman pada
masyarakat.*> Hukum pidana adalah bagian yang tidak terpisahkan oleh
kehidupan bermasyarakat karena keberadaan hukum akan selalu ada bersamaan
dengan adanya masyarakat, hukum pidana menjadi pilar bagi kehidupan
masyarakat agar dalam aktivitas sehari-harinya dapat dilaksanakan dengan
damai dan tentram.*

Hukum pidana juga merupakan susunan atas keseluruhan dari hukum yang
berada disuatu negara, yang mengatur serta menetapkan perilaku mana yang
bisa dan tidak bisa dilaksanakan, biasanya bersamaan dengan sanksi negatif
yang berupa sanksi pidana kepada pelaku yang melanggar ketentuan-ketentuan

yang sudah ditetapkan. Selain itu hukum pidana juga mengatur lebih lanjut

seperti %pan dan dalam hal apa saja orang-orang pelanggar yang melanggar

2 Muhammad Sadi, Pengantar Himu Hukum, Prenada Media Group, Palembang, 2015, hlm. 183
33 Muhammad Bakri, et. al. Pengantar Hukum Indonesia, UB Press, Malang, 2013. hlm. 41
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ketentuan dapat diberikan hukuman pidana sesuai dengan apa yang mereka
lakukan.** Adapun tujuan dari hukum pidana ialah :*°

a. Reformation dalam hukum pidana mengacu pada upaya untuk
memperbarui, memperbaiki, atau mengubah sistem hukum pidana suatu
negara. Ini bisa melibatkan revisi undang-undang, perubahan dalam
penegakan hukum, peningkatan akses terhadap keadilan, dan reformasi
institusi peradilan pidana.

b. Restraint dalam hukum pidana merujuk pada pembatasan atau
pengendalian terhadap perilaku yang melanggar hukum. Ini mencakup
penggunaan hukuman atau sanksi untuk mencegah individu atau
kelompok melakukan tindakan kriminal, serta upaya-upaya untuk
mengendalikan atau membatasi potensi kerugian atau bahaya yang
ditimbulkan oleh tindakan kriminal.

c. Retribution dalam hukum pidana adalah konsep yang menekankan
bahwa pelaku kejahatan harus menerima hukuman sebagai balasan atau
pembalasan atas tindakan kriminal yang dilakukannya.

d. Deterrence dalam hukum pidana mengacu pada upaya mencegah
terjadinya kejahatan dengan mengintimidasi atau mengurangi keinginan
pelaku kejahatan untuk melanggar hukum.

Tujuan penjeraan atau dererrent, baik yang ditujukan untuk pelaku

pelanggar hukum maupun kepada masyarakat yang dinilai rawan untuk
melakukan aksi kejahatan dan juga sebagai perlindungan bagi masyarakat agar

terhindar dari para pelaku pelanggar hukum serta rehabilitasi kepada pelaku

34_ uh Prasetyo, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017. hlm. 2
33 Safaruddin Harefa, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum
Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2019. hlm. 35
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pelanggar hukum. Poin terakhir yang paling modern adalah tidak hanya
bertuyjuan untuk memperbaiki keadaan pemenjaraan namun juga sebagai
alternatif lain yang bukan hukuman pidana untuk membina para pelaku
pelanggar hukum.*® Penjabaran atas hukum pidana dilihat dari beberapa
pendapat ahli, menurut Ch. J. Enschede-M. Bosch menuturkan jika berdasarkan
tata caranya, sehingga hukum pidana bisa diklasifikasikan menjadi menjadi tiga,
yaitu: ¥’

a. Ilmu hukum pidana yang normatif

b. Ilmu pidana yang berdasarkan dari kenyataan (fakta)

c. Filsafat dari hukum pidana

Ch. J. Enschede dan M. Bosch melihat hukum pidana sebagai objek studi
berdasarkan metodenya. Pompe enjelaskan bahwa hukum pidana (materil)
merupakan semua bagian hukum yang mengatur perilaku seperti apa yang harus
diberikan sanksi dan pada saat apa pidana dapat dilaksanakan. Menurut
pemahaman klasik tujuan dari hukum pidana untuk menjaga manusia dari
penyalahgunaan kekuasaan pemerintah.*® Tujuan sebenarnya dari hukum
pidana, adalah untuk pencegahan atas aktifitas sosial masyarakat yang kurang
baik di samping kejahatan yang pernah dilakukan. Hukum pidana adalah segala
ketetapan-ketetapan yang mengatur dan mengawasi perilaku setiap orang untuk
menghilangkan kejahatan di masyarakat. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa

tetap saja didalam kehidupan sehari-hari masih banyak individu yang tetap

3'f'gltri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Nusantara Persada Utama, Tangerang

Sela 2017. hlm. 67
# 1 Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017, him. 98
3% Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2017. him. 4
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melakukan pelanggaran dan perbuatan yang tidak baik dan bahkan sering
merugikan masyarakat lain pada umumnya.*’

Adapun arti dari celaan subjektif merujuk pada individu yang melaksanakan
perbuatan yang melawan hukum, perbuatan yang melawan hukum ini sudah
diperbuat oleh seorang individu, tetapi jika individu tidak bisa dicela karena
padanya tidak terdapat kesalahan, jadi pertanggungjawaban pidananya mungkin
tidak dapat diberikan.*’ Berkenaan unsur dengan rencana, pada dasarnya ada 2
(dua) ketentuan, yaitu :

a. Menetapkan suatu keinginan ketika suasana temang pada saat
memutuskan untuk melakukan perbuatan itu dilakukan dengan keadaan
tidak terburu-buru. Tolak ukurnya pada sebelum menetapkan keinginan
untuk melakukan suatu perbuatan sudah dipikirkan dengan matang,
telah diketahui baik buruknya.

b. Kesediaan waktu yang tersedia sejak hadirnya keinginan, hingga
pelaksanaan keinginan. Waktu yang tersedia menyesuaikan, maksudnya
adalah tidak dapat dihitung dari lamanya wakfu tertentu tetapi sesuai

dengan pada kondisi atau kejadian konkrit yang terlaksana.*'

F. Kerangkagonseptual
Konseptual adalah susunan beberapa konsep yang terdiri dari kumpulan

yang memiliki arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti oleh peneliti.

”@H Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2014. hlm. 29
40 Marsudi Utoyo, et. al., Sengaja dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia, Jurnal
Imu Hukum, Volume 7, Nomor 1, Desember 2020. hlm. 77

4! Nursyarifa Mahyudin, et. al., Perfanggungjawaban Pid, Masing-Masing Peserta Dalam
Pembunuhan Berencana Karena Perintah Jabatan, Jumal ultas Hukum Universitas Sam
Ratulangi, Velume 11, Nomor 3, Tahun 2023. hlm. 5
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gerdasarkan definisi tersebut, maka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini

adalah :

Penegakan hukum adalah proses dilakukan upaya untuk tegaknya atau
berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman
perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara.*’

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,
larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,
bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.*

Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan
melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin
atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan
pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang
telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh
Pemerintah

Hutan mangrove adalah hutan yang terdapat di sepanjang pantai atau
muara sungai dan dipengaruhi oleh gerakan pasang surut perpaduan
antara air sungai dan air laut, yang tergenang pasang dan bebas dari
genangan pada saat surut yang komunitasnya bertoleransi terhadap

garam. ¥

4 QCh. Fadlail, Membangun Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat Dan Penegak Hukum Agar
reipta Penegakan Hukum Yang Berkeadilan, HUKMY Jurnal Hukum, Volume 2, Nomor 1, 2023.

m. 1

4 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987. him. 54
* Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan

Hutan

* Wan Hermanto, Sujianto, Hasim As'ari, Strategi Pengelolaan Hutan Mangrove di Kecamatan
Bantan Kabupaten Bengkalis, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 1 Nomor 2, 2023, hlm. 317
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@ Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan penulis untuk
memperoleh data yang diperlukan dalam menjawab rumusan masalah elitian.
Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Jenis dan Sifat Penelitian
Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian hukum ologis
atau empiris dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung di
lapangan atau pada permasalahan langsung dengan cara data yang diperoleh
dianalisis dengan membandingkan antara ketentuan-ketentuan raturan
perundang-undangan, asas-asas hukum, hirarki hukum dengan kenyataan
yang terjadi dalam masyarakat.*® Dilihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat
deskriptif analitis yaitu dalam artian memberikan gambaran disertai
penjelasan secara sistematik, faktual dan akurat.*’
?Data dan Sumber Data
Dalam penelitian ini penulis mengunakan data primer, merupakan
seluruh data dalam bentuk informasi diperoleh, dikarenakan berhubungan
maupun berkaitan dengan permasalahan secara langsung.ta dan sumber
data yang penulis gunakan, sebagai berikut :

a. Data Primer adalah data utama yang penulis peroleh melalui keretangan

responden yang telah penulis sesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

46 Fitri Wahyuni, Dkk, Panduan Dan Pedoman Penulisan Skripsi, Edisi Revisi, Fakultas Hukum

Universitas Islam Indragiri, Tembilahan, 2021. hlm. 16.
47 Bambang Sanggono, Op.Cit, hlm. 36,
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b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang
mendukung dengan pokok masalah yang dibahas.” Data sekunder
disamping buku-buku juga dipergunakan berupa : skripsi, tesis, jurnal
maupun internet.
c. Data Tersier adalah data yang diperoleh dari Kamus Bahasa Indonesia,
Kamus Hukum, maupun Ensiklopedia.
3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah
Kabupaten Indragiri Hilir serta pada Kepolisian Resor Indragiri Hilir.
Lokasi tersebut dipilih karena merupakan lokasi yang menjadi objek
penelitian mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penebangan
hutan mangrove sehingga dianggap relevan dengan rumusan masalah
penelitian.
@Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan subjek yang mempunyai karakteristik
tertentu yang berkaitan dengan penelitian. Sampel merupakan sebagian dari
populasi yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik
penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan
penelitian.

ﬂpulasi merupakan jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti

yang mempunyai karateristik yang sama,*’

sampel merupakan bagian dari
seluruhan populasi. Penelitian ini penulis mengunakan responden

berjumlah sebanyak 9 (sembilan) orang, maka penulis menggunakan

8 fhid, him. 20
4 fhid, him. 23
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metode purposive sampling ialah dengan mengambil sebagian dari

persentase hanya mengunakan responden yang berkaitan langsung dengan

penelitian ini. >

ael 1

Data Populasi dan Sampel
No.| Responden PopulasiSampel Persentase

1 |Penyidik Subdit Tipiter Polres Inhil 4 2 22%

Tokoh Masyarakat / Masyarakat sekitarg
2 - 4 45%
Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir

Pelaku gindak Pidana Penebangan Hutan
3 |Magrove di Kecamatan Mandah Kabupaten 7 3 33%

Indragiri Hilir

Jumlah 11 9 100%

Sumber Data: Data Olahan Penelitian Tahun 2026.

?Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang sebagaimana diharapkan, maka alat
pengumpulan a yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :*'
a. Observasi
Observasi merupakan pengumpulan data, penulis lakukan dengan
mengamati fenomena hukum yang berada masyarakat Di Desa

(wilayah) Pesisir khususnya Desa Pulau Cawan Kabupaten Indragiri

Hilir.

0 Pelakugmdak Pidana Penebangan Hutan Mangrove Di Desa Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir
yang menyesuaikan pada penanganan hukum pada tahun 2022, disebabkan setelah tahun 2022
pelaksanaan pene gakan hukumnya belum adanya kelanjutan penanganan hukum sampai dengan tahun
2025.

31 Fitri Wahyuni, Op. Cit, hlm. 21
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|! I'\*‘ awancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis memberikan

pertanyaan-pertanyaan atau %ya jawab secara langsung kepada

responden sebagai yang mewakili populasi yang berkaitan dengan

masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan

dengan cara Eertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai

terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui, dan terkait dengan

masalah yang dibahas.
gAnalisis Data

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode observasi
yakni dengan cara data-data dikumpulkan, kemudian diolah dan disajikan
dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para
ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang disajikan data yuridis
dalam pokok masalah.>

Data g diperoleh dari hasil penelitian kemudian diolah,
diklasifikasikan, dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan antara
fakta di lapangan dengan teori,ndapat para ahli, serta ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ditarik kesimpulan
menggunakan metode deduktif, yaitu dari hal-hal yang bersifat umum

menuju kesimpulan yang bersifat khusus.>

!! Ibid, hlm. 23

S Ipid, hlm. 23
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BAB 11
TINJTAUAN UMUM

A. Penegakan Hukum

@Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam
mewujudkan fujuan negara hukum. Keberadaan suatu aturan perundang-
undangan tidak akan memberikan manfaat apabila tidak diikuti dengan
pelaksanaan dan penegakan hukum yang efektif. Oleh karena itu, egaka,n
hukum merupakan proses untuk mewujudkan norma-norma hukum yang telah
ditetapkan agar dapat dipatuhi oleh setiap warga negara sehingga tercipta
ketertiban, kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan %am kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.>*

genegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai penerapan sanksi terhadap
pelaku pelanggaran hukum, tetapi juga mencakup seluruh aktivitas yang
bertujuan menjadikan hukum sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat.
Penegakan hukum rupakan suatu proses yang melibatkan berbagai
komponen, mulai dari pembentukan peraturan perundang-undangan,
pelaksanaan %h aparat penegak hukum, hingga pengawasan terhadap
pelaksanaan hukum tersebut. Penegakan hukum merupakan suatu sistem ang
saling berkaitan antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Enegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai

yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap sebagai rangkaian

penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan

1
* Viswandono Maria Matilda dan Bayu Saputra, Mengenai Profesi Penegak Hukum, Pustaka
Yusticia, Yogyakarta, 2015, hlm. 1.
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11
mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup. Pengertian tersebut

menunjukkan bahwa penegakan hukum bukan sekadar menerapkan aturan
hukum secara tekstual, melainkan juga berupaya mewujudkan keseimbangan
antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sehingga hukum benar-
benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. >

ﬁnegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-
keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang dimaksud dengan keinginan hukum
adalah gagasan, la.i, dan tujuan yang terkandung dalam peraturan perundang-
undangan yang kemudian diwujudkan melalui tindakan aparategak hukum.
Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum Qﬂk hanya diukur dari
banyaknya perkara yang diproses, tetapi juga dari sejauh mana hukum mampu
memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat serta menciptakan rasa
keadilan.*®

Penegakan hukum merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan
secara sistematis oleh aparat yang berwenang untuk memastikan bahwa setiap
ketentuan hukum dapat diterapkan secara efektif. gcnegakan hukum tidak hanya
berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku pelanggaran, tetapi juga
bertujuan menjaga ketertiban masyarakat, melindungi hak-hak warga negara,
serta j amin kepastian hukum dan keadilan. Dalam konteks tindak pidana
penebangan hutan mangrove, penegakan hukum menjadi instrumen yang sangat
penting untuk memberikan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup,

khususnya ekosistem mangrove yang memiliki ﬁgsi ekologis, sosial, dan

ekonomi bagi masyarakat pesisir. Oleh karena itu, setiap bentuk pelanggaran

53 @erjmw Soekanto, Fakior-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hulum, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2004, him. 11.
3% Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, 1983, him. 24.
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terhadap Eatentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan
lingkungan hidup ?arus ditindak secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum
yang berlaku ar tujuan perlindungan lingkungan hidup dapat tercapai secara
optimal.

2. Unsur-Unsur @legakan Hukum

Penegakan hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai proses penerapan
sanksi terhadap pelaku pelanggaran hukum. Penegakan hukum erupakan suatu
sistem yang melibatkan berbagai unsur yang saling berkaitan mulai dari
pembentukan norma hukum, pelaksanaan norma tersebut oleh aparat penegak
hukum, hingga kepatuhan masyarakat Ehadap hukum yang berlaku.
Keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh bekerjanya seluruh
unsur dalam sistem hukum secara terpadu.

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan ide-ide
Ekum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan menjadi kenyataan
dalam kehidupan masyarakat. Ide hukum tersebut meliputi nilai Qﬂdilﬂn,
kepastian hukum, dan kemanfaatan yang harus diwujudkan melalui tindakan
nyata arat penegak hukum. Penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada
penerapan aturan secara formal, tetapi juga harus memperhatikan rasa keadilan
yang hidup di tengah masyarakat.”’

Penegakan hukum terdapat beberapa unsur ng saling mendukung satu sama
lain:

a. Unsur pertama adalah substansi hukum (legal substance), yaitu seluruh

102
peraturan %mdang-undangan yang menjadi dasar dalam mengatur hak,

37 !at_]]ptﬂ Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, 1983, him. 24,
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kewajiban, larangan, maupun sanksi terhadap setiap perbuatan yang
dilakukan oleh masyarakat. Substansi hukum harus mampu memberikan
kepastian hukum sekaligus menjawab perkembangan kebutuhan
masyarakat sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya.
Apabila substansi hukum telah jelas dan lengkap, maka aparat penegak
hukum akan lebih mudah melaksanakan tugasnya secara profesional dan
objektif.

b. Unsur kedua adalah struktur hukum (legal structure) yang terdiri atas
lembaga-lembaga penegak hukum erti Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Pengadilan, lembaga
pemasyarakatan, serta instansi pemerintah lainnya yang memiliki
kewenangan dalam enegakan hukum sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Struktur hukum berfungsi menjalankan ketentuan
Fflkum melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan
di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Profesionalisme,
integritas, dan koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting dalam
menentukan efektivitas penegakan hukum.

Peran Kepolisian sebagai penyidik menjadi sangat penting karena bertugas
mengungkap tindak pidana, mengumpulkan alat bukti, menetapkan tersangka,
hingga enyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Selanjutnya, sa
melakukan penuntutan terhadap pelaku berdasarkan alat bukti yang diperoleh,
sedangkan hakim memberikan putusan yang mencerminkan rasa keadilan
berdasarkan fakta-fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Keseluruhan proses tersebut menunjukkan bahwa struktur hukum erupakan

bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem penegakan hukum.
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Unsur lain yang tidak kalah penting adalah Eudaya hukum (legal culture).
Budaya hukum merupakan sikap, nilai, pola pikir, dan kesadaran masyarakat
terhadap keberadaan hukum. Tingginya kesadaran hukum masyarakat akan
mendorong terciptanya kepatuhan terhadap hukum gnpa harus selalu dilakukan
tindakan represif oleh aparat penegak hukum. Sebaliknya, rendahnya budaya
hukum akan menyebabkan berbagai bentuk pelanggaran hukum terus terjadi
meskipun telah tersedia aturan yang tegas.

Budaya hukum memiliki pengaruh besar terhadap perlindungan kawasan
hutan mangrove. Masyarakat yang memahami pentingnya fungsi ekologis
mangrove akan lebih terdorong untuk menjaga kelestarian kawasan tersebut
dibandingkan melakukan penebangan secara ilegal demi memperoleh
keuntungan ekonomi sesaat. Oleh karena itu, selain melalui penegakan hukum
pidana, pemerintah juga perlu meningkatkan pendidikan hukum, penyuluhan
lingkungan hidup, serta pemberdayaan masyarakat pesisir agar tumbuh
kesadaran kolektif dalam menjaga ekosistem mangrove sebagai aset lingkungan
yang memiliki nilai strategis bagi kehidupan masyarakat.

Penegakan hukum juga harus memperhatikan keseimbangan antaraﬂepastian
hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiga nilai tersebut merupakan tujuan
hukum yang harus diwujudkan secara bersamaan. Penegakan hukum yang hanya
mengutamakan kepastian hukum tanpa mempertimbangkan keadilan dapat
menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Sebaliknya, apabila hanya
mengutamakan keadilan tanpa berpedoman pada aturan hukum, maka akan
menimbulkan ketidakpastian hukum. Aparat penegak hukum dituntut mampu
menerapkan hukum secara proporsional dengan mempertimbangkan kondisi

konkret setiap perkara.
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Seluruh unsur penegakan hukum tersebut harus berjalan secara sinergis.™
F;ramran perundang-undangan yang baik harus didukung oleh aparat penegak
hukum yang profesional serta masyarakat yang memiliki kesadaran hukum
tinggi. Apabila salah satu unsur tersebut tidak berfungsi ara, optimal, maka
tujuan penegakan hukum untuk menciptakan ketertiban, kepastian hukum,
keadilan, dan kemanfaatan tidak akan tercapai secara maksimal. Hal tersebut
juga berlaku dalam penanganan tindak pidana penebangan hutan mangrove,
yang memerlukan sinergi antara arat penegak hukum, pemerintah daerah,
instansi kehutanan, serta masyarakat pesisir dalam menjaga kelestarian
lingkungan hidup.

3. Tujuan Penegakan Hukum

ﬁnegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, keamanan,
keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Penegakan hukum bukan semata-mata bertujuan
menjatuhkan sanksi kepada setiap pelanggar hukum, melainkan juga berfungsi
menjaga g&imbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara.
Dengan demikian, %kum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat aturan
yang bersifat memaksa, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan kehidupan
sosial yang tertib, damai, dan berkeadilan.

gtiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (equality
before the law). Setiap pelanggaran terhadap ketentuan hukum harus ditindak
suai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku tanpa membedakan status

sosial, jabatan, maupun latar belakang pelakunya. Penegakan hukum yang

1
% Viswandono Maria Matilda dan Bayu Saputra, Mengenai Profesi Penegak Hukum, Pustaka
Yusticia, Yogyakarta, 2015, hlm. 1.
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dilakukan secara adil akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap
sistem peradilan serta mendorong tumbuhnya budaya hukum yang baik.

Muhammad Sadi enj elaskan bahwa tujuan hukum pada dasarnya adalah
memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia melalui terciptanya
ketertiban, kepastian, dan keadilan. Ketiga tujuan tersebut Qing berkaitan dan
tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kepastian hukum memberikan jaminan
bahwa hukum diterapkan secara konsisten, keadilan memberikan perlakuan
yang proporsional kepada setiap orang, sedangkan kemanfaatan memastikan
bahwa hukum mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.>

Dalam praktiknya, tujuan negakan hukum tidak hanya bersifat represif
melalui pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga
bersifat preventif sebagai upaya mencegah terjadinya pelanggaran hukum.
Pencegahan dilakukan melalui pembinaan, penyuluhan hukum, pengawasan,
pengendalian, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Pendekatan
preventif menjadi sangat penting terutama dalam bidang perlindungan
lingkungan hidup karena kerusakan lingkungan sering kali sulit dipulihkan
setelah terjadi.

ﬁegakan hukum di bidang lingkungan hidup bertujuan menjaga kelestarian
fungsi lingkungan agar tetap mampu menopang kehidupan anusia dan
makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan. Perlindungan terhadap lingkungan
hidup merupakan bentuk tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan
dalam konstitusi untuk menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang

baik dan sehat. Oleh karena itu, setiap bentuk perusakan lingkungan, termasuk

39 Muhammad Sadi, Pengantar llmu Hukim, Prenada Media Group, Palembang, 2015, hlm. 183.
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penebangan hutan mangrove secara ilegal, harus ditangani secara tegas agar
tidak menimbulkan kerusakan ekologis yang semakin luas.

Tujuan penegakan hukum Qak hanya memberikan efek jera kepada pelaku
tindak pidana, tetapi juga menjaga keberlanjutan fungsi ekologis kawasan
pesisir. Hutan mangrove memiliki fungsi penting sebagai pelindung garis pantai
dari abrasi, penyerap karbon, habitat berbagai jenis flora dan fauna, serta sumber
mata pencaharian masyarakat pesisir. Apabila terjadi penebangan secara ilegal
tanpa pengendalian, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh lingkungan,
tetapi juga mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di
sekitarnya.

Penegakan hukum bertujuan memberikan perlindungan terhadap
kepentingan umum melalui pengendalian pemanfaatan sumber daya alam agar
tetap sesuai dengan nsip pembangunan berkelanjutan (sustainable
development). Prinsip ini menghendaki agar pemanfaatan sumber daya alam
dilakukan secara bijaksana dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara
kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh sebab %, setiap tindakan
eksploitasi yang mengakibatkan kerusakan lingkungan harus memperoleh
pengawasan serta tindakan hukum yang tegas dari pemerintah.

Jhon Kenedi menjelaskan bahwa enegakan hukum pidana merupakan
bagian dari kebijakan hukum pidana (penal policy) yang bertujuan lindungi
masyarakat (social defence) sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat
(social welfare). Dengan demikian, gkum pidana tidak hanya berfungsi

menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga menjadi instrumen negara dalam
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menciptakan ketertiban sosial dan memberikan perlindungan terhadap
kepentingan masyarakat secara luas.*

Tujuan penegakan hukum juga diarahkan untuk menjamin terlaksananya
kewajiban setiap orang dalam menjaga kelestarian lingkungan. Penegakan
hukum yang efektif akan memberikan kepastian bahwa setiap bentuk perusakan
lingkungan memperoleh konsekuensi hukum yang setimpal, sehingga dapat
mendorong meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Eatentuan peraturan
perundang-undangan.

Tujuan penegakan hukum dalam penelitian ini tidak hanya dimaknai sebagai
upaya menjatuhkan pidana kepada pelaku penebangan hutan mangrove, gapi
juga sebagai sarana perlindungan terhadap kawasan pesisir yang memiliki
fungsi ekologis penting bagi kehidupan masyarakat. Enegakan hukum yang
konsisten diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku,
meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta mendukung terwujudnya
pengelolaan kawasan mangrove yang berkelanjutan di Desa Pulau Cawan
Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.

4. Tahapan @legakan Hukum

Penegakan hukum pidana merupakan suatu proses yang berlangsung secara
bertahap dan berkesinambungan. Proses tersebut dimulai sejak pembentukan
a,turan perundang-undangan, dilanjutkan dengan penerapan hukum terhadap

7
pelaku tindak pidana, hingga g:laksanaan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap. Setiap tahapan memiliki fungsi dan tujuan

o0 g{m Kenedi, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di
Indonesia, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 7.
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40
yang berbeda, namun saling berkaitan untuk %wjudkan kepastian hukum,

keadilan, dan kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Jhon Kenedi, enegakan hukum pidana merupakan bagian dari
kebijakan hukum pidana (penal policy) yang dilaksanakan melalui beberapa
tahapan, mulai dari pembentukan norma hukum hingga pelaksanaan pidana
terhadap pelaku tindak pidana. Keseluruhan tahapan grsebut merupakan satu
kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan karena keberhasilan suatu tahap
akan mempengaruhi keberhasilan tahap berikutnya.®'

Barda Nawawi Arief membagi tahapan penegakan hukum pidana ke dalam
%a tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Ketiga
tahapan tersebut dikenal sebagai Q&m penegakan hukum pidana yang integral
karena masing-masing memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi.

a. Tahap Formulasi (Legislative Policy)

@hap formulasi merupakan tahap penegakan hukum pidana in abstracto,
yaitu tahap ketika lembaga pembentuk undang-undang merumuskan norma
hukum yang akan diberlakukan kepada masyarakat. Pada tahap ini ditentukan
mengenai perbuatan apa yang dikategorikan sebagai tindak glana, siapa
yang dapat dipidana, jenis pidana yang dapat dijatuhkan, serta prosedur
penerapan sanksi pidana.

Tahap formulasi emiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi
dasar bagi seluruh proses penegakan hukum selanjutnya. Apabila suatu
peraturan dirumuskan secara jelas, sistematis, dan tidak menimbulkan

multitafsir, maka aparat penegak hukum akan lebih mudah menerapkannya

ol g{m Kenedi, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di
Indonesia, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 7.
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dalam praktik. Sebaliknya, apabila rumusan norma kurang jelas, maka
berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran yang akhirnya menghambat
penegakan hukum.

Dalam kaitannya dengan gndak pidana penebangan hutan mangrove,
tahap formulasi diwujudkan melalui lahirnya @rbagai peraturan perundang-
undangan yang mengatur perlindungan kawasan hutan dan wilayah pesisir,
seperti @ndang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah ﬁbah dengan Undang-
Undang Nomor | Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil. Keberadaan berbagai peraturan tersebut menunjukkan
adanya komitmen negara ﬁm memberikan perlindungan terhadap kawasan
mangrove sebagai bagian dari ekosistem pesisir.

b. Tahap Aplikasi (Judicial Policy)

qahap aplikasi merupakan tahap penerapan hukum pidana secara konkret
oleh aparat penegak hukum terhadap tu tindak pidana yang telah terjadi.
Tahapan ini dimulai sejak adanya laporan atau temuan mengenai suatu
peristiwa pidana, kemudian dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh
kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, pemeriksaan di persidangan oleh
hakim, hingga dijatuhkannya putusan pengadilan.

Pada tahap aplikasi, arat penegak hukum dituntut mampu menerapkan
ketentuan hukum secara profesional, objektif, dan tidak diskriminatif.
Seluruh tindakan yang dilakukan harus berdasarkan ﬁt bukti yang sah

sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Dengan demikian, seseorang
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hanya dapat dipidana apabila kesalahannya dapat dibuktikan melalui proses
peradilan yang adil (due process of law).

Dalam perkara penebangan hutan mangrove, tahap aplikasi dimulai ketika
aparat kepolisian memperoleh informasi mengenai adanya aktivitas
penebangan ilegal di kawasan pesisir. Selanjutnya dilakukan penyelidikan
untuk memastikan telah terjadi tindak pidana, kemudian dilakukan
penyidikan guna mengumpulkan alat bukti, menetapkan tersangka, serta
melimpahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Setelah itu, jaksa
melakukan penuntutan di pengadilan dan hakim memeriksa serta memutus
perkara 9erdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Tahap aplikasi merupakan tahap yang paling menentukan karena pada
tahap inilah hukum benar-benar diterapkan terhadap pelaku tindak pidana.
Oleh sebab itu, integritas aparat penegak hukum sangat menentukan
tercapainya keadilan dan kepastian hukum.

c. Tahap Eksekusi (Executive Policy)

Tahap eksekusi merupakan tahap pelaksanaan tusa,n pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Pada tahap
ini, pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim dilaksanakan oleh aparat yang
berwenang sesuai dengan jenis pidana yang diputuskan.

Pelaksanaan putusan pidana bertujuan untuk mewujudkan kepastian
hukum sekaligus emberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Selain
itu, tahap eksekusi juga memiliki fungsi preventif karena diharapkan mampu
mencegah masyarakat lain melakukan tindak pidana yang serupa. Dalam
perkara penebangan hutan mangrove, tahap eksekusi dapat berupa

pelaksanaan pidana penjara, pidana denda, pembayaran uang pengganti
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apabila diatur dalam putusan pengadilan, maupun tindakan %n sesuai
ketenfuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan putusan tersebut
menjadi bukti bahwa negara menjalankan kewajibannya dalam menegakkan
hukum serta melindungi lingkungan hidup dari berbagai bentuk perusakan.
Ketiga tahapan penegakan hukum tersebut erupakan suatu sistem yang
tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Eeberhasilan penegakan hukum sangat
dipengaruhi oleh kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan,
profesionalisme aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum, serta
efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan.®’ abila salah satu tahapan tidak
berjalan dengan baik, maka tujuan penegakan hukum 9ntuk mewujudkan
kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan akan sulit tercapai.
Pertanggungjawaban pelaku gndak pidana penebangan hutan mangrove di
Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, ketiga
tahapan penegakan hukum tersebut menjadi landasan penting untuk
menganalisis bagaimana ketentuan hukum diterapkan terhadap pelaku, sejauh
mana aparat penegak hukum melaksanakan kewenangannya, serta bagaimana
efektivitas pelaksanaan sanksi pidana dalam memberikan perlindungan terhadap
kawasan mangrove di wilayah pesisir.
S.ﬁktor—Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum
Penegakan hukum merupakan suatu proses yang kompleks karena
dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Ecberhasilan penegakan

hukum tidak hanya ditentukan oleh baik atau buruknya peraturan perundang-

undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas aparat penegak hukum,

62 Pﬂdartn, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 113-114.
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ketersediaan sarana pendukung, ﬁk&t kesadaran hukum masyarakat, serta
budaya hukum yang berkembang dalam kehidupan sosial. gleh karena itu,
efektivitas penegakan hukum harus dipandang sebagai hasil interaksi dari
g:rbagaj unsur yang membentuk sistem hukum secara keseluruhan.

Terdapat lima faktor utama yang mempengaruhi efektivitas penegakan
hukum, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana
atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut
saling mempengaruhi sehingga apabila salah satu faktor mengalami hambatan,
maka pelaksanaan penegakan hukum juga akan mengalami kendala.®

§Faktor Hukum (Peraturan Perundang-undangan)

Faktor pertama yang mempengaruhi penegakan hukum adalah ﬁmm itu
sendiri atau substansi hukum. Peraturan perundang-undangan harus
dirumuskan secara jelas, sistematis, tidak bertentangan dengan peraturan lain,
serta mampu mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat. Peraturan
hukum yang baik akan memberikan kepastian hukum gagi aparat penegak
hukum maupun masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

Substansi hukum %ﬂh diatur dalam berbagai peraturan perundang-
undangan, antara lain ﬁldang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah ﬁlbah
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Keberadaan berbagai regulasi tersebut

1
%3 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2004, him. 11.
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menunjukkan bahwa negara Qﬂh menyediakan dasar hukum yang cukup
kuat dalam melindungi kawasan mangrove, meskipun dalam praktiknya
masih diperlukan sinkronisasi dan konsistensi penerapan di lapangan.
@Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan pihak yang bertugas melaksanakan ketentuan
hukum secara nyata. Penegak hukum meliputi kepolisian, kejaksaan, hakim,
advokat, petugas pemasyarakatan, maupun pejabat pemerintah yang
diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Profesionalisme, integritas, kejujuran, serta kemampuan teknis aparat
penegak hukum menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan
penegakan hukum.

Penegak hukum tidak hanya dituntut memahami ketentuan hukum secara
normatif, tetapi juga harus memiliki tanggung jawab moral dalam
menjalankan tugasnya. Apabila aparat penegak hukum bekerja secara
profesional, objektif, dan bebas dari intervensi, maka proses penegakan
hukum akan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus memenuhi rasa
keadilan masyarakat. Sebaliknya, rendahnya integritas aparat penegak
hukum dapat menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang,
diskriminasi hukum, maupun lemahnya penindakan terhadap pelaku tindak
pidana.

Aparat kepolisian memiliki peran penting %am melakukan penyelidikan
dan penyidikan terhadap pelaku, sedangkan kejaksaan bertugas melakukan
penuntutan dan pengadilan memberikan putusan yang berkeadilan. Oleh
karena itu, koordinasi yang baik antarpenegak Ekum menjadi syarat utama

dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif.
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c. Faktor Sarana atau Fasilitas

73
Faktor berikutnya adalah tersedianya sarana dan prasarana yang

mendukung pelaksanaan penegakan hukum. Sarana tersebut eliputi sumber

daya manusia yang berkualitas, organisasi yang baik, anggaran yang

memadai, teknologi, transportasi, laboratorium forensik, hingga peralatan
: .

operasional yang digunakan oleh aparat penegak hukum.

Dalam penanganan tindak pidana lingkungan hidup, khususnya
penebangan hutan mangrove di kawasan pesisir, keberadaan sarana
pendukung menjadi sangat penting karena lokasi tindak pidana umumnya
berada di wilayah yang sulit dijangkau. Keterbatasan transportasi air,
minimnya personel pengawas, serta luasnya kawasan pesisir sering menjadi
hambatan dalam melakukan pengawasan maupun penindakan terhadap
pelaku perusakan mangrove. Peningkatan fasilitas operasional menjadi salah
satu aya yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan
hukum di bidang lingkungan hidup.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan unsur yang memiliki pengaruh besar terhadap
keberhasilan penegakan hukum. Tingkat kesadaran hukum masyarakat
menentukan sejauh mana masyarakat bersedia mematuhi ketentuan hukum
yang berlaku. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi akan lebih
mudah menerima keberadaan hukum serta ikut berpartisipasi dalam menjaga
ketertiban dan kelestarian lingkungan.

Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum dapat mendorong terjadinya
berbagai bentuk pelanggaran hukum, termasuk penebangan hutan mangrove

secara ilegal. Dalam banyak kasus, faktor ekonomi, rendahnya pendidikan,

39




serta kurangnya pemahaman mengenai fungsi ekologis mangrove menjadi
penyebab masyarakat melakukan eksploitasi terhadap kawasan mangrove
tanpa memperhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Selain melalui penegakan hukum pidana, pemerintah juga perlu
meningkatkan penyuluhan hukum, pendidikan lingkungan hidup, serta
pemberdayaan masyarakat pesisir agar masyarakat memiliki kesadaran untuk
menjaga kawasan mangrove sebagai sumber kehidupan yang harus
dilestarikan.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor terakhir yang mempengaruhi penegakan hukum adalah
ﬁebudayaan. Kebudayaan merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia
yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Budaya hukum masyarakat
akan menentukan bagaimana masyarakat memandang hukum, menaati
hukum, maupun berpartisipasi dalam proses penegakan hukum.

Budaya hukum yang baik akan menciptakan masyarakat yang sadar akan
pentingnya menaati hukum tanpa harus selalu dipaksa melalui sanksi pidana.
Sebaliknya, apabila budaya hukum masyarakat masih rendah, maka
pelanggaran hukum akan lebih mudah terjadi meskipun telah tersedia
peraturan yang tegas.

Budaya masyarakat pesisir yang selama ini memanfaatkan hasil hutan
sebagai sumber penghidupan perlu diarahkan menuju pola pemanfaatan yang

berkelanjutan. Perubahan pola pikir tersebut dapat dilakukan melalui edukasi,
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pembinaan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penguatan kearifan lokal
yang mendukung pelestarian lingkungan hidup.®*

Keberhasilan penegakan hukum merupakan hasil @lja sama antara
pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. @negaka:n hukum
terhadap tindak pidana penebangan hutan mangrove tidak cukup hanya
mengandalkan sanksi pidana, tetapi juga harus didukung oleh peraturan yang
jelas, aparat yang profesional, sarana yang memadai, masyarakat yang sadar
hukum, serta budaya hukum yang mendukung pelestarian lingkungan hidup.
Kelima faktor tersebut menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas
penegakan hukum grhadap tindak pidana penebangan hutan mangrove di Desa

Pulau Cawan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.

6. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan
Penebangan Hutan Mangrove

Penegakan hukum di bidang lingkungan hidup gempakan bagian dari upaya
negara dalam memberikan perlindungan terhadap sumber daya alam agar tetap
lestari serta mampu dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk gepentingan
generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Perlindungan tersebut
menjadi penting karena lingkungan hidup memiliki fungsi yang sangat strategis
bagi kehidupan manusia, sehingga setiap bentuk pencemaran maupun perusakan
lingkungan harus dicegah melalui mekanisme hukum yang efektif.

Eldang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah

memberikan jaminan terhadap hak setiap warga negara untuk memperoleh

1
% Ach. Fadlail, Membangun Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat dan Penegak Hukum Agar
Tercipta Penegakan Hukum yang Berkeadilan, HUKMY Jurnal Hukum, Volume 2, Nomor 1, 2023,
him. 1.

41




%gkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat
(1). Amanat konstitusi tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai raturan
perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan
Hutan, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun %0? sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Penegakan hukum lingkungan gﬂmiliki karakteristik yang berbeda
dibandingkan penegakan hukum pidana pada umumnya. Hal ini disebabkan
objek ang dilindungi bukan hanya kepentingan individu, tetapi juga
kepentingan masyarakat luas, ekosistem, serta keberlangsungan fungsi
ﬁgkungan hidup. Oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan dilakukan
melalui beberapa instrumen hukum yang saling melengkapi, yaitu instrumen
administratif, data, dan pidana. Ketiga instrumen tersebut digunakan secara
terpadu aI tujuan perlindungan lingkungan hidup dapat tercapai secara
optimal.®

Penegakan hukum administrasi merupakan langkah awal yang dilakukan
pemerintah melalui mekanisme perizinan, pengawasan, pembinaan, serta
pemberian sanksi administratif terhadap pelaku usaha atau masyarakat yang
melakukan pelanggaran. Apabila pelanggaran tersebut menimbulkan kerusakan

lingkungan yang serius atau memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur

dalam peraturan perundang-undangan, maka penegakan hukum pidana dapat

2
% Elly Kridiani Purwendah, dkk., Problematika Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia,
Jurnal Pacta Sunt Servanda, Volume 4, Nomor 1, Maret 2023, hlm. 242.
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diterapkan ﬂ:agaj ultimum remedium maupun primum remedium sesuai
dengan karakteristik pelanggaran yang terjadi.

Khusus terhadap tindak pidana penebangan hutan mangrove, penegakan
hukum pidana memiliki kedudukan yang sangat penting karena kerusakan
mangrove tidak hanya menyebabkan hilangnya tegakan pohon, tetapi juga
menimbulkan dampak ekologis yang luas. Hutan mangrove berfungsi sebagai
pelindung kawasan pesisir dari abrasi, penahan intrusi air laut, habitat berbagai
jenis flora dan fauna, penyerap karbon, serta tempat berkembang biaknya
berbagai biota laut yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat pesisir.
Hilangnya fungsi tersebut akan berdampak langsung terhadap keseimbangan
ekosistem dan keberlangsungan kehidupan masyarakat sekitar.

Setiap tindakan penebangan mangrove tanpa hak atau tanpa izin yang sah
harus dipandang sebagai perbuatan yang 93]{ hanya merugikan negara, tetapi
juga merugikan kepentingan masyarakat luas. Negara melalui aparat penegak
hukum berkewajiban melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan,
penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan terhadap setiap I;%aku
tindak pidana perusakan hutan agar tercipta efek jera serta mberikan
perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Objek yang dikaji berada di Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah
Kabupaten Indragiri Hilir, yang secara geografis merupakan wilayah pesisir
dengan ekosistem mangrove yang masih cukup luas. Kawasan mangrove
tersebut memiliki fungsi ekologis maupun ekonomi yang sangat penting bagi
masyarakat setempat, terutama sebagai pelindung garis pantai, habitat biota
perairan, serta penunjang mata pencaharian masyarakat pesisir. Namun

demikian, keberadaan kawasan mangrove tersebut juga menghadapi ancaman
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berupa aktivitas penebangan yang dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan
peraturan perundang-undangan sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan
lingkungan. %

Selain memiliki nilai ekologis, kawasan pesisir Kabupaten Indragiri Hilir
juga merupakan salah satu kawasan angrove yang cukup luas di Provinsi Riau.
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menempatkan kawasan mangrove sebagai
bagian dari potensi sumber daya alam yang harus dilindungi karena memiliki
fungsi konservasi, ekonomi, serta mendukung pembangunan wilayah pesisir
secara berkelanjutan.

Penegakan hukum terhadap pelaku penebangan hutan mangrove pada
akhirnya %ﬂk hanya bertujuan memberikan sanksi pidana kepada pelaku, tetapi
juga menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan hidup, memberikan kepastian
hukum bagi masyarakat, serta mewujudkan pengelolaan kawasan pesisir yang
berkelanjutan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable
development). Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum dalam perkara
penebangan hutan mangrove %ﬁk hanya diukur dari jumlah pelaku yang

dipidana, tetapi juga dari kemampuan hukum dalam mencegah terjadinya

perusakan lingkungan ?masa yang akan datang.

B. Pemidanaan
1. Pengertian Pemidanaan
Pemidanaan merupakan Qﬂh satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari

sistem hukum pidana. Melalui pemidanaan, negara menjalankan

1
% Wan Hermanto, Sujianto, Hasim As'ari, Strategi Pengelolaan Hutan Mangrove di Kecamatan
Bantan Kabupaten Bengkalis, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 1, Nomor 2, 2023, hlm. 317.
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kewenangannya untuk memberikan sanksi kepada setiap orang yang terbukti

elakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Pemidanaan bukan hanya dimaksudkan sebagai mbalasan terhadap
pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga ketertiban
masyarakat, memberikan perlindungan hukum, serta mencegah terulangnya
tindak pidana di kemudian hari. Oleh karena itu, pemidanaan merupakan
instrumen penting dalam mewujudkan tujuan hukum pidana.

Keberadaan pidana pada dasarnya merupakan konsekuensi logis dari adanya
suatu pelanggaran terhadap norma hukum pidana. Setiap perbuatan yang
memenuhi unsur tindak pidana akan menimbulkan akibat hukum berupa
kemungkinan dijatuhkannya pidana oleh hakim melalui putusan pengadilan.
Namun demikian, pemidanaan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang,
melainkan harus didasarkan pada asas legalitas, asas kesalahan, serta elalui
proses peradilan yang adil sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Menurut Teguh Prasetyo, ﬂum pidana merupakan keseluruhan aturan
hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang disertai ancaman
pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Melalui ketentuan tersebut, hukum
pidana berfungsi %agai alat negara untuk menjaga ketertiban umum,
melindungi kepentingan masyarakat, serta memberikan kepastian hukum
terhadap setiap bentuk pelanggaran yang terjadi.®’

Pemidanaan pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana kepada
seseorang yang ah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam pengertian

'ﬁ?gcguh Prasetyo, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 2.
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tersebut, pemidanaan tidak hanya dipahami sebagai pemberian penderitaan
kepada pelaku, tetapi juga sebagai mekanisme hukum yang bertujuan
memperbaiki perilaku pelaku, melindungi masyarakat dari kejahatan, serta
memulihkan keseimbangan hukum yang terganggu akibat terjadinya tindak
pidana.

Andi Hamzah menjelaskan bahwa pidana merupakan atu penderitaan atau
nestapa yang sengaja dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang telah
terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan hakim. Pidana Pa;ya
dapat dijatuhkan oleh negara melalui proses peradilan yang sah sehingga
pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum
maupun hak asasi manusia.®®

Pemidanaan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban negara dalam
menjaga ketertiban sosial. Negara diberikan kewenangan oleh undang-undang
untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan sebagai konsekuensi atas
perbuatannya. Pidana bukan merupakan tindakan balas dendam pribadi,
melainkan bentuk reaksi hukum yang dilakukan negara demi menjaga
kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Pemidanaan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pada awalnya
pemidanaan lebih menitikberatkan pada pembalasan terhadap pelaku
(retributive justice). Akan tetapi, erkembangan ilmu hukum pidana
menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan tidak lagi semata-mata memberikan
penderitaan kepada pelaku, melainkan juga memperhatikan aspek pencegahan

(prevention), perbaikan pelaku (rehabilitation), perlindungan masyarakat

'“Qdi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017, hlm. 98.
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(social defence), serta pemulihan keseimbangan yang terganggu akibat tindak
pidana.

Pandangan grsebut menunjukkan bahwa pidana tidak hanya memiliki fungsi
represif, tetapi juga mempunyai fungsi edukatif dan preventif. Melalui
pemidanaan diharapkan pelaku menyadari kesalahannya sehingga @ak
mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang, sedangkan masyarakat
memperoleh perlindungan sekaligus pelajaran agar tidak melakukan tindak
pidana yang sama.

Moeljatno menjelaskan ﬂwva hukum pidana merupakan bagian dari
keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara yang engatur mengenai
perbuatan-perbuatan yang dilarang, menentukan kapan seseorang dapat
dipidana, serta mengatur cara pelaksanaan pidana terhadap %aku tindak
pidana. Oleh karena ifu, pemidanaan @ak dapat dipisahkan dari keberadaan
hukum pidana sebagai dasar dalam enentukan dapat atau tidaknya seseorang
dimintai pertanggungjawaban pidana.®’

Dalam kaitannya dengan tindak pidana penebangan hutan mangrove,
pemidanaan memiliki fungsi yang sangat strategis. Penjatuhan pidana terhadap
pelaku bukan hanya bertujuan emberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga
memberikan perlindungan terhadap kawasan pesisir yang memiliki fungsi
ekologis penting. Kerusakan hutan mangrove tidak hanya mengakibatkan

hilangnya sumber daya alam, tetapi juga berdampak terhadap keseimbangan

ekosistem, meningkatnya abrasi pantai, berkurangnya habitat biota laut, serta

9 e:c ljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987, him. 54.
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menurunnya kesejahteraan masyarakat pesisir yang menggantungkan
kehidupannya pada keberadaan hutan mangrove.

Penerapan pemidanaan terhadap pelaku penebangan hutan mangrove harus
dipandang sebagai salah satu instrumen perlindungan lingkungan hidup.
Penjatuhan pidana yang dilakukan secara tepat %arapkan mampu memberikan
efek jera (deterrent effect), meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap
hukum, serta mendukung wupaya pelestarian kawasan pesisir secara
berkelanjutan. Dengan demikian, pemidanaan gﬂk hanya berorientasi pada
penghukuman pelaku, tetapi juga menjadi bagian dari kebijakan hukum pidana
dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan melindungi kepentingan
masyarakat luas.

2. Tujuan Pemidanaan

Tujuan pemidanaan erupakan salah satu aspek penting dalam hukum
pidana yang menjelaskan alasan mengapa seseorang yang elakukan tindak
pidana harus dijatubhi pidana. Pada hakikatnya, pemidanaan bukan hanya
dimaksudkan sebagai pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga
sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban, mberikan perlindungan kepada
masyarakat, mencegah terulangnya tindak pidana, serta membina pelaku agar
gapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Perkembangan hukum
pidana modern memandang pemidanaan sebagai instrumen perlindungan

masyarakat sekaligus I;qciindungan terhadap hak-hak individu yang berhadapan

dengan hukum.”

mgcguh Prasetyo, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 2.
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Tujuan pemidanaan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Apabila
pada masa klasik pemidanaan lebih menitikberatkan pada pembalasan terhadap
pelaku, maka dalam perkembangan selanjutnya tujuan pemidanaan tidak hanya
berorientasi pada mbalasan, tetapi juga memperhatikan aspek pencegahan,
pembinaan, dan pemulihan. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa pidana
bukan sekadar penderitaan yang dijatuhkan kepada pelaku, melainkan juga
memiliki fungsi sosial dalam menciptakan keamanan, Eatﬁrtiban, dan
kesejahteraan masyarakat.

Pemidanaan pada dasarnya merupakan konsekuensi hukum yang dijatuhkan
oleh negara melalui putusan pengadilan terhadap eseorang yang terbukti secara
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Pidana tersebut harus
glaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ?engan
tetap memperhatikan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
Dengan demikian, pemidanaan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang,
melainkan harus didasarkan pada proses peradilan yang adil (due process of
law)."!

Dalam hukum pidana dikenal beberapa tujuan utama pemidanaan yang saling
melengkapi. Tujuan-tujuan tersebut enjadi dasar bagi hakim dalam
menjatubkan pidana terhadap pelaku tindak pidana agar hukuman yang
dijatuhkan benar-benar memberikan manfaat bagi pelaku, korban, maupun
masyarakat. Secara umum tujuan pemidanaan dapat dibedakan menjadi empat,

yaitu reformation, restraint, retribution, dan deterrence.

a. Reformation (Perbaikan Pelaku)

2
"' Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Nusantara Persada Utama, Tangerang
Selatan, 2017, hlm. 67.
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Reformation merupakan tujuan pemidanaan yang menitikberatkan pada
upaya memperbaiki kepribadian pelaku tindak pidana agar setelah menjalani
pidana dapat kembali hidup secara wajar dalam masyarakat. Tujuan ini lahir
dari pemikiran bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana pada
dasarnya masih memiliki kesempatan untuk berubah menjadi pribadi yang
lebih baik melalui proses pembinaan, pendidikan, maupun rehabilitasi.

Pidana tidak lagi dipandang sebagai alat balas dendam negara terhadap
pelaku, melainkan sebagai sarana pembinaan yang bertujuan menghilangkan
faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu,
sistem pemasyarakatan di Indonesia lebih mengedepankan pembinaan
daripada pembalasan semata. Pelaku diharapkan menyadari kesalahannya,
memperbaiki perilaku, %n tidak mengulangi tindak pidana setelah kembali
ke lingkungan masyarakat.

Tujuan reformation dapat diterapkan terhadap pelaku yang melakukan
perbuatan karena rendahnya pemahaman mengenai fungsi ekologis hutan
mangrove atau karena faktor ekonomi. Pembinaan melalui pendidikan
hukum dan peningkatan kesadaran lingkungan diharapkan mampu
mengurangi kemungkinan pelaku melakukan ﬁak pidana serupa pada masa
yang akan datang.

b. Restraint (Pengendalian atau Pembatasan)

Tujuan restraint merupakan upaya untuk membatasi atau mengendalikan
kemampuan pelaku agar tidak lagi lakukan tindak pidana yang dapat
merugikan masyarakat. Pengendalian tersebut diwujudkan melalui

pelaksanaan pidana, baik berupa %ana penjara, pidana pengawasan,
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maupun bentuk pidana lainnya yang secara hukum membatasi kebebasan
pelaku.”

Konsep restraint berpandangan bahwa selama pelaku menjalani pidana,
kesempatan untuk melakukan tindak pidana menjadi berkurang sehingga
masyarakat memperoleh perlindungan dari kemungkinan terjadinya
kejahatan yang sama. Dengan demikian, pemidanaan memiliki fungsi
preventif khusus (special prevention) karena diarahkan kepada pelaku agar
tidak mengulangi perbuatannya.

Penerapan tujuan restraint sangat penting mengingat tindak pidana
kehutanan sering dilakukan secara berulang dan melibatkan jaringan tertentu.
Pembatasan terhadap pelaku melalui sanksi pidana diharapkan mampu
menghentikan aktivitas penebangan ilegal sehingga kerusakan kawasan
mangrove dapat diminimalisir.

c. Retribution (Pembalasan)

Retribution merupakan tujuan pemidanaan yang didasarkan pada
pandangan bahwa setiap orang yang melakukan %dak pidana harus
menerima balasan yang setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya.
Pembalasan dalam hukum pidana bukan merupakan tindakan balas dendam,
melainkan bentuk pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran terhadap
norma yang berlaku dalam masyarakat.

Retribution menempatkan pidana sebagai konsekuensi logis dari suatu
perbuatan melawan hukum. Oleh sebab itu, berat ringannya pidana harus

disesuaikan Qngan tingkat kesalahan pelaku, akibat yang ditimbulkan, serta

" g{m Kenedi, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di
Indonesia, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 7.
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keadaan yang menyertai tindak pidana tersebut. Penerapan %ana yang

proporsional akan mencerminkan rasa keadilan bagi korban maupun

masyarakat.

Pembalasan diwujudkan melalui penerapan sanksi pidana sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Perusakan Hutan maupun ketentuan pidana lainnya yang
berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup. %njatuhan pidana
merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaku atas kerusakan ekosistem
yang telah ditimbulkan.

d. Deterrence (Efek Jera)

Deterrence merupakan tujuan pemidanaan yang diarahkan untuk
menimbulkan%(jera sehingga pelaku tidak mengulangi tindak pidana dan
masyarakat lain tidak terdorong melakukan perbuatan yang sama. Efek jera
menjadi salah satu tujuan penting dalam hukum pidana karena berkaitan
langsung dengan fungsi pencegahan terhadap kejahatan.

Tujuan deterrence dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu special deterrence
yvang ditujukan kepada pelaku agar Qak mengulangi tindak pidana, dan
general deterrence yang %ujukan kepada masyarakat luas agar tidak
melakukan tindak pidana karena mengetahui adanya ancaman pidana yang
tegas.

Penerapan efek jera memiliki arti yang sangat penting karena kerusakan
lingkungan sering kali memberikan dampak yang luas dan berlangsung dalam
jangka panjang. Penegakan hukum yang konsisten disertai penjatuhan pidana
yang proporsional diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat

terhadap Eatentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan,

52




lingkungan hidup, serta pengelolaan wilayah pesisir sehingga kelestarian hutan
mangrove dapat tetap terjaga.

Tujuan pemidanaan ﬁak hanya berorientasi pada penghukuman terhadap
pelaku tindak pidana, tetapi juga diarahkan untuk memperbaiki pelaku,
lindungi masyarakat, memberikan efek jera, serta mewujudkan ketertiban
sosial. Keempat tujuan tersebut saling melengkapi %am sistem hukum pidana
Indonesia sehingga penerapan pidana diharapkan mampu menciptakan
%seimbangan antara perlindungan kepentingan individu, kepentingan
masyarakat, dan kepentingan negara.

3. Teori-Teori Tujuan Pemidanaan

Teori yang menjelaskan dasar dan tujuan dijatuhkannya pidana %pada
seseorang yang melakukan tindak pidana. Teori-teori tersebut berkembang
sesuai dengan perubahan cara pandang masyarakat terhadap fungsi hukum
pidana. Pada awalnya pemidanaan lebih dipandang sebagai sarana pembalasan
terhadap pelaku kejahatan, namun seiring perkembangan ilmu hukum pidana,
tujuan idanaan tidak lagi hanya menitikberatkan pada pembalasan semata,
melainkan juga diarahkan untuk mencegah terjadinya kejahatan, memperbaiki
pelaku, serta melindungi masyarakat dari kemungkinan timbulnya tindak pidana
baru. Teori tujuan pemidanaan menjadi landasan penting dalam menentukan
jenis maupun berat ringannya %ana yang akan dijatuhkan oleh hakim terhadap
pelaku tindak pidana.”

Hakim dalam menjatuhkan pidana Qak hanya mempertimbangkan unsur

kesalahan pelaku, tetapi juga memperhatikan akibat yang ditimbulkan,

”Qndi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 29.
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kepentingan korban, kepentingan masyarakat, serta %uan yang ingin dicapai
melalui pemidanaan tersebut. Dengan demikian, pemidanaan merupakan suatu
instrumen hukum yang memiliki fungsi represif sekaligus preventif dalam
menciptakan ketertiban sosial.

a. Teori Absolut (Absolute Theory)

meori absolut atau teori pembalasan (vergeldingstheorie) merupakan teori
pemidanaan yang paling tua dalam perkembangan hukum pidana. ﬁanurut
teori ini, seseorang dijatuhi pidana semata-mata karena telah melakukan
tindak pidana. Dengan kata lain, pidana merupakan balasan yang setimpal
atas kesalahan yang telah %akukan oleh pelaku tanpa mempertimbangkan
manfaat lain yang mungkin diperoleh dari pemidanaan tersebut. Dasar
pemikiran teori ini adalah bahwa setiap pelanggaran hukum harus
memperoleh balasan demi tegaknya keadilan.

Teori absolut berpandangan bahwa pidana merupakan konsekuensi moral
atas perbuatan yang melanggar hukum. Negara mempunyai kewajiban
menjatuhkan pidana kepada pelaku sebagai bentuk penegakan keadilan,
bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Apabila seseorang
terbukti elakukan tindak pidana, maka ia harus mempertanggungjawabkan
perbuatannya melalui pidana yang seimbang dengan tingkat kesalahannya.

Penerapan teori absolut masih relevan dalam tindak pidana yang
menimbulkan kerugian besar terhadap masyarakat maupun lingkungan
hidup. Dalam perkara penebangan hutan mangrove secara ilegal, misalnya,
pelaku telah elakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan serta mengakibatkan kerusakan ekosistem
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pesisir. Pelaku layak dijatuhi pidana sebagai bentuk pembalasan atas
kesalahan yang telah diperbuat.
b. Teori Relatif (Relative Theory)

@)ri relatif atau teori tujuan (doeltheorie) berpandangan bahwa
pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan terhadap pelaku,
melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, terutama
mencegah %adinya tindak pidana di masa yang akan datang. Fokus utama
teori ini adalah perlindungan masyarakat melalui pencegahan kejahatan.

Pidana dijatuhkan ﬁkan hanya karena pelaku telah melakukan tindak
pidana, tetapi juga ar pelaku tidak mengulangi perbuatannya (special
prevention) dan agar masyarakat tidak terdorong melakukan %dak pidana
yang sama (general prevention). Dengan demikian, pidana mempunyai
fungsi edukatif dan preventif selain fungsi represif.

Penerapan teori relatif sangat penting mengingat kerusakan mangrove
tidak hanya berdampak pada lingkungan saat ini, tetapi juga mengancam
keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang. Penjatuhan pidana
yang tegas diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus
menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan penebangan
mangrove secara ilegal.

c. Teori Gabungan (Verenigingstheorie)

Perkembangan hukum pidana modern melahirkan teori gabungan yang
mengombinasikan unsur pembalasan dan pencegahan. Teori ini berpendapat
bahwa pemidanaan harus tetap memberikan balasan atas kesalahan pelaku,
tetapi pada saat yang sama juga harus mampu memberikan manfaat bagi

masyarakat melalui pencegahan kejahatan dan pembinaan terhadap pelaku.
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Pidana tidak boleh dijatuhkan hanya untuk membalas perbuatan pelaku,
karena tujuan hukum pidana bukan sekadar memberikan penderitaan.
Sebaliknya, pidana juga tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan
masyarakat tanpa memperhatikan rasa keadilan terhadap pelaku. Oleh karena
itu, keseimbangan antara kepentingan individu, korban, masyarakat, dan
negara menjadi prinsip utama dalam teori gabungan.

Teori yang paling banyak diterapkan karena dinilai mampu mencerminkan
tujuan  hukum pidana secara menyeluruh. Hakim tidak hanya
mempertimbangkan kesalahan pelaku, tetapi juga memperhatikan ;.Elbat yang
ditimbulkan, keadaan yang meringankan maupun memberatkan, serta
kemungkinan pelaku untuk diperbaiki melalui proses pembinaan.”™

9enjatuhan pidana terhadap pelaku tidak hanya dimaksudkan sebagai
pembalasan atas kerusakan kawasan mangrove yang telah ditimbulkan, tetapi
juga bertujuan mencegah terulangnya tindak pidana serupa, meningkatkan
kesadaran hukum masyarakat pesisir, serta menjaga kelestarian ekosistem
mangrove sebagai bagian penting dari lingkungan hidup yang harus dilindungi
oleh negara.

?Jenis-Jenis Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP)

Jenis pidana merupakan bentuk sanksi yang dapat %atuhkan oleh hakim
kepada seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak
pidana. Penjatuhan pidana merupakan konsekuensi yuridis atas pelanggaran

terhadap norma mum pidana yang bertujuan untuk memberikan perlindungan

74 gndi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017, hlm. 98.
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kepada masyarakat, menegakkan ketertiban hukum, serta mewujudkan keadilan.
%am sistem hukum pidana Indonesia, jenis pidana telah diatur secara limitatif
dalam Etab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga hakim hanya
dapat menjatuhkan pidana %rdasaﬂ(an ketentuan yang telah ditentukan oleh
undang-undang.”’

Pengaturan mengenai jenis pidana dalam KUHP memiliki fungsi
memberikan kepastian hukum mengenai %ntuk sanksi yang dapat dikenakan
kepada pelaku tindak pidana. Selain itu, pengaturan tersebut juga menjadi
pedoman ﬁgi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan pidana
secara roporsional sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku dan akibat yang
ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan. Pemidanaan tidak dilakukan
secara sewenang-wenang, melainkan berdasarkan asas legalitas ?an ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan @sal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
pidana dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu pidana pokok dan pidana
tambahan. Pembagian tersebut dimaksudkan agar hakim mempunyai dasar
dalam menentukan bentuk sanksi yang paling tepat sesuai dengan karakteristik
gdak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

a. Pidana Pokok

Pidana pokok merupakan jenis dana yang dapat dijatuhkan secara
langsung kepada pelaku tindak pidana sebagai sanksi utama. Pidana pokok

memiliki kedudukan yang mandiri sehingga dapat dijatuhkan tanpa harus

?Sgndi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017, hlm. 98.
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disertai dengan pidana tambahan. Menurut Pasal 10 ﬂ'l{P, pidana pokok
terdiri atas:

1) Pidana mati;

2) Pidana penjara;

3) Pidana kurungan;

4) Pidana denda; dan

5) Pidana tutupan.

Pidana mati merupakan pidana yang paling berat dalam sistem hukum
pidana Indonesia dan hanya dijatuhkan terhadap %dak pidana tertentu yang
secara tegas diatur dalam undang-undang. Dalam praktiknya, penerapan
pidana mati dilakukan secara sangat selektif karena menyangkut ﬁ hidup
seseorang sebagai hak asasi manusia yang fundamental.

%ana penjara merupakan jenis pidana yang paling sering dijatuhkan oleh
pengadilan. Melalui pidana penjara, kebebasan pelaku dibatasi untuk jangka
waktu tertentu atau seumur hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selama menjalani pidana, terpidana memperoleh pembinaan melalui sistem
pemasyarakatan dengan tujuan agar setelah selesai menjalani pidana dapat
%mbali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Pidana kurungan pada dasarnya memiliki karakter yang hampir sama
dengan pidana penjara, namun umumnya dijatuhkan terhadap tindak pidana
yang tingkat kesalahannya lebih ringan. Sementara itu, glana denda
merupakan pidana berupa kewajiban membayar sejumlah uang kepada
negara sebagaimana ditentukan dalam putusan pengadilan. Adapun pidana
tutupan merupakan g:lana yang dikenal dalam sistem hukum pidana

Indonesia, meskipun penerapannya sangat terbatas dan hanya diberlakukan
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terhadap keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan.
b. Pidana Tambahan

Selain pidana pokok, KUHP juga mengenal ﬁlana tambahan. Pidana
tambahan adalah pidana yang tidak dapat dijatuhkan secara berdiri sendiri,
melainkan harus mengikuti pidana pokok. Tujuan pidana tambahan adalah
memperkuat efektivitas pemidanaan sehingga akibat hukum yang
ditimbulkan terhadap pelaku menjadi lebih optimal. Berdasarkan Pasal 10
KUHP, dana tambahan terdiri atas:

1) Pencabutan hak-hak tertentu;

2) Perampasan barang-barang tertentu; dan

3) Pengumuman putusan hakim.

Pencabutan hak tertentu dilakukan apabila ﬁang-undang memberikan
kewenangan kepada hakim untuk mencabut hak-hak tertentu dari terpidana,
misalnya %( menduduki jabatan tertentu atau hak menjalankan profesi
tertentu.

Perampasan barang tertentu bertujuan agar alat atau hasil tindak pidana
tidak lagi dapat dipergunakan oleh pelaku. Dalam tindak pidana kehutanan,
pidana tambahan ini mempunyai peranan penting karena barang-barang yang
digunakan dalam melakukan penebangan hutan secara ilegal, seperti gergaji
mesin (chainsaw), kendaraan pengangkut kayu, maupun hasil kayu ilegal
dapat dirampas untuk negara sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. Pengumuman putusan hakim dilakukan sebagai bentuk
transparansi sekaligus mberikan efek pencegahan kepada masyarakat agar

tidak melakukan tindak pidana yang sama.
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c. Jenis Pidana dalam Tindak Pidana Penebangan Hutan Mangrove

Meskipun KUHP mengatur jenis pidana secara umum, %dak pidana di
bidang kehutanan termasuk penebangan hutan mangrove a dasarnya
merupakan tindak pidana khusus yang pengaturan sanksinya terdapat di luar
KUHP. Salah satu dasar hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang
mengatur ancaman pidana penjara dan pidana denda yang relatif lebih berat
dibandingkan ketentuan umum dalam KUHP. Hal tersebut menunjukkan
bahwa negara memandang perusakan hutan sebagai kejahatan yang memiliki
dampak luas terhadap kelestarian lingkungan hidup, keseimbangan
ekosistem, dan kesejahteraan masyarakat.”

Selain ancaman pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda,
undang-undang tersebut juga memungkinkan diterapkannya tindakan
%hadap barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana, termasuk
nyitaan alat-alat yang digunakan untuk melakukan penebangan maupun
?asil hutan yang diperoleh secara melawan hukum. Dengan demikian,
pemidanaan dalam gndak pidana kehutanan tidak hanya bertujuan
menghukum pelaku, tetapi juga memutus sarana yang digunakan untuk
melakukan kejahatan sehingga dapat mencegah terulangnya tindak pidana
serupa.

Penerapan jenis pirdana yang tepat diharapkan mampu memberikan efek jera

kepada pelaku, melindungi kelestarian kawasan mangrove, serta mewujudkan

76 ﬂdi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, him. 4.
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58
tujuan penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan, kepastian hukum, dan

kemanfaatan.
5. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu konsep fundamental
dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang yang telah melakukan
suatu tindak pidana dapat dikenakan pidana atau tidak. Tidak setiap orang g
melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang secara otomatis dapat
dipidana. Eeseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila
terhadap dirinya dapat dibuktikan adanya kesalahan (schuld), miliki
kemampuan untuk bertanggung jawab, serta tidak terdapat alasan pembenar
maupun alasan pemaaf yang menghapuskan pidana. Dengan demikian,
pertanggungjawaban pidana menjadi dasar bagi hakim galam menentukan layak

atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana atas perbuatan yang telah

dilakukannya.”’
45

Moeljatno menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan
konsekuensi hukum yang dibebankan kepada seseorang karena telah melakukan
tindak pidana yang memenuhi seluruh unsur delik dan dilakukan dengan adanya
kesalahan. Kesalahan gersebut dapat berupa kesengajaan (dolus) maupun

3

kealpaan (culpa). Oleh sebab itu, gaseorang tidak dapat dipidana hanya karena
telah melakukan suatu perbuatan, melainkan harus dibuktikan pula bahwa

perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya unsur kesalahan yang dapat

dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana.

"Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017. him. 2.
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Pertanggungjawaban pidana lahir sebagai konsekuensi dari asas geen straf

zonder schuld atau tiada pidana tanpa kesalahan. Asas ini menegaskan bahwa
pidana hanya dapat dijatuhkan kepada seseorang yang secara sadar dapat
dipersalahkan atas perbuatannya. Dengan demikian, kesalahan merupakan
syarat utama dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana. gpabila
seseorang melakukan suatu perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana,
tetapi tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab atau terdapat alasan yang
menghapuskan kesalahannya, maka terhadap orang tersebut tidak dapatgj atuhi
pidana.

Menurut Andi Hamzah, pertanggungjawaban pidana merupakan kelanjutan
logis setelah terbuktinya suatu tindak pidana. Setelah hakim menyatakan bahwa
seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi, tahap berikutnya adalah menilai
apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Penilaian
tersebut berkaitan dengan adanya kemampuan bertanggung jawab, bentuk
kesalahan yang dilakukan, erta tidak adanya alasan pembenar maupun alasan
pemaaf. Oleh karena itu, pembuktian mengenai tindak pidana dan pembuktian
mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan dua hal yang berbeda tetapi
saling berkaitan.”

Dalam doktrin hukum pidana dikenal gaberapa syarat agar seseorang dapat
dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu:

a. Adanya perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana sebagaimana

diatur dalam peraturan perundang-undangan.

?”%cljamc, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987. him. 54
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b. Pelaku mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab menurut

hukum.

Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa).

d. Tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang

menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

Apabila keempat syarat tersebut telah terpenuhi, maka pelaku dapat dijatuhi
pidana suaj dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur yang sangat penting
dalam pertanggungjawaban pidana. @mampuan bertanggung jawab diartikan
sebagai keadaan psikis seseorang yang memungkinkan dirinya memahami
makna dari perbuatannya, mengetahui %Wa perbuatannya bertentangan
dengan hukum, serta mampu mengendalikan kehendaknya sesuai dengan
kesadaran hukum tersebut. Orang yang karena keadaan tertentu tidak mampu
memahami atau mengendalikan perbuatannya, seperti mengalami gangguan
jiwa sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, pada prinsipnya tidak dapat
dimintai pertanggungjawaban pidana.

Selain kemampuan bertanggung jawab, unsur kesalahan juga menjadi dasar
utama dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana. Eesalahan
merupakan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya.
Bentuk kesalahan tersebut dapat berupa %sengajaan maupun kealpaan.

Kesengajaan menunjukkan bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akibat

dari perbuatannya, sedangkan kealpaan terjadi karena kurang hati-hati sehingga
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menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum. Pembahasan mengenai kedua
bentuk kesalahan tersebut akan diuraikan lebih lanjut pada subbab berikutnya.”

Pertanggungjawaban pidana diberikan kepada tiap orang yang dengan
sengaja melakukan penebangan, perusakan, penguasaan, pengangkutan, atau
pemanfaatan hasil hutan secara melawan hukum sebagaimana ?1&1]11’ dalam
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan. Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila
seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi, terdapat kesalahan dalam bentuk
kesengajaan maupun kealpaan, serta tidak ditemukan alasan yang
menghapuskan dana. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya bertujuan
memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan
terhadap kelestarian hutan mangrove%agai bagian dari ekosistem pesisir yang
memiliki fungsi ekologis, ekonomis, dan sosial yang sangat penting bagi
masyarakat.

6. Unsur Kesalahan (Kesengajaan dan Kealpaan)

Kesalahan (schuld) merupakan unsur yang sangat penting dalam
rtanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana dikenal asas geen straf
zonder schuld, yang berarti tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan. Asas ini
menunjukkan bahwa seseorang hanya ?apat dipidana apabila selain terbukfi
melakukan tindak pidana, juga terbukti memiliki kesalahan yang dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. gleh karena itu, keberadaan unsur
kesalahan menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku

tindak pidana.®

Endi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017. him. 98,
¥ Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Nusantara Persada Utama, Tangerang
Selatan, 2017. hlm. 67.
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Kesalahan pada dasarnya merupakan ﬁ:ungan batin antara pelaku dengan
perbuatan yang dilakukannya. Hubungan tersebut menunjukkan adanya sikap
batin tertentu yang menyebabkan seseorang layak dipersalahkan atas akibat
yang timbul dari perbuatannya. galam hukum pidana Indonesia, bentuk
kesalahan dibedakan menjadi dua, yaitu kesengajaan (dolus) dan kealpaan
(culpa). Kedua bentuk kesalahan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda,
namun sama-sama dapat menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana sepanjang
telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.®!

a. ?esengajaan (Dolus)

Kesengajaan merupakan bentuk kesalahan yang paling berat dalam hukum
pidana. Kesengajaan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan
dengan mengetahui serta menghendaki akibat yang akan ditimbulkan dari
perbuatannya tersebut. Dengan kata lain, pelaku memiliki kehendak (willens)
dan pengetahuan (wetens) terhadap perbuatan yang dilakukan beserta akibat
hukumnya. Oleh karena itu, seseorang yang bertindak dengan sengaja
memiliki tingkat kesalahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelaku
yang melakukan perbuatan karena kelalaian.

Andi Hamzah menjelaskan bahwa kesengajaan merupakan kehendak
untuk melakukan suatu perbuatan yang telah diketahui akibatnya, sehingga
pelaku menyadari bahwa tindakannya bertentangan dengan hukum namun
tetap menghendaki terlaksananya perbuatan tersebut. Kesengajaan menjadi

dasar utama dalam banyak tindak pidana karena menunjukkan adanya niat

81 Nursyarifa Mahyudin, er. al., Pertanggungjawaban Pid Masing-Masing Peserta Dalam
Pembunuhan Berencana Karena Perintah Jabatan, Jumal ultas Hukum Universitas Sam
Ratulangi, Velume 11, Nomor 3, Tahun 2023. hlm. 5.
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yang kuat dari pelaku%lk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-

undang.

Dalam doktrin hukum pidana dikenal??ga bentuk kesengajaan, yaitu:

1) Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), yaitu apabila akibat
yang timbul memang menjadi tujuan utama pelaku.

2) Eesengajaan dengan kepastian (opzet bij zekerheidsbewustzijn), yaitu
pelaku mengetahui bahwa akibat tertentu pasti akan terjadi sebagai
konsekuensi dari perbuatannya walaupun akibat tersebut bukan tujuan
utamanya.

3) Kesengajaan dengan kemungkinan (dolus eventualis), yaitu pelaku
menyadari adanya kemungkinan timbulnya akibat yang dilarang oleh
hukum, tetapi tetap melakukan perbuatannya dan menerima risiko
tersebut apabila benar-benar terjadi.

Ketiga bentuk kesengajaan tersebut memiliki tingkat kesalahan yang

berbeda, namun seluruhnya dapat menjadi dasar untuk membebankan

pertanggungjawaban pidana kepada pelaku apabila glah memenuhi unsur-
unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.*

Unsur kesengajaan dapat ditemukan apabila pelaku dengan sadar
melakukan penebangan pohon mangrove %a memiliki izin dari pejabat
yang berwenang, mengetahui bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan
hutan yang dilindungi, namun tetap melakukan penebangan demi

memperoleh keuntungan ekonomi. Perbuatan tersebut menunjukkan adanya

82 ?ndi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2014. hlm. 29.
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kehendak serta kesadaran penuh dari pelaku sehingga dapat dimintai

pertanggungjawaban pidana.

b. Kealpaan (Culpa)

?elain kesengajaan, hukum pidana juga mengenal bentuk kesalahan
berupa kealpaan (culpa). Kealpaan merupakan suatu keadaan ketika
seseorang Edak menghendaki timbulnya akibat yang dilarang oleh hukum,
namun akibat tersebut tetap terjadi karena kurang hati-hati, lalai, ceroboh,
atau tidak memperhatikan kewajiban hukum yang seharusnya dipenuhi.

Kealpaan rupakan bentuk kesalahan yang terjadi karena pelaku tidak
menggunakan kehati-hatian sebagaimana seharusnya dilakukan oleh
seseorang dalam keadaan yang sama, sehingga menimbulkan akibat yang
merugikan kepentingan hukum yang dilindungi oleh negara. Oleh sebab itu,
walaupun tidak terdapat mniat jahat, pelaku tetap dapat dimintai
pertanggungjawaban pidana apabila undang-undang secara tegas mengatur
bahwa perbuatan karena kealpaan dapat dipidana. Kealpaan pada dasarnya
terdiri atas dua bentuk, yaitu:*

1) Kealpaan yang disadari (bewuste culpa), yaitu pelaku menyadari
Eemungkinan timbulnya akibat yang dilarang, tetapi terlalu yakin bahwa
akibat tersebut tidak akan terjadi.

2) Kealpaan yang tidak disadari (onbewuste culpa), yaitu pelaku sama sekali

tidak memperkirakan akan timbulnya akibat yang sebenarnya dapat

diperkirakan apabila ia bertindak lebih hati-hati.

83 Ibid.
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Pembuktian mengenai kealpaan memerlukan penilaian terhadap tingkat
kehati-hatian pelaku berdasarkan ukuran orang pada umumnya. Semakin
besar kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh seseorang, maka semakin
tinggi pula standar kehati-hatian yang harus dilaksanakan.

Unsur kealpaan dapat terjadi apabila seseorang melakukan kegiatan yang
mengakibatkan rusaknya kawasan mangrove karena kelalaiannya, misalnya
tidak memperhatikan batas kawasan hutan yang dilindungi atau mengabaikan
prosedur yang telah ditentukan sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan.
Meskipun demikian, dalam praktiknya sebagian besar tindak pidana penebangan
hutan mangrove lebih sering dilakukan dengan unsur kesengajaan karena pelaku
umumnya mengetahui bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan yang
dilindungi, namun tetap melakukan penebangan untuk memperoleh keuntungan
ekonomi.*

Gengan demikian, baik kesengajaan maupun kealpaan merupakan bentuk
kesalahan yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Perbedaannya
terletak pada sikap batin pelaku grhadap akibat yang ditimbulkan. Kesengajaan
menunjukkan adanya kehendak untuk mewujudkan akibat tersebut, sedangkan
kealpaan timbul karena kurangnya kehati-hatian yang mengakibatkan terjadinya

akibat yang dilarang oleh hukum.

7. Penerapan Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Penebangan Hutan

Mangrove

20
8 Marsudi Utoyo, et. al., Sengaja dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia,
Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 1, Desember 2020. hlm. 77.
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Penerapan pemidanaan merupakan tahapan konkret dalam sistem peradilan
pidana setelah terbuktinya suatu tindak pidana beserta pertanggungjawaban
pidana pelakunya. Dalam konteks tindak pidana penebangan hutan mangrove,
pemidanaan tidak hanya bertujuan memberikan penderitaan kepada pelaku
sebagai konsekuensi atas perbuatannya, tetapi juga berfungsi melindungi
kelestarian lingkungan hidup, menjaga keseimbangan ekosistem pesisir, serta
memberikan efek jera agar tindak pidana serupa tidak kembali terjadi. @eh
karena itu, penerapan pidana terhadap pelaku perusakan hutan mangrove harus
dilaksanakan secara konsisten suai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.®

Penebangan hutan mangrove tanpa izin pakan salah satu bentuk
perusakan hutan yang @masuk ke dalam tindak pidana khusus di bidang
kehutanan. Pengaturan mengenai tindak pidana tersebut diatur secara khusus
dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dibentuk sebagai upaya negara dalam
memberikan perlindungan terhadap kawasan hutan dari berbagai bentuk
perusakan yang mengakibatkan terganggunya fungsi ekologis, sosial, maupun
ekonomis hutan. Berbeda dengan %dak pidana umum yang diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana kehutanan memiliki
karakteristik khusus baik dari segi objek yang dilindungi maupun bentuk
ancaman pidananya.

22
gndang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mengatur berbagai bentuk p.erbuatan

yang dikategorikan sebagai tindak pidana perusakan hutan, antara lain

i3 gﬂn Kenedi, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di
Indonesia, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2017. hlm. 7.
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melakukan penebangan pohon tanpa izin, menguasai hasil hutan secara melawan
hukum, mengangkut hasil hutan tanpa dokumen yang sah, hingga
memperdagangkan hasil hutan yang berasal dari kegiatan ilegal. Ketentuan
tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang giak hanya memidana
pelaku utama penebangan, tetapi juga pihak-pihak yang turut menikmati atau
memperlancar hasil kejahatan kehutanan.®®

Penerapan pidana terhadap pelaku penebangan hutan mangrove dilakukan
melalui mekanisme sistem radilan pidana yang dimulai dari penyelidikan dan
penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan
untutan oleh Kejaksaan, pemeriksaan di persidangan oleh Pengadilan,
hingga pelaksanaan li.atusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Setiap tahapan
tersebut harus dilaksanakan berdasarkan asas due process of law sehingga tetap
menjamin perlindungan hak-hak tersangka maupun kepentingan masyarakat
Qﬂgai korban dari tindak pidana lingkungan hidup.

Dalam menjatuhkan pidana, ?akim tidak hanya mempertimbangkan
terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam
undang-undang, tetapi juga memperhatikan ngat kesalahan pelaku, motif
melakukan tindak pidana, dampak kerusakan yang ditimbulkan terhadap
lingkungan hidup, rta, keadaan yang memberatkan maupun meringankan.
Pertimbangan tersebut bertujuan agar pidana yang dijatuhkan benar-benar
mencerminkan nilai keadilan,gastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

Terhadap tindak pidana penebangan hutan mangrove, Entuk pidana yang

dapat dijatuhkan pada umumnya berupa pidana penjara dan pidana denda

29
# Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan
Hutan.
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sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.
Selain pidana pokok tersebut, dalam kondisi tertentu hakim juga dapat
menjatuhkan pidana tambahan esuaj dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Pengenaan
pidana tersebut dimaksudkan agar pelaku tidak memperoleh keuntungan dari
hasil tindak pidana yang dilakukannya sekaligus memberikan perlindungan
terhadap keberlanjutan fungsi kawasan hutan.®’

Apabila dikaitkan dengan wilayah penelitian, yaitu Desa Pulau Cawan
Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, penerapan pemidanaan terhadap
pelaku penebangan hutan mangrove menjadi sangat penting mengingat kawasan
tersebut merupakan wilayah pesisir yang memiliki ekosistem mangrove sebagai
benteng alami terhadap abrasi, intrusi air laut, serta habitat berbagai jenis biota
perairan. Kerusakan mangrove di wilayah tersebut tidak hanya mengganggu
keseimbangan lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kehidupan
masyarakat yang sebagian besar menggantungkan mata pencahariannya pada
sektor perikanan dan sumber daya pesisir. Oleh karena itu, nerapan sanksi
pidana yang efektif diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap
keberlangsungan fungsi ekologis hutan mangrove sekaligus meningkatkan
kesadaran hukum masyarakat untuk tidak melakukan penebangan secara ilegal.

Penerapan pemidanaan terhadap tindak pidana penebangan hutan mangrove
tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman terhadap pelaku, melainkan
juga sebagai sarana perlindungan lingkungan hidup, pemulihan fungsi kawasan

hutan, pencegahan terjadinya tindak pidana yang sama di masa mendatang, serta

1
%7 Bambang Tri Bawono dan Anis Mashdurohaton, Penegakan Hukum Pidana di Bidang Illegal
Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya, Jurnal Hukum,
Volume 1, Nomor 3, Tahun 2011. him. 595.
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perwujudan tujuan pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan pada prinsip

kelestarian lingkungan hidup.
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aﬂ 111

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pelaku %udak Pidana Penebangan Hutan Mangrove
di Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir
Negara Indonesia sebagai negara hukum menempatkan perlindungan terhadap

ﬂgkungan hidup sebagai salah satu bagian dari penyelenggaraan pemerintahan 9ang

harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang efektif. Perlindungan %sebut
tidak hanya bertujuan menjaga keseimbangan ekosistem, tetapi juga menjamin
terpenuhinya hak masyarakat ﬁs lingkungan hidup yang baik dan sehat
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. Setiap bentuk perusakan hutan, termasuk penebangan hutan mangrove

secara tanpa hak, empakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan

menimbulkan konsekuensi berupa pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya *®

gertanggungj awaban pidana merupakan konsekuensi yuridis yang dibebankan
kepada seseorang yang melakukan tindak pidana setelah terpenuhinya seluruh unsur
delik sebagaimana ﬁur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam
hukum pidana dikenal sa,s geen straf zonder schuld attau fiada pidana tanpa
kesalahan, yang berarti seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila selain terbukti
melakukan buatan yang dilarang oleh undang-undang, juga dapat
dipertanggungjawabkan atas perbuatannya berdasarkan %anya unsur kesalahan
berupa kesengajaan maupun kealpaan.?

Tindak pidana penebangan hutan mangrove erupakan salah satu bentuk
kejahatan kehutanan yang termasuk dalam kategori tindak pidana khusus (special

7
crime). Pengaturannya tidak lagi gamata-mata mengacu pada Kitab Undang-Undang

58 Mocljatno,%s-ams Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987. him. 54.
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Hukum Pidana, tetapi secara khusus %tur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang mntuk
sebagai respons terhadap meningkatnya praktik pembalakan liar (illegal logging)
dan berbagai bentuk eksploitasi kawasan hutan yang mengakibatkan kerusakan
lingkungan secara luas.*’

Hutan mangrove memiliki karakteristik yang berbeda dengan jenis hutan
lainnya karena berada pada wilayah pesisir yang dipengaruhi oleh pasang surut air
laut. Keberadaan mangrove tidak hanya berfungsi sebagai penyangga ekosistem
pesisir, tetapi juga menjadi habitat berbagai jenis flora dan fauna, pelindung pantai
dari abrasi, penahan intrusi air laut, penyerap karbon, serta penunjang kehidupan
masyarakat pesisir yang menggantungkan mata pencahariannya pada sektor
perikananSetiap tindakan penebangan mangrove secara ilegal gda,k hanya merugikan
negara dari aspek ekonomi, tetapi juga menimbulkan kerugian ekologis yang
dampaknya dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan.

Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Eilir merupakan
salah satu wilayah pesisir yang memiliki kawasan hutan mangrove cukup luas.
Kondisi geografis tersebut menjadikan mangrove sebagai bagian penting dalam
menjaga keseimbangan lingkungan pesisir sekaligus menopang kehidupan
masyarakat sekitar. Namun demikian, tingginya kebutuhan ekonomi masyarakat,
pemanfaatan kayu mangrove untuk berbagai keperluan, serta lemahnya pengawasan

pada beberapa kawasan tertentu masih menjadi faktor yang mendorong terjadinya

aktivitas penebangan hutan mangrove tanpa izin. Keadaan tersebut tentunya

18
¥ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan
Hutan.
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berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan apabila tidak disertai dengan upaya
penegakan hukum yang konsisten.

Seseorang dapat dimintai ertanggungj awaban pidana apabila memenuhi unsur-
unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Unsur tersebut
meliputi adanya perbuatan yang %awan hukum, dilakukan oleh orang yang mampu
gartanggung jawab, terdapat kesalahan pada diri pelaku, serta tidak terdapat alasan
pembenar maupun alasan pemaaf yang menghapuskan pidana. Penjatuhan pidana
bukan hanya didasarkan pada adanya akibat berupa kerusakan hutan, melainkan Jga
harus dibuktikan adanya hubungan antara perbuatan pelaku dengan akibat yang
ditimbulkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.’®

1. Analisis Unsur Tindak Pidana @nebangan Hutan Mangrove

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penebangan hutan mangrove
tidak dapat dilepaskan dari pembuktian sur-unsur tindak pidana sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam hukum pidana, seseorang % dapat

dipidana apabila seluruh unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-

undang telah terpenuhi. Sebelum menentukan bentuk pertanggungjawaban
pidana, terlebih dahulu harus dianalisis apakah perbuatan pelaku Qﬁh
memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

gndang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dibentuk sebagai instrumen hukum

1
untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap kawasan hutan dari

berbagai bentuk perusakan yang dilakukan secara terorganisasi maupun secara

0 gndi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017. hlm. 98.
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perseorangan. Kehadiran undang-undang tersebut menunjukkan adanya
komitmen negara dalam menjaga kelestarian hutan sebagai salah satu sumber
daya alam yang mempunyai fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial yang sangat
penting bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat.

Dalam perkara penebangan hutan mangrove, unsur pertama yang harus
dibuktikan adalah adanya subjek hukum atau tiap orang yang melakukan
perbuatan sebagaimana dilarang oleh undang-undang. Yang gmaksud dengan
setiap orang adalah orang perseorangan maupun korporasi yang melakukan
kegiatan penebangan, pemanfaatan, pengangkutan, penguasaan maupun
kegiatan lain yang berkaitan dengan gsil hutan tanpa memperoleh izin dari
pejabat yang berwenang. Siapa pun yang melakukan kegiatan tersebut dapat
dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang emenuhi syarat-syarat yang
telah ditentukan oleh undang-undang.”!

Unsur berikutnya adalah adanya perbuatan melawan hukum berupa
penebangan pohon atau pemanfaatan hasil hutan tanpa memiliki hak atau izin
yang sah. Dalam praktiknya, penebangan hutan mangrove tidak selalu dilakukan
dalam skala besar, namun penebangan dalam jumlah kecil secara terus-menerus
juga dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius. Hukum tidak hanya
melihat jumlah pohon yang ditebang, melainkan juga legalitas tindakan tersebut
dan dampak yang ditimbulkan terhadap kawasan hutan.

@rbuatan melawan hukum dalam tindak pidana kehutanan pada dasarnya
mpakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai pengelolaan kawasan hutan. Penebangan

62
?! Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan
Hutan.
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pohon mangrove tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban

hukum untuk menjaga kelestarian kawasan hutan sehingga pelaku ?aijat
dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Selain Elanya perbuatan yang melawan hukum, harus dibuktikan pula adanya
unsur kesalahan pada diri elaku_ Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan
maupun kealpaan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana. Sebagian besar
tindak pidana penebangan hutan dilakukan secara sengaja dengan tujuan
memperoleh keuntungan ekonomi melalui penjualan kayu atau pemanfaatan
lahan setelah dilakukan penebangan.

Kesengajaan tersebut dapat dilihat dari adanya persiapan sebelum melakukan
penebangan, penggunaan alat-alat tertentu, pemilihan lokasi hutan, hingga
kegiatan mengangkut hasil tebangan keluar dari kawasan hutan. Keadaan
demikian menunjukkan bahwa pelaku telah mengetahui bahwa kawasan tersebut
merupakan kawasan yang dilindungi atau memerlukan izin untuk dilakukan
pemanfaatan, namun tetap melakukan penebangan demi memperoleh
keuntungan pribadi. Unsur kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana
dapat dikatakan telah terpenuhi apabila seluruh rangkaian perbuatan tersebut
dapat uktikan melalui alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.”

ﬁlsur-unsm tersebut harus dibuktikan melalui alat bukti sebagaimana diatur
dalam %tab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu keterangan saksi,

keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hakim tidak dapat

menjatuhkan pidana hanya berdasarkan dugaan semata, melainkan harus

92 gimbang Tri Bawono dan Anis Mashdurohaton, Penegakan Hukum Pidana di Bidang Illegal
Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya, Jurnal Hukum,
Volug 1, Nomor 3, Tahun 2011, hlm. 595

*3 Andi Hamzah, 4sas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2014. hlm. 29.
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memperoleh keyakinan yang didasarkan g(urang-kurangnya dua alat bukti

yang sah. Oleh karena itu, proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik

kepolisian memiliki peranan ang sangat penting dalam menentukan berhasil
atau tidaknya pembuktian terhadap tindak pidana penebangan hutan mangrove.

Terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut akan dikaitkan dengan
fakta-fakta yang ditemukan di Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah
Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Subdit
Tipiter Polres Indragiri Hilir, tokoh masyarakat, serta pelaku tindak pidana
penebangan hutan mangrove. Melalui analisis tersebut dapat diketahui apakah
proses penegakan hukum yang telah dilakukan telah memenuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan serta sejauh mana pertanggungjawaban pidana
terhadap pelaku telah diterapkan secara efektif.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penebangan hutan mangrove
tidak dapat dilepaskan dari pembuktian unsur-unsur tindak pidana. Dalam
perkara penebangan hutan mangrove di Desa Pulau Cawan, unsur-unsur yang
harus dibuktikan meliputi:

a. Unsur Subjek Hukum ("Setiap Orang"): Orang perseorangan maupun
korporasi yang melakukan kegiatan penebangan, pemanfaatan,
pengangkutan, atau penguasaan hasil ﬁtan tanpa izin dari pejabat
berwenang.

57

b. Unsur Perbuatan Melawan Hukum: Adanya tindakan menebang pohon

dalam kawasan hutan secara tidak sah atau %npa memiliki Perizinan

Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
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c. Unsur Kesalahan (Schuld): Kesengajaan (dolus) pelaku yang menyadari
bahwa tindakan penebangan tersebut dilakukan di kawasan hutan tanpa izin
demi memperoleh keuntungan ekonomi.

Unsur-unsur tersebut dibuktikan melaluiﬁt bukti yang sah menurut Pasal 184

KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan

keterangan terdakwa.

%rdasarkan hasil wawancara dengan Bripda X selaku Penyidik Unit Tipidter

Satreskrim Polres Indragiri Hilir, beliau menjelaskan dasar hukum utama yang

digunakan:

"Kami menerapkan Eldang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juncto Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta KerjgPasal 12 juncto Pasal 82 atau Pasal
83 mengenai larangan penebangan hutalf?al kawasan hutan secara tidak sah
tanpa izin berusaha. Kami juga menerapkan Eldang—Undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 98 atau
Pasal 99."

Mengenai mekanisme pembuktian dan pengamanan barang bukti di lapangan,
Bripda Y (Penyidik Unit Tipidter Polres Indragiri Hilir) menambahkan:
"Secara garis besar dimulai dari aduan masyarakat atau hasil patroli rutin.
Setelah diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan, tim menuju lokasi. Jika
tertangkap tangan, kami mengamankan pelaku, chainsaw, dan kayu hasil

tebangan. Setelah itu dilakukan BAP, gelar perkara, pemeriksaan saksi dan ahli
dari Dinas LHK, kemudian pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan."

2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penebangan Hutan Mangrove
ﬂrdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013

Pertanggungj awaban pidana merupakan konsekuensi hukum yang diberikan
kepada seseorang vyang terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Elkum pidana Indonesia,

seseorang tidak dapat dijatuhi pidana hanya karena telah melakukan suatu
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perbuatan, tetapi harus dibuktikan bahwa perbuatan tersebut memenuhi seluruh
nsur tindak pidana dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab
secara hukum. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana merupakan
hubungan antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya sehingga negara
berwenang menjatuhkan pidana sebagai bentuk reaksiﬁs pelanggaran terhadap
norma hukum yang berlaku.*

Pada tindak pidana penebangan hutan mangrove, pertanggungjawaban
pidana didasarkan a ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
Undang-undang tersebut dibentuk sebagai upaya pemerintah tuk memberikan
perlindungan hukum terhadap kawasan hutan dari berbagai bentuk perusakan,
termasuk penebangan pohon secara ilegal yang mengakibatkan terganggunya
fungsi ekologis hutan. Dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, ﬁiang-
Undang Nomor 18 Tahun 2013 memberikan ancaman pidana yang lebih berat
sehingga %arapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus
mencegah terjadinya perusakan hutan secara berulang.”

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penebangan hutan mangrove
%ak hanya ditujukan kepada orang yang secara langsung melakukan
penebangan pohon, tetapi juga dapat dikenakan kepada setiap orang yang turut
serta, menyuruh melakukan, membantu melakukan, maupun memperoleh
keuntungan dari hasil tindak pidana tersebut sepanjang memenuhi unsur-unsur
pertanggungjawaban pidana menurut ketentuan hukum yang berlaku. % ini

menunjukkan bahwa penanggulangan tindak pidana kehutanan tidak hanya

%4 Moeljatno Blsas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987. hlm. 54.

* Pasal 50 jo. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan.
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berorientasi pada pelaku utama, tetapi juga terhadap seluruh pihak yang
memiliki keterlibatan dalam rangkaian ?ndak pidana tersebut.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 engatur berbagai bentuk larangan
yang berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin,
termasuk melakukan penebangan pohon, mengangkut, menguasai, memiliki,
maupun memperdagangkan hasil hutan yang berasal dari kegiatan ilegal. Oleh
karena itu, etiap orang yang melakukan salah satu dari perbuatan tersebut tanpa
memiliki izin dari ej abat yang berwenang dapat dimintai pertanggungjawaban
pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”®

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penebangan hutan
mangrove pada dasarnya bertujuan tidak hanya memberikan penderitaan berupa
pidana kepada pelaku, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap
kelestarian lingkungan hidup. Mengingat fungsi hutan mangrove yang sangat
penting sebagai pelindung kawasan pesisir, habitat berbagai jenis biota laut,
penyerap karbon, serta penahan abrasi pantai, maka setiap tindakan yang
mengakibatkan kerusakan terhadap ekosistem tersebut memiliki dampak yang
luas terhadap kepentingan masyarakat maupun negara. Oleh sebab itu,
penegakan hukum terhadap pelaku penebangan mangrove harus dilaksanakan
secara konsisten agar tujuan perlindungan lingkungan hidup dapat tercapai.

Pertanggungjawaban pidana juga ﬁrus memperhatikan prinsip keadilan.
Artinya, penjatuhan pidana harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan pelaku,
akibat yang ditimbulkan, motif melakukan tindak pidana, serta keadaan-keadaan

lain yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh hakim. Dengan demikian,

6 gndi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017. hlm. 98.
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pidana yang dijatuhkan ﬁak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga
mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat dan memberikan kemanfaatan
dalam rangka menjaga kelestarian hutan mangrove.”’

Proses pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penebangan hutan
mangrove diawali dengan kegiatan penyelidikan dan penyidikan oleh aparat
Kepolisian. Selanjutnya, apabila alat bukti dinilai telah memenuhi ketentuan
%agaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka
perkara dilimpahkan kepada untut umum untuk dilakukan penuntutan di
pengadilan. Hakim kemudian memeriksa seluruh alat bukti dan
mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana sebelum
menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku enebangan hutan mangrove di
Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir akan
dianalisis @rdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 serta
dikaitkan dengan ata-fakta yang diperoleh melalui hasil penelitian lapangan.
Analisis tersebut penting untuk mengetahui apakah proses penegakan hukum
yang telah dilakukan sudah gsuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,
sekaligus mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan
kepada para pelaku penebangan hutan mangrove di wilayah tersebut.

3. Analisis Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku

genebangan Hutan Mangrove di Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah

Kabupaten Indragiri Hilir

9T Teguh Prasetyo, Hulkum Pia’ana,@_]a Grafindo Persada, Jakarta, 2017. hlm. 2.
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Pertanggungjawaban %ana terhadap pelaku tindak pidana penebangan
hutan mangrove pada dasarnya merupakan bentuk pelaksanaan fungsi negara
dalam menegakkan hukum sekaligus memberikan perlindungan terhadap
kelestarian lingkungan hidup. Penegakan hukum tersebut %ﬂk hanya bertujuan
untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku, tetapi juga memberikan efek jera
(deterrent effect) sehingga dapat mencegah terulangnya tindak pidana serupa
pada masa yang akan datang. Oleh karena %penerapan pertanggungjawaban
pidana harus dilaksanakan secara profesional, objektif, dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Penerapan pertanggungjawaban pidana diawali dengan adanya laporan atau
ditemukannya suatu dugaan %dak pidana oleh aparat penegak hukum.
Selanjutnya dilakukan penyelidikan untuk enentukan apakah suatu peristiwa
dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Apabila ditemukan adanya ﬁti
permulaan yang cukup, maka proses dilanjutkan ke tahap penyidikan guna
mengumpulkan alat bukti serta menetapkan ﬁak yang bertanggung jawab atas
terjadinya tindak pidana tersebut. Tahapan tersebut merupakan bagian penting
dalam memastikan bahwa seseorang hanya ?apat dimintai pertanggungjawaban
pidana apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum.

Terhadap tindak pidana penebangan hutan mangrove, penyidik memiliki
kewajiban untuk membuktikan bahwa pelaku benar-benar melakukan kegiatan
penebangan pada kawasan hutan yang dilindungi atau kawasan yang
memerlukan izin pemanfaatan. Selain g.l, penyidik juga harus membuktikan

adanya hubungan antara pelaku dengan barang bukti berupa kayu hasil

o8 gﬂn Kenedi, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di
Indonesia, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2017. hlm. 7.
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tebangan, alat yang digunakan dalam melakukan penebangan, maupun dokumen
yang berkaitan dengan kepemilikan atau izin pemanfaatan kawasan hutan.
Pembuktian tersebut sangat penting karena menjadi dasar bagi penuntut umum
dalam menyusun surat dakwaan seﬂa% hakim dalam menjatuhkan putusan.

Dalam praktik penegakan hukum, penerapan pertanggungjawaban pidana
terhadap pelaku penebangan hutan mangrove Qﬂk hanya bergantung pada
terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga dipengaruhi oleh
kemampuan a,rat penegak hukum dalam mengungkap keseluruhan rangkaian
tindak pidana tersebut.” Tidak jarang ditemukan bahwa pelaku yang tertangkap
di lapangan hanyalah pekerja yang melakukan penebangan, sedangkan pihak
yang memerintahkan, membiayai, maupun memperoleh keuntungan terbesar
dari hasil penebangan justru sulit untuk dimintai pertanggungjawaban pidana.
Kondisi demikian menyebabkan tujuan penegakan hukum belum sepenuhnya
tercapai karena aktor intelektual di balik tindak pidana tersebut belum tersentuh
oleh proses hukum.

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku nebangan hutan
mangrove di Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir
akan dianalisis berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama penelitian
lapangan. Analisis dilakukan Eengan membandingkan antara ketentuan hukum
yang berlaku dengan praktik S.énegakan hukum yang dilakukan oleh aparat
penegak hukum, khususnya penyidik Subdirektorat Tindak Pidana Tertentu
(Tipiter) Kepolisian Resor Indragiri Hilir. Dengan demikian dapat diketahui

apakah penerapan pertanggungjawaban pidana telah berjalan sesuai dengan

? Safaruddin Harefa, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum
Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2019. hlm. 35.

84




30
ketentuan peraturan perundang-undangan atau masih ditemukan berbagai

kendala dalam pelaksanaannya.

Penerapan pertanggungjawaban pidana juga dapat dinilai melalui
kesesuaian antara norma hukum dengan kondisi yang terjadi di masyarakat.
Apabila norma hukum telah mengatur secara jelas mengenai larangan dan sanksi
pidana, tetapi praktik penegakannya belum berjalan secara optimal, maka dapat
dikatakan bahwa efektivitas penegakan hukum masih perlu ditingkatkan.
Sebaliknya, apabila seluruh g'oses penegakan hukum telah dilaksanakan sesuai
dengan prosedur hukum yang berlaku, maka tujuan pembentukan Gndang-
Undang Nomor 18 Tahun 2013 untuk mencegah dan memberantas perusakan
hutan dapat diwujudkan secara lebih efektif.!*

Penebangan hutan mangrove tanpa hakmpakan salah satu bentuk tindak
pidana kehutanan yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Ketentuan tersebut
secara tegas melarang setiap orang elakukan penebangan pohon dalam
kawasan hutan tanpa memiliki perizinan berusaha gri pejabat yang berwenang.

Ketentuan larangan tersebut diatur dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang
melakukan penebangan pohon dalam %wasan hutan secara tidak sah. Terhadap

pelanggaran tersebut, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur

1
1% Viswandono Maria Matilda dan Bayu Saputra, Mengenai Profesi Penegak Hukum, Pustaka
Yusticia, Yogyakarta, 2015. him. 1.
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?alam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, yang mengatur
ancaman pidana penjara dan pidana denda %gi setiap orang yang melakukan
penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin.

Selain itu, apabila akibat dari penebangan tersebut menimbulkan kerusakan
lingkungan hidup yang serius, aparat penegak hukum juga dapat menerapkan
Eldang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 98 dan Pasal 99, apabila terpenuhi unsur

pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup akibat perbuatan pelaku.'"!

%rdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bripda X selaku
Penyidik Unit Tipidter Satreskrim Polres Indragiri Hilir, diketahui bahwa
penanganan perkara penebangan hutan mangrove dilakukan melalui tahapan
penyelidikan, penyidikan hingga pelimpahan perkara kepada penuntut umum.
Narasumber menyatakan:

"Terkait kasus penebangan mangrove ilegal digecamatan Mandah, mekanisme
kami berpedoman pada KUHAP terbaru dan Peraturan Kapolri tentang
Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Berdasarkan informasi masyarakat,
kami melakukan penyelidikan. Jika ditemukan aktivitas ilegal, kami langsung
menghentikan kegiatan di TKP, mengamankan pelaku, serta menyita barang
bukti. Pelaku dan barang bukti dibawa ke kantor untuk pemeriksaan, dilanjutkan
olah TKP, pemeriksaan saksi, koordinasi dengan saksi ahli dari Dinas
Kehutanan atau Lingkungan Hidup, hingga penetapan tersangka. Jika berkas

kap, dilakukan pelimpahan tahap satu ke Jaksa, lalu dilanjutkan penyerahan
ersangka dan barang bukti (tahap dua) untuk persidangan.”

Mengenai dasar hukum yang digunakan dalam menjerat pelaku penebangan
hutan mangrove, Bripda X menjelaskan:

.
"Kami menerapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan

dan Pemberantasan Perusakan Hutan juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Cipta Kerja Pasal 12 juncto Pasal 82 atau Pasal 83 mengenai

10 Pildang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan
Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Peng@nti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang, Pasal 12 huruf b jo. Pasal 82, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 98 dan Pasal 99.
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larangan penebangan hutan ?alam asan hutan secara tidak sah tanpa izin
berusaha. Kami juga menerapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 98 atau Pasal
99."

Mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana yang diterapkan kepada pelaku,
Bripda X menerangkan:

"Kami menyelaraskan visi KUHP baru yang mengedepankan keadilan korektif,
rehabilitatif, dan restoratif. Namun selama ini putusan pengadilan tetap
didominasi oleh hukuman penjara badan dan denda material karena aturan
dalam Undang-Undang P3H bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana
denda."

Sementara itu, hasil wawancara dengan Bripda Y menunjukkan adanya
penekanan pada proses pembuktian unsur tindak pidana serta kendala teknis
dalam penegakan hukum. Bripda Y menyampaikan:

"Secara garis besar dimulai dari aduan masyarakat atau hasil patroli rutin.
Setelah diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan, tim menuju lokasi. Jika
tertangkap tangan, kami mengamankan pelaku, chainsaw, dan kayu hasil

tebangan. Setelah itu dilakukan BAP, gelar perkara, pemeriksaan saksi dan ahli,
kemudian pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan."

Mengenai kendala dalam pembuktian perkara, Bripda Y menjelaskan:
"Faktor alam dan jaringan komunikasi menjadi kendala utama. Di Belantaraya
dan Pulau Cawan sinyal sangat minim sehingga sulit berkoordinasi. Pelaku juga

sangat menghafal jalur-jalur anak sungai mangrove sehingga sering berhasil
melarikan diri ketika mengetahui kedatangan petugas.”

Eerdasarkan hasil wawancara dengan Bripda X selaku Penyidik Unit
Tipidter Polres Indragiri Hilir diketahui bahwa sebelum menetapkan seseorang
sebagai tersangka, penyidik terlebih dahulu memastikan terpenuhinya sur-
unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2013. Penyidikan diawali dari informasi masyarakat, kemudian
dilakukan penyelidikan, penghentian aktivitas penebangan, penyitaan barang

bukti berupa kayu hasil tebangan maupun alat yang digunakan, pemeriksaan

saksi, koordinasi dengan ahli kehutanan serta penetapan tersangka apabila telah
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diperoleh bukti yang cukup. Bripda X juga menjelaskan bahwa pasal yang
paling sering diterapkan ialah Pasal 12 jo. Pasal 82 %aﬂg-Undang Nomor 18
Tahun 2013, sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 digunakan
apabila ditemukan kerusakan lingkungan yang memenuhi unsur tindak pidana
lingkungan hidup.

Keterangan Qsebut diperkuat oleh Bripda Y yang menyatakan bahwa
pembuktian unsur tindak pidana tidak hanya melihat adanya penebangan pohon,
tetapi juga memastikan lokasi penebangan berada dalam kawasan hutan serta
tidak adanya izin yang dimiliki oleh pelaku. Penyidik juga melakukan
pemeriksaan terhadap barang bukti berupa chainsaw, kayu hasil tebangan serta
meminta keterangan ahli untuk memastikan status kawasan hutan yang menjadi
objek perkara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak X, diketahui bahwa motif
utama melakukan penebangan mangrove adalah karena tekanan ekonomi.
Bapak X menyatakan:

"Jujur saja, alasan saya cuma satu, tidak ada kerjaan lain untuk kasih makan
anak istri. Saya tak punya kebun, tak punya perahu tangkap ikan. Ada orang

tawar kerjaan tebang kayu bakau untuk dibuat pancang, diupah harian, ya saya
ikut saja."

Mengenai pengetahuan terhadap aturan hukum, Bapak X menjelaskan:

"Saya tahu-tahu begitu saja dari dengar cerita orang, tapi saya tak tahu kalau
hukumannya bisa berat dan sampai masuk penjara.”

Sementara itu, Bapak Y mengemukakan alasan yang berbeda, yaitu untuk
membuka lahan tambak.
"Dulu saya tebang bakau untuk membuka lahan tambak udang kecil-kecilan dan

sebagian kayunya saya jual untuk modal beli bibit udang. Saya pikir itu lahan
terlantar di belakang kampung."
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Sedangkan Bapak Z mengakui bahwa dirinya melakukan penebangan karena
adanya permintaan dari penampung kayu.
"Dulu saya tergiur ajakan teman karena ada penampung dari luar daerah yang

mau beli kayu bakau dalam jumlah tonase besar dengan harga lumayan.
Lumayan untuk bayar utang dan kebutuhan dapur."

Mekanisme penanganan gndak pidana penebangan hutan mangrove di
Kecamatan Mandah pada dasarnya glah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
hukum acara pidana. Hal tersebut terlihat dari tahapan penanganan perkara yang
dimulai dari adanya laporan masyarakat maupun hasil patroli, kemudian
dilanjutkan dengan penyelidikan, penyidikan, penyitaan barang bukti,
pemeriksaan saksi dan saksi ahli, penetapan tersangka, hingga pelimpahan
perkara kepada penuntut umum.

Keterangan kedua penyidik juga menunjukkan bahwa dalam praktik
penegakan hukmn,gndang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Perusakan Hutan merupakan dasar hukum utama yang
digunakan untuk menjerat pelaku penebangan hutan mangrove. Sementara ,
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup diterapkan apabila ditemukan adanya dampak kerusakan
lingkungan yang memenuhi unsur tindak pidana lingkungan hidup. Hal tersebut
menunjukkan bahwa penerapan hukum dilakukan secara kumulatif sesuai
karakteristik perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.

Hasil wawancara juga memperlihatkan bahwa penyidik tidak hanya
berfokus pada pembuktian unsur tindak pidana, tetapi juga menghadapi berbagai
kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum. Kondisi geografis Kecamatan
Mandah yang didominasi kawasan pesisir, rawa, serta jalur perairan yang luas

menyebabkan proses pengawasan dan penindakan tidak dapat dilakukan secara
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maksimal. Ditambah lagi dengan keterbatasan personel, anggaran operasional,
jaringan komunikasi, serta kemampuan pelaku yang telah mengenali jalur-jalur
sungai mangrove, sehingga banyak pelaku berhasil melarikan diri sebelum
petugas tiba di lokasi.

Secara normatif proses penegakan hukum telah berjalan sesuai prosedur
yang berlaku. Akan tetapi, gektivitas penegakan hukum masih dipengaruhi oleh
faktor eksternal, terutama kondisi geografis, keterbatasan sumber daya aparat,
serta karakteristik tindak pidana yang dilakukan di kawasan pesisir. Kondisi
tersebut menunjukkan bahwa ﬂerhasilan penegakan hukum tidak hanya
ditentukan oleh kelengkapan aturan hukum, tetapi juga oleh kemampuan aparat
dalam melaksanakan ketentuan tersebut secara efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak X, diketahui bahwa dirinya
memang melakukan penebangan pohon mangrove untuk memperoleh
penghasilan karena tidak memiliki pekerjaan tetap. Menurut pengakuannya,
sebelum melakukan penebangan ia hanya mengetahui bahwa mangrove
merupakan pohon bakau biasa dan tidak memahami bahwa kawasan tersebut
merupakan kawasan hutan yang dilindungi oleh undang-undang.

Sementara itu Bapak Y menjelaskan bahwa dirinya melakukan penebangan
untuk membuka lahan tambak serta menjual sebagian kayu hasil tebangan guna
memperoleh modal usaha. la mengira lahan yang berada di sekitar pesisir
merupakan tanah yang dapat dimanfaatkan secara bebas oleh masyarakat.

Berbeda dengan keduanya, Bapak Z mengakui bahwa dirinya mengetahui
adanya larangan tersebut, namun tetap melakukan penebangan karena mengikuti

ajakan rekannya yang telah memperoleh pesanan kayu dari pihak luar daerah.
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Menurutnya, pada saat itu mereka beranggapan bahwa lokasi penebangan jarang
diawasi sehingga kecil kemungkinan tertangkap aparat.

Hasil wawancara terhadap Bapak X, Bapak Y, dan Bapak Z menunjukkan
adanya kesamaan motif yang melatarbelakangi terjadinya penebangan hutan
mangrove, yaitu faktor ekonomi. Ketiga narasumber mengakui bahwa aktivitas
penebangan dilakukan untuk memperoleh penghasilan, baik sebagai buruh
penebang harian, membuka lahan tambak, maupun memenuhi permintaan
pembeli kayu mangrove. Dengan demikian, faktor ekonomi menjadi penyebab
dominan yang mendorong masyarakat melakukan perbuatan yang bertentangan
dengan ketentuan hukum.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan tingkat pengetahuan hukum di
antara para pelaku. Bapak X dan Bapak Y mengaku belum memahami secara
utuh bahwa kawasan mangrove merupakan kawasan hutan yang dilindungi dan
memiliki ancaman pidana yang cukup berat. Sebaliknya, Bapak Z telah
mengetahui adanya larangan tersebut, namun tetap melakukan penebangan
karena tergiur keuntungan ekonomi dan adanya ajakan dari pihak lain.

Menariknya, seluruh pelaku menyatakan bahwa proses hukum yang pernah
mereka jalani memberikan efek jera. Pengalaman diperiksa oleh kepolisian,
menjalani proses persidangan, hingga dijatuhi sanksi pidana menyebabkan
mereka enggan mengulangi perbuatannya. ﬁl ini menunjukkan bahwa
pemidanaan terhadap pelaku memiliki fungsi represif sekaligus preventif bagi
pelaku itu sendiri.

Efek jera belum sepenuhnya mampu menghilangkan potensi terjadinya
tindak pidana serupa apabila akar permasalahannya, yaitu kesulitan ekonomi

masyarakat pesisir, belum mendapatkan solusi. Dengan kata lain, penegakan
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hukum pidana memang penting, tetapi perlu diimbangi dengan kebijakan
pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar tidak lagi
menjadikan hutan mangrove sebagai sumber penghasilan melalui kegiatan yang
melanggar hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak A, kondisi hutan mangrove di
Desa Pulau Cawan mengalami penurunan dibandingkan beberapa tahun
sebelumnya. Beliau menyampaikan:

"Kalau dibanding lima sampai sepuluh tahun lalu, kondisi bakau kita jelas
mengalami penurunan cukup jauh. Garis pantai mulai tergerus abrasi. Memang

sekarang agak berkurang, tapi aktivitas mencuri-curi potong kayu bakau itu
masih ada, terutama di malam hari."

Pendapat tersebut diperkuat oleh Bapak B yang mengatakan:
"Sebagian untuk dijual ke pengepul kayu arang dan pancang cerucuk bangunan.

Sebagian lagi ada tren pembukaan lahan untuk tambak udang atau ikan
tradisional."

Sementara itu, Bapak C lebih menyoroti rendahnya kesadaran masyarakat.
"Faktor utamanya kesadaran lingkungan yang rendah dan kepepet ekonomi.

Orang perut lapar, hukum sering kalah sama kebutuhan harian kalau tidak diberi
solusi."

Adapun Bapak D menjelaskan dampak ekologis yang dirasakan nelayan.
"Hutan mangrove itu tempat udang dan kepiting bertelur. Karena bakaunya

digunduli di beberapa titik Pulau Cawan dan Belantaraya, hasil tangkapan
kepiting bakau kami merosot tajam dibanding tahun-tahun lalu."

Hasil wawancara dengan Bapak A menunjukkan bahwa aktivitas
penebangan mangrove memang masih terjadi meskipun tidak semasif beberapa
tahun sebelumnya. Menurutnya, sebagian besar pelaku berasal dari masyarakat
yang mengalami kesulitan ekonomi sehingga memilih menjual kayu mangrove
sebagai sumber penghasilan.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Bapak B yang menyatakan bahwa selain

faktor ekonomi, terdapat pula kegiatan pembukaan tambak yang menyebabkan
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banyak pohon mangrove ditebang. Sementara Bapak C menilai rendahnya
kesadaran masyarakat terhadap pentingnya fungsi ekologis mangrove menjadi
salah satu penyebab masih terjadinya penebangan liar.

Adapun Bapak D sebagai nelayan tradisional menjelaskan bahwa kerusakan
mangrove telah berdampak langsung terhadap menurunnya hasil tangkapan
kepiting dan udang karena berkurangnya habitat biota laut yang selama ini
berkembang biak di kawasan mangrove.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak A, Bapak B, Bapak C, dan
Bapak D dapat diketahui bahwa masyarakat merasakan secara langsung dampak
kerusakan hutan mangrove di Kecamatan Mandah. Dampak tersebut antara lain
meningkatnya abrasi pantai, berkurangnya habitat kepiting dan udang,
menurunnya hasil tangkapan nelayan, serta semakin berkurangnya kawasan
hutan mangrove dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.

Seluruh narasumber juga memiliki pandangan yang relatif sama bahwa
penyebab utama penebangan hutan mangrove adalah faktor ekonomi
masyarakat yang masih rendah. Selain itu, adanya permintaan pasar terhadap
kayu mangrove untuk bahan pancang, arang, maupun pembukaan lahan tambak
turut mendorong masyarakat melakukan penebangan secara ilegal.

Di sisi lain, masyarakat menilai bahwa sosialisasi mengenai larangan
penebangan hutan mangrove memang pernah dilakukan oleh pemerintah
maupun aparat penegak hukum. Akan tetapi, kegiatan tersebut belum
berlangsung secara berkelanjutan dan belum disertai dengan solusi ekonomi
alternatif bagi masyarakat. Akibatnya, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap

ketentuan hukum masih relatif rendah.
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Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pengawasan masyarakat belum
berjalan secara optimal. Hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya sistem
pengawasan yang terorganisasi, rasa sungkan untuk menegur pelaku yang masih
memiliki hubungan kekerabatan, serta adanya kekhawatiran terhadap
keselamatan masyarakat apabila berhadapan langsung dengan pelaku
penebangan.

Menurut penulis, kondisi tersebut unjukkan bahwa penegakan hukum
terhadap tindak pidana penebangan hutan mangrove belum dapat sepenuhnya
dibebankan kepada aparat penegak hukum. Keberhasilan perlindungan kawasan
mangrove juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat, pemerintah daerah,
dan instansi terkait melalui peningkatan kesadaran hukum, pengawasan
bersama, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Dengan demikian,
upaya perlindungan hutan mangrove dapat dilakukan secara preventif maupun
represif sehingga tujuan pelestarian lingkungan hidup dapat tercapai secara
optimal.

ﬂrdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 serta hasil
penelitian lapangan, penulis berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana
penebangan hutan mangrove telah terpenuhi. Unsur setiap orang terpenuhi
karena pelaku merupakan subjek hukum vyang dapat dimintai
pertanggungjawaban pidana. @mr melakukan penebangan dalam kawasan
hutan tanpa izin juga terpenuhi karena berdasarkan hasil penyidikan ditemukan
aktivitas penebangan pada kawasan mangrove tanpa adanya izin pemanfaatan
kawasan hutan dari pejabat yang berwenang.

Unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan juga dapat dibuktikan.

Meskipun sebagian pelaku beralasan melakukan penebangan karena faktor
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ekonomi, hasil wawancara menunjukkan bahwa mereka secara sadar melakukan
penebangan menggunakan alat berupa chainsaw, mengangkut hasil tebangan,
bahkan sebagian menjual kayu tersebut kepada penampung. Rangkaian tindakan
tersebut menunjukkan adanya kehendak (willens) dan pengetahuan (wetens)
terhadap perbuatan yang dilakukan sehingga memenuhi unsur kesengajaan
dalam hukum pidana.'??

Di sisi lain, hasil wawancara dengan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa
faktor ekonomi menjadi penyebab dominan terjadinya tindak pidana tersebut.
Akan tetapi, keadaan ekonomi tidak menghapus sifat melawan hukum dari
perbuatan pelaku maupun menghapus pertanggungjawaban pidananya. Faktor
tersebut hanya dapat dijadikan sebagai salah satu keadaan vyang
dipertimbangkan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana, bukan
sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf.

Penulis juga menilai bahwa proses pembuktian yang dilakukan oleh
penyidik telah sesuai dengan mekanisme ?ukum acara pidana, yaitu melalui
penyitaan barang bukti, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli kehutanan, serta
penetapan tersangka setelah diperoleh alat bukti yang cukup. Dengan demikian,
penerapan unsur-unsur tindak pidana dalam perkara penebangan hutan
mangrove di Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah gah sesuai dengan
ketentuan hukum positif yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, penerapan
pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penebangan hutan mangrove di

Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir pada dasarnya

2
12 Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016,
hlm. 170-173.

95




126
telah dilaksanakan melalui mekanisme penegakan hukum pidana. Penegakan

hukum dilakukan melalui tahapan penyelidikan, ganyidikan, pemeriksaan saksi
dan tersangka, penyitaan barang bukti, pemeriksaan ahli, ganetapan tersangka,
pemberkasan, pelimpahan kepada penuntut umum, hingga proses pemeriksaan
di pengadilan. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban
pidana terhadap pelaku tidak diberikan secara serta-merta, melainkan setelah
aparat penegak hukum memperoleh dasar dan alat bukti yang cukup untuk
menunjukkan adanya tindak pidana serta keterlibatan pelaku.

Dalam  perspektif hukum pidana, pertanggungjawaban pidana
mensyaratkan adanya perbuatan pidana dan gasalahan yang dapat dibebankan
kepada pelaku. Oleh karena itu, alasan ekonomi yang dikemukakan oleh
sebagian pelaku tidak dengan sendirinya menghilangkan pertanggungjawaban
pidana. Faktor ekonomi dapat menjadi salah satu keadaan yang dipertimbangkan
dalam penjatuhan pidana, tetapi tidak secara otomatis menghapus sifat melawan
hukum dari perbuatan cnebang pohon mangrove dalam kawasan hutan secara
tidak sah.!®

29

Secara yuridis, larangan melakukan penebangan pohon dalam kawasan
hutan secara tidak sah diatur dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
Ketentuan tersebut menjadi dasar penting dalam menentukan apakah perbuatan
ng dilakukan oleh pelaku termasuk dalam tindak pidana perusakan hutan.

Eldang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 sendiri telah mengalami perubahan

melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

38
193 Eva Achjani Zulfa, “Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia,” Jurnal
Kriminologi Indonesia, Vol. 6, No. 2, Agustus 2010, hlm. 182-203.
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Ketentuan pidana terhadap perbuatan tersebut selanjutnya glatur dalam
Pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Dengan demikian, apabila
berdasarkan hasil penyidikan terbukti bahwa seseorang %akukan penebangan
pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dan memenuhi unsur tindak pidana
yang gtentukan oleh undang-undang, maka terhadap orang tersebut dapat
dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Pengaturan
tersebut menunjukkan bahwa penebangan pohon dalam kawasan hutan bukan
sekadar pelanggaran administratif, melainkan dapat merupakan tindak pidana
yang mempunyai konsekuensiupa pidana penjara dan pidana denda.

Dalam perkara yang menjadi objek penelitian, penerapan ketentuan tersebut
harus terlebih dahulu memperhatikan status kawasan tempat terjadinya
penebangan. Hal tersebut penting karena unsur kawasan hutan merupakan
bagian yang harus dibuktikan oleh penyidik. Oleh sebab itu, penyidik tidak
cukup hanya membuktikan bahwa telah terjadi penebangan pohon mangrove,
tetapi juga harus membuktikan lokasi penebangan, status kawasan, tidak adanya
izin yang sah, keterlibatan pelaku, serta hubungan antara pelaku dengan barang
bukti yang ditemukan di lapangan.

Eardasarkan hasil wawancara dengan Bripda X selaku Penyidik Unit
Tipidter Satreskrim Polres Indragiri Hilir, diketahui bahwa penyidik dalam
menangani perkara penebangan mangrove terlebih dahulu melakukan
penyelidikan berdasarkan laporan masyarakat maupun informasi yang diperoleh
oleh aparat. Setelah ditemukan dugaan tindak pidana, penyidik melakukan
pemeriksaan lokasi, mengamankan pelaku dan barang bukti, melakukan
pemeriksaan saksi sertagarkoordinasi dengan ahli yang mempunyai kompetensi

di bidang kehutanan dan lingkungan hidup. Tahapan tersebut dilakukan untuk
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memastikan terpenuhinya unsur tindak pidana sebelum seseorang ditetapkan
sebagai tersangka.

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa proses pembuktian dalam perkara
penebangan mangrove memiliki karakteristik tersendiri. Kondisi geografis
Kecamatan Mandah yang terdiri atas wilayah pesisir, rawa, sungai, dan kawasan
mangrove menyebabkan penyidik membutuhkan pemeriksaan lapangan dan
dukungan ahli untuk menentukan status kawasan serta tingkat kerusakan yang
terjadi. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum
terhadap tindak pidana penebangan mangrove tidak hanya bergantung pada
kemampuan penyidik menemukan pelaku, tetapi juga pada kemampuan
membuktikan hubungan antara perbuatan pelaku dengan kawasan hutan dan
akibat yang ditimbulkannya.

Selain menggunakan %dang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, dalam hal
perbuatan penebangan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan
menuhi unsur tindak pidana lingkungan hidup, aparat penegak hukum dapat
mempertimbangkan ketentuan @dang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah,
antara lain, melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Penggunaan ketentuan hukum lingkungan tersebut menjadi penting karena
objek yang dirusak ﬁam penelitian ini bukan hanya pohon sebagai sumber
daya hutan, tetapi juga ekosistem mangrove yang mempunyai fungsi ekologis
bagi masyarakat pesisir. Kerusakan mangrove dapat berdampak terhadap habitat
biota laut, perlindungan pantai dari abrasi, serta keberlangsungan mata

pencaharian masyarakat yang bergantung pada sumber daya pesisir.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Pulau Cawan,
dampak kerusakan mangrove antara lain dirasakan melalui berkurangnya habitat
kepiting dan udang, menurunnya hasil tangkapan nelayan, serta meningkatnya
ancaman abrasi. Dengan demikian, perbuatan penebangan mangrove tidak
hanya memiliki dimensi pidana kehutanan, tetapi juga mempunyai dimensi
perlindungan lingkungan hidup.

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penebangan hutan
mangrove adalah akah perkara tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme
keadilan restoratif (restorative justice). Permasalahan ini penting karena
sebagian pelaku dalam penelitian mengemukakan faktor ekonomi sebagai alasan
melakukan penebangan, sehingga perlu dilihat apakah keadaan tersebut dapat
menjadi dasar penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif.'™

Secara normatif, dasar hukum penerapan keadilan restoratif pada tingkat
Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah %raturan Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana
Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut mengatur bahwa
penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dapat dilakukan
dalam yelenggaraan fungsi Reserse Kriminal, penyelidikan, maupun
penyidikan. Pasal 3 ayat (1) Perpol@omor 8 Tahun 2021 menyatakan:

“Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:
a. umum; dan/atau

b. khusus.”

104 Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative
Justice, Bandung: Refika Aditama, 2009.
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Selanjutnya, Pasal 4 Perpol @)mor 8 Tahun 2021 menentukan bahwa
persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 liputi persyaratan
materiil dan persyaratan formil.

Adapun @al 5 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 menentukan persyaratan
materiil sebagai berikut:

“Ersya:ratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a,

meliputi:

a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;

b. tidak berdampak konflik sosial;

c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;

d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;

e. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan

Pengadilan; dan

f. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan

negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.”
Sementara itu, Pasal 6 ayat (1) Perpol Nomor 8§ Tahun 2021 menetapkan
persyaratan formil berupa:'*

“a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana

Narkoba: dan

b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk

Tindak Pidana Narkoba.”

32
Selanjutnya, Pasal 6 ayat (3) memberikan bentuk p.emenuhan hak korban dan

tanggung jawab pelaku yang dapat berupa mengembalikan barang, mengganti

105 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ahun 2021 tentang Penanganan
Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 6.

100




grugian, menggantikan biaya yang ditimbulkan akibat tindak pidana, dan/atau
mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tidak secara tegas nyatakan bahwa seluruh
tindak pidana kehutanan atau lingkungan hidup @ak dapat diselesaikan melalui
keadilan restoratif. Oleh karena itu, secara normatif tidak tepat apabila dikatakan
bahwa setiap perkara penebangan mangrove secara otomatis dilarang untuk
diselesaikan melalui restorative justice. Namun, penerapan restorative justice
hanya dapat dilakukan apabila seluruh persyaratan yang ditentukan dalam
Perpol tersebut terpenuhi.

Penerapan restorative justice perlu dilihat berdasarkan karakteristik konkret
perkara yang diteliti. Penebangan hutan mangrove merupakan perbuatan yang
tidak hanya menimbulkan kerugian kepada individu tertentu, tetapi berpotensi
menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem dan kepentingan masyarakat secara
luas. gleh karena itu, penyelesaian perkara tidak cukup hanya didasarkan pada
perdamaian antara pelaku dengan seseorang yang dianggap sebagai korban,
tetapi harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan pemulihan
lingkungan hidup.'’®

Para pelaku yang menjadi objek penelitian telah menjalani proses hukum
hingga tahap persidangan. Kondisi tersebut menjadi faktor penting dalam
menentukan apakah perkara masih dapat diselesaikan melalui mekanisme
restorative justice ada tingkat kepolisian. Perpol Nomor 8§ Tahun 2021
mengatur mekanisme keadilan restoratif dalam konteks yelenggaraan fungsi

Reserse Kriminal, penyelidikan, dan penyidikan, termasuk kemungkinan

127
6 Sukardi, Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia, Depok:
Rajawali Pers, 2020.
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penghentian penyelidikan atau penyidikan apabila persyaratan terpenuhi. Oleh
karena itu, apabila suatu perkara telah selesai melalui proses penyidikan dan
telah dilimpahkan untuk penuntutan atau telah diputus oleh pengadilan, maka
mekanisme restorative justice pada tingkat penyidikan tersebut tidak lagi dapat
digunakan untuk menghapus proses pidana yang telah berjalan.

Dengan demikian, terhadap perkara penebangan hutan mangrove yang
menjadi objek penelitian ini, penyelesaian melalui restorative justice pada
tingkat kepolisian tidak dapat lagi diterapkan apabila perkara tersebut telah
selesai disidangkan atau telah memperoleh putusan pengadilan. Hal tersebut
bukan semata-mata karena tindak pidana penebangan mangrove termasuk jenis
tindak pidana yang secara absolut dilarang untuk RJ, melainkan karena
mekanisme RJ pada Perpol Nomor 8 Tahun 2021 mempunyai tahapan dan
persyaratan tertentu yang harus dipenuhi sejak proses penanganan perkara pada
tingkat kepolisian.

Dengan kata lain, faktor ekonomi yang menjadi alasan pelaku melakukan
penebangan tidak dapat dijadikan dasar untuk secara otomatis menghentikan
perkara melalui restorative justice. Faktor ekonomi dapat dipertimbangkan
dalam konteks penilaian terhadap pelaku dan berat ringannya pidana, tetapi
tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana apabila unsur tindak pidana
telah terbukti.!??

Meskipun restorative justice tidak dapat diterapkan terhadap perkara yang
telah memasuki atau menyelesaikan tahap persidangan sebagaimana perkara

yang menjadi objek penelitian, prinsip pemulihan tetap mempunyai kedudukan

120

07 Kristian dan Yopi Gunawan, "Rest?ive Justice dalam Sistem Peradilan Pidana
Indonesia: Tantangan dan Prospek Implementasi,” Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum
Nasional, Vol. 11, No. 2, 2022, hlm. 215-232.
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penting dalam penegakan hukum lingkungan. Dasar hukumnya terdapat dalam
Pasal 54 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 54 ayat (1) UU PPLH menyatakan:

“Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan

hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.”

Selanjutnya, Pasal 54 ayat (2) menentukan bahwa gamulihan fungsi
lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan:

“a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;

b. remediasi;

c. rehabilitasi;

d. restorasi; dan/atau

e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi.”

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban terhadap
kerusakan lingkungan tidak berhenti pada pemberian pidana kepada pelaku.
Orang yang melakukan perusakan lingkungan juga mempunyai kewajiban untuk
emulihkan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan tingkat dan karakteristik
kerusakan yang ditimbulkannya.

Dalam penebangan mangrove, kewajiban tersebut dapat diwujudkan
melalui penghentian kegiatan penebangan, pembersihan lokasi yang terdampak,
rehabilitasi kawasan mangrove, penanaman kembali, serta tindakan restorasi
yang diperlukan untuk mengembalikan fungsi ekologis kawasan. Bentuk
pemulihan harus disesuaikan dengan hasil identifikasi dan penilaian terhadap

kerusakan lingkungan serta ketentuan teknis yang berlaku.
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Oleh karena itu, perlu dibedakan antara pidana denda dan kewajiban
pemulihan lingkungan. Pidana denda merupakan salah satu bentuk sanksi pidana
yang dijatuhkan berdasarkan ketentuan pidana yang dilanggar, sedangkan
pemulihan lingkungan merupakan kewajiban yang berkaitan dengan
dikembalikannya fungsi lingkungan yang mengalami kerusakan. Keduanya
tidak dapat dipersamakan.

Apabila pelaku terbukti melakukan tindak pidana penebangan hutan
mangrove dan perbuatannya menimbulkan kerusakan lingkungan hidup,
pemberian pidana tidak serta-merta berarti kerusakan lingkungan telah dianggap
selesai. Pemulihan lingkungan tetap harus diperhatikan berdasarkan ketentuan
hukum lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak X, Bapak Y, dan Bapak Z,
terdapat perbedaan motif dalam melakukan penebangan mangrove. Bapak X
melakukan penebangan karena tekanan ekonomi dan bekerja sebagai penebang
harian, Bapak Y melakukan penebangan untuk membuka lahan tambak,
sedangkan Bapak Z melakukan penebangan karena adanya permintaan dari
penampung kayu. Perbedaan motif tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana
penebangan mangrove tidak selalu dilakukan dengan latar belakang yang sama.

Meskipun demikian, perbedaan motif tersebut tidak menghilangkan
kewajiban pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bapak X
yang melakukan penebangan karena kebutuhan ekonomi tetap melakukan
perbuatan yang dilarang apabila lokasi tersebut merupakan kawasan hutan dan
penebangan dilakukan tanpa izin. Demikian pula Bapak Y yang membuka lahan
tambak serta Bapak Z yang memenuhi permintaan penampung kayu tetap dapat

dimintai pertanggungjawaban apabila seluruh unsur tindak pidana terbukti.
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Dalam hal ini, keadaan ekonomi lebih tepat ditempatkan sebagai faktor
yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana dan dapat dipertimbangkan
dalam proses penjatuhan pidana. Faktor tersebut tidak secara otomatis menjadi
alasan pembenar karena perbuatan tetap bertentangan dengan ketentuan hukum.
Demikian pula faktor tidak mengetahui beratnya ancaman pidana tidak dapat
dijadikan alasan untuk menghapus pertanggungjawaban Epabila pelaku telah
melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.'®

Dari hasil wawancara dengan masyarakat, diketahui pula bahwa
penebangan mangrove memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat
pesisir. Berkurangnya pohon mangrove menyebabkan berkurangnya habitat
kepiting dan udang serta meningkatkan kekhawatiran masyarakat terhadap
abrasi. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa objek perlindungan Ea,lam
perkara ini tidak hanya berkaitan dengan kepentingan negara terhadap kawasan
hutan, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat terhadap
lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Sehingga penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku
penebangan mangrove harus ditempatkan dalam dua kepentingan yang saling
berkaitan, yaitu penegakan hukum terhadap pelaku dan pemulihan kerusakan
lingkungan yang ditimbulkan. Penjatuhan pidana diperlukan untuk memberikan
kepastian hukum dan efek jera, sedangkan pemulihan diperlukan agar fungsi
ekologis kawasan mangrove dapat dikembalikan.

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku enebangan hutan

mangrove di Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir

8 Howard Zehr, The Little Book of Restorative Justice, Intercourse, Pennsylvania: Good Books,
2002.
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pada prinsipnya telah berjalan sesuai dengan mekanisme penegakan hukum
pidana. Hal tersebut terlihat dari adanya tahapan penyelidikan, ganyidikan,
pemeriksaan saksi dan ahli, penyitaan barang bukti, penetapan tersangka,
pemberkasan, serta pelimpahan perkara kepada penuntut umum.

Penerapan Esal 12 huruf b jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2013 menjadi dasar utama apabila terbukti adanya enebangan pohon dalam
kawasan hutan secara tidak sah. Sementara itu, ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup dapat digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap
aspek lingkungan hidup apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak
pidana lingkungan hidup.

Terhadap pertanyaan apakah pelaku penebangan hutan mangrove dapat
diselesaikan melalui restorative justice, penulis berpendapat bahwa untuk
perkara yang menjadi objek penelitian ini, RJ tidak dapat diterapkan pada tahap
kepolisian karena perkara telah berjalan hingga proses peradilan. Selain
persoalan tahapan perkara, penerapan RJ juga harus memenuhi persyaratan
materiil dan formil ﬂagaimana diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6
Perpol Nomor 8 Tahun 2021.

Adapun apabila suatu perkara penebangan mangrove masih berada pada
tahap penyelidikan atau penyidikan, tidak tepat pula menyatakan bahwa RJ pasti
dilarang hanya karena perkara tersebut merupakan tindak pidana kehutanan.
Secara normatif, perkara tersebut harus terlebih dahulu diuji berdasarkan
persyaratan Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Apabila tidak terpenuhi persyaratan
tersebut, maka perkara harus dilanjutkan melalui mekanisme hukum pidana

biasa.

106




Dalam perkara yang telah memasuki proses persidangan, penyelesaian
melalui RJ pada tingkat kepolisian tidak dapat digunakan untuk menghapus
proses hukum yang telah berjalan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pelaku
tetap harus diselesaikan melalui mekanisme peradilan pidana sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku.

Mengenai pelaku harus membayar atau tidak, perlu dibedakan antara pidana
denda dan kewajiban pemulihan lingkungan. Apabila berdasarkan ketentuan
pidana yang diterapkan pelaku dijatuhi pidana denda, maka denda tersebut
merupakan sanksi pidana. Sementara itu, apabila perbuatannya menyebabkan
kerusakan lingkungan hidup, Pasal 54 UU PPLH mewajibkan pihak yang
melakukan perusakan ntuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
Pasal tersebut secara tegas mewajibkan pemulihan melalui enghentian sumber
kerusakan dan pembersihan, remediasi, rehabilitasi, restorasi, dan/atau cara lain
yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Membayar denda pidana tidak dapat dipersamakan dengan memulihkan
lingkungan. Pelaku yang dikenakan pidana tetap harus dilihat apakah terdapat
kewajiban pemulihan lingkungan berdasarkan kerusakan yang ditimbulkan dan
dasar hukum yang diterapkan. Pemulihan tersebut tidak harus selalu dimaknai
sebagai pembayaran sejumlah vang kepada masyarakat, karena Pasal 54 UU
PPLH secara jelas menempatkan pemulihan fungsi lingkungan sebagai
kewajiban yang dapat dilakukan melalui remediasi, rehabilitasi, restorasi, dan
bentuk pemulihan lainnya.

Pertanggungjawaban pelaku penebangan hutan mangrove di Desa Pulau
Cawan gdak cukup hanya dengan menjatuhkan pidana penjara dan denda, tetapi

harus memperhatikan aspek pemulihan lingkungan hidup. Penegakan hukum
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yang hanya berorientasi pada pemidanaan belum sepenuhnya menjawab
kerugian ekologis yang timbul akibat penebangan mangrove. Oleh sebab itu,
penerapan ?ilkum yang ideal adalah penegakan hukum yang mampu
memberikan kepastian dan efek jera terhadap pelaku sekaligus memastikan
bahwa kerusakan fungsi lingkungan hidup mendapatkan pemulihan.

Pada akhirnya, faktor ekonomi yang menjadi alasan utama sebagian pelaku
juga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah dan instansi terkait.
Penindakan pidana tetap diperlukan terhadap perbuatan yang memenuhi unsur
tindak pidana, tetapi upaya preventif melalui pemberdayaan ekonomi
masyarakat pesisir, penyediaan mata pencaharian alternatif, peningkatan
sosialisasi hukum, serta pengawasan kawasan mangrove juga harus dilakukan
secara berkelanjutan. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya
menyelesaikan perkara setelah tindak pidana terjadi, tetapi juga mampu
mencegah masyarakat kembali melakukan penebangan mangrove karena
tekanan ekonomi.

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku nebangan hutan
mangrove di Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir
telah memiliki dasar hukum yang jelas melaluigatentuan peraturan perundang-
undangan mengenai perusakan hutan dan perlindungan lingkungan hidup.
Terhadap perkara yang telah memasuki proses peradilan sebagaimana menjadi
objek penelitian, mekanisme restorative justice pada tingkat kepolisian tidak
dapat lagi digunakan untuk menghentikan perkara. Namun demikian, prinsip
pemulihan lingkungan tetap harus diperhatikan berdasarkan Pasal 54 UU PPLH.

Pertanggungjawaban pelaku tidak hanya dilihat dari aspek pemidanaan, tetapi
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juga dari kewajiban memulihkan fungsi lingkungan hidup yang rusak akibat

perbuatannya.

B. Faktor Penghambat Dalam Melaksanakan Pertanggungjawaban Pelaku
?indak Pidana Penebangan Hutan Mangrove di Desa Pulau Cawan
Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir
1. Pengertian Faktor Penghambat @legakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu instrumen penting dalam
mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum di tengah
kehidupan masyarakat. Eeberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan
oleh adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu perbuatan
sebagai tindak pidana, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling
berkaitan dalam proses penerapannya. Dengan kata lain, penegakan hukum
tidak akan berjalan secara efektif apabila terdapat hambatan yang mengganggu
pelaksanaan tugas aparat penegak hukum maupun kepatuhan masyarakat
terhadap ketentuan hukum yang berlaku.'®”

Keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur larangan
melakukan penebangan tanpa izin pada dasarnya Qﬂh memberikan landasan
hukum yang cukup kuat. Namun demikian, praktik penegakan hukum di
lapangan ring kali menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan tujuan
perlindungan hutan mangrove belum dapat tercapai secara optimal. Hambatan

tersebut dapat berasal dari aspek hukum, aparat penegak hukum, masyarakat,

1
109 Ach. Fadlail, Membangun Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat Dan Penegak Hukum Agar
Tercipta Penegakan Hukum Yang Berkeadilan, HUKMY Jurnal Hukum, Volume 2, Nomor 1, 2023,
him. 1.
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sarana dan prasarana, maupun Eudaya hukum yang berkembang di lingkungan
masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, g’ektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh
lima faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum,
faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima
faktor tersebut Qﬂk dapat dipisahkan satu sama lain karena kegagalan é-ada
salah satu faktor akan berpengaruh terhadap keberhasilan proses penegakan
hukum secara keseluruhan.'"”

gil_ktor hukum berkaitan dengan kualitas norma hukum yang mengatur suatu
perbuatan. Suatu peraturan perundang-undangan harus dirumuskan secara jelas,
tidak menimbulkan multitafsir, serta mampu memberikan kepastian hukum bagi
masyarakat maupun aparat penegak hukum. Apabila norma hukum tidak jelas
atau terdapat tumpang tindih pengaturan, maka pelaksanaannya akan mengalami
berbagai kendala yang pada akhirnya menghambat proses penegakan hukum.

Faktor egak hukum merupakan faktor yang sangat menentukan
keberhasilan pelaksanaan hukum. ?i)ﬂmt penegak hukum dituntut memiliki
integritas, profesionalisme, kemampuan teknis, serta komitmen yang tinggi
dalam menjalankan %as dan kewenangannya. Dalam perkara tindak pidana
penebangan hutan mangrove, arat penegak hukum memiliki tanggung jawab
untuk melakukan yelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan
putusan pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, penegakan hukum juga dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan

prasarana yang memadai. Sarana tersebut meliputi sumber daya manusia,

10 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2004. him. 11.
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anggaran, peralatan operasional, teknologi, serta fasilitas pendukung lainnya
yang dibutuhkan dalam proses penegakan hukum. Keterbatasan sarana dan
prasarana sering menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penanganan
tindak pidana kehutanan, khususnya pada wilayah pesisir yang memiliki akses
cukup sulit dan cakupan wilayah pengawasan yang luas.

Faktor masyarakat juga memiliki peranan %ng tidak kalah penting dalam
mendukung keberhasilan penegakan hukum. Tingkat kesadaran hukum
masyarakat akan menentukan sejauh mana masyarakat bersedia mematuhi
E:tentuan peraturan perundang-undangan. Apabila masyarakat memiliki
kesadaran hukum yang tinggi, maka kecenderungan untuk melakukan
pelanggaran hukum akan semakin kecil. Sebaliknya, rendahnya kesadaran
hukum masyarakat dapat menjadi salah satu penyebab masih terjadinya tindak
pidana penebangan hutan mangrove secara berulang.

Faktor terakhir adalah faktor kebudayaan, yaitu laj-nilai yang hidup dan
berkembang di dalam masyarakat. Kebudayaan akan memengaruhi 1;@3 pikir
dan perilaku masyarakat dalam memandang hukum. Apabila budaya masyarakat
masih menganggap bahwa pemanfaatan hutan mangrove tanpa izin merupakan
hal yang biasa dilakukan demi memenuhi kebutuhan ekonomi, maka upaya
penegakan hukum akan menghadapi tantangan yang lebih besar. Sebaliknya,
apabila masyarakat memiliki budaya menjaga dan melestarikan lingkungan
hidup, maka proses penegakan hukum akan lebih mudah dilaksanakan karena
didukung oleh kesadaran kolektif masyarakat.

Berdasarkan  teori  tersebut, faktor = penghambat  pelaksanaan
pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penebangan hutan mangrove tidak

hanya dilihat dari aspek peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus
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dianalisis berdasarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu,
dalam penelitian ini penulis akan mengkaji faktor-faktor yang menjadi
hambatan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku
enebangan hutan mangrove di Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah
Kabupaten Indragiri Hilir @ngan menggunakan teori efektivitas penegakan
hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sebagai pisau analisis.

2. Hambatan Faktor Hukum (Substansi Hukum)

Salah satu %01’ yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum adalah
faktor hukumnya sendiri, yaitu kualitas substansi hukum yang mengatur suatu
perbuatan. Eubstansi hukum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan
yang menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.
Peraturan ang baik harus memberikan kepastian hukum, keadilan, serta
kemanfaatan bagi masyarakat sehingga dapat diterapkan secara efektif dalam
kehidupan bermasyarakat. Sebaliknya, apabila suatu peraturan masih
mengandung kekaburan norma, tumpang tindih pengaturan, gau tidak sesuai
dengan perkembangan masyarakat, maka pelaksanaannya akan mengalami
berbagai hambatan.'!!

Menurut Soerjono Soekanto, faktor hukum erupakan salah satu faktor
utama yang menentukan berhasil atau tidaknya penegakan hukum. Peraturan
perundang-undangan harus disusun secara sistematis, konsisten, dan tidak saling

bertentangan agar dapat memberikan pedoman yang jelas bagi aparat penegak

hukum maupun masyarakat. Ketidakjelasan norma hukum dapat menimbulkan

1! Muhammad Sadi, Pengantar Hmu Hukum, Prenada Media Group, Palembang, 2015. him. 183.
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perbedaan penafsiran yang pada akhirnya berpotensi menghambat proses
penegakan hukum.''?

Dalam tindak pidana penebangan hutan mangrove, substansi hukum yang
menjadi dasar pertanggungjawaban pidana %tur dalam berbagai peraturan
perundang-undangan, antara lain ﬁldang-Undang Nomor 18 Tahun 2013
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta perubahannya, serta E‘ldang-
Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor | Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil. Keberadaan beberapa peraturan grsebut menunjukkan bahwa
perlindungan terhadap hutan mangrove tidak hanya dilihat dari aspek kehutanan,
tetapi juga dari aspek pengelolaan wilayah pesisir karena mangrove rupakan
bagian dari ekosistem pesisir yang memiliki fungsi ekologis yang sangat
penting.

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat beberapa hambatan
yang berkaitan dengan substansi hukum. Salah satunya adalah adanya perbedaan
pengaturan mengenai status kawasan hutan, kawasan pesisir, serta kewenangan
pengelolaan yang melibatkan berbagai instansi pemerintah. Kondisi tersebut
dapat menyebabkan perbedaan penafsiran mengenai kewenangan dalam
melakukan pengawasan maupun penindakan terhadap pelaku penebangan hutan

mangrove. Akibatnya, koordinasi antarinstansi menjadi kurang optimal

sehingga proses penegakan hukum tidak dapat berjalan secara maksimal.

”; Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2004. him. 11.
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Selain itu, pengaturan mengenai pemanfaatan kawasan pesisir dan hutan
mangrove juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat yang selama
bertahun-tahun menggantungkan kehidupannya pada sumber daya alam
tersebut. Di beberapa daerah pesisir, masyarakat masih memanfaatkan kayu
mangrove untuk kebutuhan rumah tangga maupun kegiatan ekonomi dalam
skala kecil. Apabila tidak disertai dengan sosialisasi yang memadai mengenai
ketentuan hukum yang berlaku, maka masyarakat dapat melakukan pelanggaran
hukum karena kurang memahami batasan antara pemanfaatan yang
diperbolehkan dengan perbuatan yang dilarang oleh aturan perundang-
undangan.

Di sisi lain, perubahan peraturan perundang-undangan yang terus
berkembang juga menuntut aparat penegak hukum untuk selalu memperbarui
pemahamannya terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Kurangnya
pemahaman terhadap perubahan regulasi dapat menghambat proses penegakan
hukum, terutama dalam menentukan pasal yang tepat untuk diterapkan kepada
pelaku tindak pidana penebangan hutan mangrove.

Berkaitan dengan penelitian ini, faktor hukum akan dianalisis berdasarkan
kesesuaian antara ketentuan peraturan perundang-undangan dengan
pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku enebangan hutan
mangrove di Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah Kabupaten [ndragiri Hilir.
Analisis tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah substansi hukum yang
berlaku telah mampu memberikan dasar yang memadai dalam mendukung
penegakan hukum atau masih terdapat kendala normatif yang memengaruhi

efektivitas pelaksanaan pertanggungjawaban pidana.
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Berdasarkan teori efektivitas Eenegakan hukum yang dikemukakan oleh
Soerjono Soekanto, faktor hukum (substansi hukum) merupakan salah satu
faktor yang menentukan ﬁ]ﬂ.‘jil atau tidaknya penegakan hukum. Substansi
hukum berkaitan dengan kualitas norma hukum yang mengatur suatu perbuatan,
termasuk kejelasan pengaturan, konsistensi norma, serta kemudahan
penerapannya oleh aparat penegak hukum. Dalam perkara penebangan hutan
mangrove, dasar hukum utama yang digunakan adalah Eldang-Undang Nomor
18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta ﬁldang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripda X, diketahui %wa penerapan

ketentuan hukum terhadap pelaku penebangan hutan mangrove telah mengacu
pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beliau
menjelaskan:
"Kami menerapkan UU ﬁ)mor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan juncto UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta
Kerja, khususnya Pasal l_2_junct0 Pasal 82 atau Pasal_8_3 mengenai larmﬁ;
penebangan hutan tanpa izin berusaha. Selain itu kami juga menerapkan

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup apabila terdapat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan."

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bripda Y, yang
menyatakan:

"Fokus utama kami menggunakan % Nomor 18 Tahun 2013 sebagaimana
diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023. Namun apabila kerusakan lingkungan

yang ditimbulkan cukup besar, maka penerapan pasalnya dilapisi dengan
ketentuan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009."
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Namun demikian, Masih terdapat hambatan pada aspek substansi hukum,
khususnya berkaitan dengan pemahaman masyarakat mengenai status kawasan
hutan mangrove. Hal tersebut terlihat dari hasil wawancara dengan Bapak Y
(pelaku), yang menyatakan:

"Saya tahu ada larangan, tapi saya tidak tahu kalau status tanah atau hutan pesisir

itu masuk dalam kawasan hutan negara yang dilindungi. Saya pikir karena dekat
kampung sendiri, bebas kita kelola."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara
keberadaan norma hukum dengan pemahaman masyarakat mengenai ruang
lingkup berlakunya norma tersebut.

Hambatan pada faktor hukum dalam penelitian ini bukan terletak pada
kurangnya peraturan perundang-undangan, melainkan pada implementasi
norma hukum di lapangan. Secara normatif, ketentuan mengenai larangan
penebangan hutan mangrove telah diatur secara jelas dalam Gndang-Undang
Nomor 18 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Bahkan
aparat penegak hukum telah memahami dan menerapkan kedua regulasi tersebut
secara tepat dalam proses penyidikan.

Akan tetapi, dari sisi masyarakat masih ditemukan rendahnya pemahaman
mengenai status kawasan hutan mangrove sebagai kawasan yang dilindungi
negara. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pelaku menganggap bahwa
kawasan mangrove di sekitar tempat tinggalnya dapat dimanfaatkan secara
bebas. Dengan demikian, hambatan faktor hukum lebih disebabkan oleh belum
optimalnya proses sosialisasi terhadap substansi peraturan perundang-undangan
sehingga Ejuan hukum berupa kepastian hukum dan kepatuhan masyarakat

belum sepenuhnya tercapai. %l ini sejalan dengan teori Soerjono Soekanto
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yang menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh sejauh mana

norma hukum dipahami dan dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

3. Faktor grana dan Prasarana Penegakan Hukum

Selain faktor substansi hukum dan aparat penegak hukum, keberhasilan
pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana
penebangan hutan mangrove juga dipengaruhi oleh tersedianya sarana dan
prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana merupakan instrumen
pendukung yang sangat menentukan efektivitas proses penegakan hukum, mulai
dari tahap penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti, hingga proses
penuntutan di pengadilan. Tanpa adanya dukungan fasilitas yang memadai,
aparat penegak hukum akan mengalami berbagai kendala dalam menjalankan
tugas dan kewenangannya secara optimal.''?

Kebutuhan terhadap sarana dan prasarana menjadi semakin penting karena
lokasi tindak pidana umumnya berada pada kawasan pesisir yang memiliki
karakteristik geografis yang cukup sulit dijangkau. Kawasan mangrove berada
pada daerah berlumpur, dipengaruhi pasang surut air laut, serta sebagian besar
hanya dapat diakses menggunakan transportasi air. Kondisi tersebut
menyebabkan proses pengawasan maupun penindakan membutuhkan dukungan
fasilitas operasional yang memadai.

Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya Kecamatan Mandah dan Desa Pulau

Cawan, merupakan wilayah pesisir yang memiliki bentang alam berupa sungai-

sungai besar, anak sungai, serta kawasan mangrove yang cukup luas.

73
113 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2004, him. 37.
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Karakteristik wilayah tersebut menyebabkan aparat penegak hukum
memerlukan peralatan khusus seperti kapal patroli, speedboat, alat komunikasi,
Global Positioning System (GPS), kamera dokumentasi, drone pemantau
kawasan, hingga kendaraan operasional yang mampu menjangkau lokasi
kejadian perkara. Apabila fasilitas tersebut tidak tersedia atau jumlahnya
terbatas, maka pengawasan terhadap kawasan mangrove menjadi kurang
optimal sehingga membuka peluang terjadinya penebangan hutan secara ilegal.

Keterbatasan sarana operasional juga berdampak terhadap lambatnya proses
pengumpulan alat bukti. Dalam tindak pidana kehutanan, pembuktian tidak
hanya memerlukan keterangan saksi, tetapi juga membutuhkan barang bukti
berupa kayu hasil tebangan, alat yang digunakan pelaku, titik koordinat lokasi
kejadian, dokumentasi lapangan, hingga hasil identifikasi dari instansi teknis
yang berwenang. Seluruh proses tersebut membutuhkan dukungan fasilitas yang
memadai agar setiap alat bukti dapat dikumpulkan sesuai ketentuan hukum acara
pidana.

12

Keterbatasan anggaran operasional sering kali menjadi salah satu hambatan
dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan. Pengawasan kawasan hutan
mangrove memerlukan patroli secara berkala yang tentunya membutuhkan
biaya bahan bakar, pemeliharaan kendaraan air, honor petugas lapangan,
maupun biaya koordinasi dengan instansi terkait. Apabila alokasi anggaran tidak
mencukupi, maka intensitas pengawasan akan menurun sehingga peluang
terjadinya tindak pidana kehutanan menjadi semakin besar.

ﬁenumt Soerjono Soekanto, faktor sarana atau fasilitas merupakan salah satu
faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya penegakan hukum. Sarana

EE
tersebut meliputi sumber daya manusia yang berkualitas, organisasi yang baik,
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peralatan yang memadai, serta dukungan pembiayaan yang cukup. Tanpa
adanya fasilitas tersebut, aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan
dalam menjalankan fungsi penegakan hukum secara efektif.!'*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripda X, diketahui bahwa
keterbatasan sarana operasional merupakan salah satu kendala utama dalam
penanganan tindak pidana penebangan hutan mangrove. Beliau menyatakan:
"Kendala utamanya adalah kondisi geografis yang luas dan terisolasi di pesisir
Mandah, rawa, serta dipengaruhi pasang surut air laut. Biaya operasional BBM

untuk kendaraan air sangat besar, serta keterbatasan personel Polsek Mandah
dan Polair yang tidak sebanding dengan luas garis pantai."

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bripda Y, yaitu:
"Faktor alam dan jaringan komunikasi menjadi kendala. Di Belantaraya dan
Pulau Cawan sinyal sangat minim sehingga sulit berkoordinasi cepat. Cuaca laut

juga sering menjadi hambatan. Pelaku sudah hafal jalur-jalur tikus di kawasan
mangrove sehingga mudah melarikan diri."

Keterangan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak D selaku
tokoh nelayan. Beliau mengatakan:
"Patroli petugas sangat jarang kelihatan di laut. Kalaupun ada patroli, suara

speed boat petugas sudah terdengar dari jauh sehingga penebangnya langsung
kabur dan sembunyi di hutan."

Menurut penulis, faktor sarana dan prasarana merupakan hambatan yang
paling dominan dalam penelitian ini. Karakteristik geografis Kecamatan
Mandah yang didominasi wilayah perairan menyebabkan proses patroli
membutuhkan biaya operasional yang besar, personel yang cukup, serta
peralatan pendukung yang memadai.

Selain keterbatasan anggaran operasional, minimnya jaringan komunikasi

juga menghambat koordinasi antarpetugas ketika melakukan penindakan di

1
4 Viswandono Maria Matilda dan Bayu Saputra, Mengenai Profesi Penegak Hukum, Pustaka
Yusticia, Yogyakarta, 2015, hlm. 45.
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lapangan. Kondisi tersebut mengakibatkan pelaku sering berhasil melarikan diri
sebelum aparat tiba di lokasi. Oleh karena itu, peningkatan jumlah personel,
penyediaan armada patroli yang memadai, pemanfaatan teknologi seperti drone
dan GPS, serta penambahan anggaran operasional menjadi kebutuhan yang
mendesak untuk meningkatkan efektivitas pertanggungjawaban pidana terhadap
pelaku penebangan hutan mangrove.

4. Faktor Masyarakat

Keberhasilan pelaksanaan pertanggungjawaban pidana ghadap pelaku
tindak pidana penebangan hutan mangrove tidak hanya bergantung pada a,rat
penegak hukum maupun kelengkapan sarana dan prasarana, tetapi juga
dipengaruhi oleh g(tor masyarakat sebagai lingkungan tempat hukum tersebut
berlaku. Masyarakat merupakan subjek sekaligus objek penegakan hukum
karena setiap ketentuan hukum pada dasarnya dibuat untuk mengatur kehidupan
masyarakat agar tercipta ketertiban, keamanan, dan kepastian hukum. Tingkat
kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu indikator penting dalam
menentukan berhasil atau tidaknya penegakan hukum.

Pada tindak pidana penebangan hutan mangrove, masyarakat memiliki posisi
yang sangat strategis karena sebagian besar kawasan mangrove berada di sekitar
permukiman pesisir yang secara langsung dimanfaatkan oleh masyarakat untuk
memenuhi kebutuhan hidup. Pemanfaatan tersebut pada dasarnya diperbolehkan
sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun dalam praktiknya masih terdapat sebagian masyarakat yang melakukan
penebangan pohon mangrove tanpa izin ataupun memanfaatkan kawasan
mangrove secara tidak bertanggung jawab dengan alasan memenuhi kebutuhan

ekonomi.
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Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat sering kali menjadi
penyebab masih terjadinya penebangan hutan mangrove secara ilegal. Sebagian
masyarakat menganggap bahwa hutan mangrove merupakan sumber daya alam
yang dapat dimanfaatkan secara bebas tanpa memperhatikan aspek hukum
maupun kelestarian lingkungan. Pandangan tersebut menyebabkan masyarakat
kurang memahami bahwa setiap tindakan penebangan mangrove tanpa izin
dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana sebagaimana ﬁur dalam
peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan perlindungan
lingkungan hidup.

Faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab masyarakat melakukan
penebangan hutan mangrove. Keterbatasan lapangan pekerjaan, rendahnya
tingkat pendapatan, serta tingginya kebutuhan hidup mendorong sebagian
masyarakat memanfaatkan kayu mangrove sebagai bahan bangunan, kayu
bakar, maupun untuk membuka lahan wusaha baru. Kondisi grsebut
menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak dapat hanya mengedepankan
pendekatan represif, tetapi juga perlu diimbangi dengan pemberdayaan ekonomi
masyarakat agar kebutuhan hidup dapat dipenuhi tanpa harus merusak kawasan
hutan mangrove.

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam membantu aparat penegak
hukum melalui pemberian informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana
penebangan hutan mangrove. Partisipasi masyarakat dalam bentuk pengawasan,
pelaporan, serta keterlibatan dalam upaya pelestarian lingkungan akan sangat
membantu efektivitas penegakan hukum. Sebaliknya, apabila masyarakat

bersikap pasif atau bahkan memberikan perlindungan kepada pelaku, maka
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proses penegakan hukum akan mengalami berbagai hambatan, terutama dalam
menemukan pelaku maupun memperoleh alat bukti.

Menurut Soerjono Soekanto, masyarakat merupakan alah satu faktor yang
mempengaruhi penegakan hukum karena hukum berasal dari masyarakat dan
diberlakukan untuk masyarakat. Tingkat kesadaran hukum masyarakat gat
menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan hukum dalam kehidupan sehari-
hari. gemakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka semakin
mudah hukum ditegakkan. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum masyarakat
masih rendah, maka pelaksanaan penegakan hukum akan menghadapi berbagai
kendala.!''®

Faktor masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dengan pelaksanaan
pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penebangan hutan
mangrove. Tingginya kesadaran hukum masyarakat, dukungan terhadap upaya
pelestarian lingkungan, serta partisipasi aktif dalam melaporkan tindak pidana
kehutanan akan memberikan kontribusi besar terhadap efektivitas penegakan
hukum. Diperlukan pula upaya penyuluhan hukum, edukasi lingkungan, dan
pemberdayaan masyarakat pesisir agar ftercipta @seimbangan antara
pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian ekosistem mangrove.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak A, diketahui bahwa faktor
ekonomi masih menjadi penyebab utama masyarakat melakukan penebangan

hutan mangrove.

Beliau menjelaskan:

2
115 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2004, him. 45.
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"Alasan utamanya murni urusan perut. Cari kerja di desa ini susah. Kayu
bakau dijual untuk tiang bangunan, kayu bakar, atau bahan arang."

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak C, yaitu:

"Faktor utamanya kesadaran lingkungan yang rendah dan kepepet ekonomi.
Orang perut lapar, hukum kalah sama kebutuhan harian kalau tidak diberi
solusi."

Keterangan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak X selaku
pelaku. Beliau mengatakan:

"Kalau pemerintah tidak kasih alternatif lapangan kerja, pasti bakal ada terus
orang yang nekat nebang walau tahu risikonya dipenjara."

Selain itu, Bapak B juga menjelaskan bahwa masyarakat enggan melakukan
pengawasan karena pelaku merupakan tetangga sendiri.

"Warga sungkan menegur karena yang menebang kadang tetangga sendiri atau
kerabat. Kalau ditegur malah jadi musuhan di kampung."

Menurut penulis, faktor masyarakat menjadi salah satu hambatan utama
dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pidana. gendahnya kesadaran hukum
masyarakat berpadu dengan tekanan ekonomi menyebabkan penegakan hukum
tidak berjalan optimal. Masyarakat cenderung memandang penebangan
mangrove sebagai cara memperoleh penghasilan daripada sebagai perbuatan
pidana yang merusak lingkungan.

Di sisi lain, hubungan kekerabatan yang kuat menyebabkan masyarakat
enggan melaporkan pelaku kepada aparat penegak hukum. Kondisi tersebut
mengakibatkan pengawasan sosial terhadap kawasan mangrove belum berjalan
efektif. Oleh karena itu, selain penegakan hukum yang tegas, diperlukan pula

pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan peningkatan penyuluhan hukum
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agar masyarakat memiliki alternatif mata pencaharian yang tidak merusak
lingkungan.
5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan merupakan %ah satu unsur yang memiliki pengaruh
terhadap efektivitas penegakan hukum, karena hukum pada hakikatnya lahir dan
berkembang dari 1lai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Kebudayaan
mencerminkan pola pikir, sikap, kebiasaan, glat istiadat, dan nilai-nilai yang
menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. gleh karena iftu,
keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan
peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya hukum
(legal culture) yang berkembang dalam masyarakat.

Pada masyarakat pesisir, termasuk di Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah
Kabupaten Indragiri Hilir, pemanfaatan hutan mangrove telah berlangsung sejak
lama sebagai bagian dari aktivitas kehidupan sehari-hari. Masyarakat
memanfaatkan kayu mangrove untuk berbagai kebutuhan, seperti bahan
bangunan, kayu bakar, pembuatan alat tangkap ikan, maupun kebutuhan rumah
tangga lainnya. Pemanfaatan tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari
kebudayaan masyarakat pesisir yang diwariskan secara turun-temurun. Namun
demikian, perkembangan hukum lingkungan menghendaki agar pemanfaatan
tersebut dilakukan secara bertanggung jawab serta tidak mengakibatkan
kerusakan ekosistem mangrove.

Permasalahan muncul ketika kebiasaan yang telah berlangsung lama tersebut
tidak lagi disesuaikan dengan perkembangan eraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai perlindungan kawasan hutan mangrove. Sebagian

masyarakat masih beranggapan bahwa kawasan mangrove merupakan milik
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bersama yang dapat dimanfaatkan secara bebas tanpa memerlukan izin dari
pemerintah. Pandangan tersebut pada akhirnya dapat menimbulkan benturan
antara budaya lokal dengan ketentuan hukum positif yang berlaku.

Budaya ﬁkum masyarakat juga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan. Apabila masyarakat memiliki budaya
menghormati hukum, maka setiap ketentuan yang berkaitan dengan
perlindungan hutan mangrove akan lebih mudah diterapkan. Sebaliknya, apabila
budaya yang berkembang justru mentoleransi tindakan penebangan pohon
mangrove secara ilegal, maka penegakan hukum akan mengalami berbagai
hambatan karena pelanggaran dianggap sebagai sesuatu yang biasa terjadi dan
tidak menimbulkan rasa bersalah bagi pelakunya.

Di sisi lain, budaya gotong royong yang masih berkembang di masyarakat
pesisir sebenarnya dapat dijadikan sebagai modal sosial dalam menjaga
kelestarian hutan mangrove. Melalui kerja sama antara masyarakat, pemerintah
desa, aparat penegak hukum, serta instansi terkait, kegiatan pelestarian
mangrove dapat dilakukan secara berkelanjutan, misalnya melalui penanaman
kembali (rehabilitasi), pengawasan bersama, maupun penyuluhan mengenai
pentingnya fungsi ekologis hutan mangrove bagi kehidupan masyarakat pesisir.

Menurut Soerjono Soekanto, faktor kebudayaan merupakan ?asil karya,
cipta, dan rasa manusia yang menjadi dasar dalam pergaulan hidup masyarakat.
Kebudayaan erniliki hubungan yang erat dengan hukum karena nilai-nilai
yang hidup dalam masyarakat akan mempengaruhi bagaimana hukum dipahami,

diterima, dan dilaksanakan. geh sebab itu, penegakan hukum harus
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memperhatikan budaya hukum masyarakat agargjuan hukum berupa keadilan,
kepastian, dan kemanfaatan dapat tercapai secara seimbang.''®

ﬂrdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa faktor kebudayaan
merupakan salah satu hambatan sekaligus peluang dalam pelaksanaan
anggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penebangan hutan
mangrove. Kebiasaan masyarakat yang masih memanfaatkan hutan mangrove
tanpa memperhatikan ketentuan hukum perlu diarahkan melalui edukasi,
penyuluhan hukum, serta pemberdayaan masyarakat agar terbentuk budaya
hukum yang mendukung upaya perlindungan kawasan pesisir. Dengan
demikian, penegakan hukum tidak hanya mengedepankan pemberian sanksi
pidana, tetapi juga mampu membangun kesadaran hukum masyarakat sehingga
kelestarian hutan mangrove dapat terjaga untuk gepentingan generasi sekarang
maupun generasi yang akan datang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak C, diketahui bahwa masyarakat
masih memandang pemanfaatan mangrove sebagai sesuatu yang telah dilakukan

secara turun-temurun. Beliau menyatakan:

"Orang yang sering nebang secara liar memang dicap buruk oleh masyarakat,
tetapi mereka tetap melakukannya karena alasan kebutuhan hidup."

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak D.

"Kami sering menegur kalau melihat ada yang menumbangkan bakau, tetapi
sering terjadi cekcok mulut sehingga akhirnya kami memilih diam."

Sementara itu, Bapak Z selaku pelaku menjelaskan:

"Saya ikut-ikutan teman karena katanya aman, tidak ada patroli. Saya akhirnya
ikut saja."

55
115 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2004, him. 59.
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Menurut penulis, hambatan budaya hukum dalam penelitian ini tampak dari
masih kuatnya kebiasaan masyarakat mengikuti perilaku lingkungan sekitar.
Sebagian masyarakat menganggap penebangan mangrove merupakan aktivitas
yang lazim dilakukan selama bertahun-tahun sehingga tidak dipandang sebagai
pelanggaran yang serius.

Budaya saling melindungi sesama warga, rasa sungkan untuk melaporkan
tetangga, serta kecenderungan mengikuti ajakan kelompok turut memperkuat
terjadinya tindak pidana penebangan mangrove. Akibatnya, sanksi sosial yang
berkembang di masyarakat belum mampu memberikan efek pencegahan yang
efektif. Oleh karena itu, perubahan budaya hukum perlu dilakukan melalui
edukasi berkelanjutan, pelibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan
pemerintah desa agar tumbuh kesadaran kolektif bahwa menjaga hutan

mangrove merupakan tanggung jawab bersama sekaligus kewajiban hukum.
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ﬂB v

PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana enebangan
hutan mangrove di Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah Kabupaten
Indragiri Hilir pada dasarnya telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan
ﬂdang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023, khususnya ketentuan mengenai larangan
elakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, serta
dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup apabila perbuatan tersebut
memenuhi unsur kerusakan lingkungan hidup. Berdasarkan hasil penelitian,
proses penanganan perkara telah dilakukan melalui tahapan penyelidikan,
ganyidikan, pemeriksaan saksi dan ahli, penyitaan barang bukti, penetapan
tersangka, hingga pelimpahan perkara kepada penuntut umum.
Pertanggungjawaban pelaku pada praktiknya lebih banyak diwujudkan
melalui pidana penjara dan pidana denda, sedangkan terhadap dampak
kerusakan lingkungan perlu diperhatikan pula kewajiban pemulihan %gsi
lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU PPLH. Adapun
penyelesaian melalui Restorative Justice tidak dapat diterapkan secara
otomatis hanya berdasarkan adanya perdamaian, karena harus memenuhi
persyaratan yang ditentukan dalam @raturan Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana

Berdasarkan Keadilan Restoratif serta mempertimbangkan karakteristik
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tindak pidana, kepentingan masyarakat, dan dampak kerusakan lingkungan
yang ditimbulkan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa
pertanggungjawaban pidana belum sepenuhnya optimal karena penegakan
hukum masih menghadapi kesulitan dalam mengungkap pihak yang
memerintahkan, membiayai, atau menampung hasil penebangan, sementara
sebagian pelaku di lapangan melakukan perbuatan karena faktor ekonomi.
Kondisi geografis wilayah pesisir, keterbatasan personel, sarana komunikasi,
serta sulitnya akses menuju lokasi penebangan turut memengaruhi efektivitas
penegakan hukum. Dengan demikian, 9enegakan hukum terhadap
penebangan hutan mangrove tidak cukup hanya berorientasi pada pemberian
pidana kepada pelaku, tetapi juga perlu diarahkan pada pemulihan kerusakan
lingkungan, pencegahan tindak pidana berulang, serta pengungkapan pihak-
pihak yang memperoleh keuntungan dari kegiatan penebangan ilegal.

Pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku gndak pidana
penebangan hutan mangrove di Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah
Kabupaten Indragiri Hilir masih menghadapi berbagai hambatan yang
meliputi faktor ﬁkum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan
faktor kebudayaan sebagaimana dikemukakan dalam teori efektivitas
penegakan hukum Soerjono Soekanto. Hambatan yang paling dominan
berasal dari Eeterbatasan sarana operasional dan kondisi geografis wilayah
pesisir yang luas, sulit dijangkau, serta minimnya jaringan komunikasi,
sehingga menyulitkan aparat melakukan pengawasan dan penindakan. Selain
itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, tekanan ekonomi, budaya
pemanfaatan mangrove yang telah berlangsung secara turun-temurun, serta

masih adanya anggapan bahwa kawasan mangrove dapat dimanfaatkan
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secara bebas turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum. %h karena
itu, keberhasilan pelaksanaan pertanggungjawaban pidana tidak hanya
memerlukan penegakan hukum yang tegas, tetapi juga harus didukung oleh
peningkatan fasilitas operasional, penguatan koordinasi antarinstansi,
penyuluhan hukum, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir agar
perlindungan terhadap hutan mangrove dapat terlaksana secara lebih efektif

dan berkelanjutan.

B. Saran

1.

Kepada Kepolisian Resor Indragiri Hilir dan instansi terkait, agar
meningkatkan efektivitas negakan hukum terhadap tindak pidana
penebangan hutan mangrove melalui pengawasan secara berkala di kawasan
rawan penebangan, peningkatan koordinasi antara kepolisian, pemerintah
daerah, instansi kehutanan dan lingkungan hidup, serta mengoptimalkan
sarana komunikasi dan operasional mengingat kondisi geografis Kecamatan
Mandah yang terdiri atas wilayah pesisir dan jalur perairan. Penegakan
hukum juga perlu diarahkan gdak hanya kepada pelaku lapangan, tetapi
sampai kepada pihak yang memerintahkan, membiayai, menampung, atau
memperoleh keuntungan dari hasil penebangan ilegal.

Kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir bersama instansi terkait dan
masyarakat Desa Pulau Cawan, agar memperkuat upaya pencegahan dan
pemulihan kerusakan hutan mangrove melalui sosialisasi hukum yang
berkelanjutan, pelibatan masyarakat dalam pengawasan, penyediaan
alternatif mata pencaharian bagi masyarakat pesisir, serta pelaksanaan
pemulihan fungsi lingkungan terhadap kawasan mangrove yang mengalami

kerusakan. Dalam penanganan perkara, pendekatan Restorative Justice tidak
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boleh hanya dimaknai sebagai penyelesaian perkara melalui perdamaian,
tetapi harus tetap memperhatikan kepentingan lingkungan hidup dan

121
kewajiban pemulihan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
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LAMPIRAN PERTANYAAN WAWANCARA

A. Narasumber Penyidik Aparat Penegak Hukum (AHP)

1.

Bagaimana mekanisme atau alur penanganan perkara yang dilakukan saat
menemukan kasus penebangan hutan mangrove secara ilegal di Kecamatan
Mandah?

Pasal dan undang-undang apa saja yang paling sering diterapkan untuk
menjerat para pelaku? Apakah menggunakan UU P3H (Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan) atau UU Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup?

Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang selama ini dijatuhkan
kepada pelaku? Apakah lebih didominasi hukuman penjara, denda material,
atau ada tindakan kuratif (seperti kewajiban menanam kembali)?

Sejauh mana koordinasi antara pihak kepolisian (Polres Inhil) dengan PPNS
Lingkungan Hidup dalam mengawasi wilayah pesisir Desa Pulau Cawan dan

Belantaraya?

. Apa saja kendala utama (faktor penghambat) yang dihadapi aparat di

lapangan? (Misalnya: luasnya wilayah pengawasan, keterbatasan personel,
minimnya anggaran operational, atau sulitnya menangkap pelaku saat
tangkap tangan).

Bagaimana tanggapan Bapak/[bu mengenai tidak adanya kelanjutan
penanganan hukum sejak tahun 2022 hingga 2025 di wilayah tersebut? Apa

hambatan spesifiknya?
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Gambar | Bersama Bripda X dan Bripda Y

B. Narasumber Tokoh Masyarakat

1.

Bagaimana kondisi hutan mangrove di wilayah RT Bapak saat ini
dibandingkan beberapa tahun lalu? Apakah aktivitas penebangan liar masih
sering terjadi?

Menurut pengamatan Bapak, apa alasan utama warga atau pendatang
melakukan penebangan mangrove di desa ini? Apakah murni untuk ekonomi
(tambak/kayu bakar) atau ada faktor lain?

Apakah aparat penegak hukum atau pemerintah daerah pernah melakukan
sosialisasi mengenai larangan penebangan hutan mangrove di desa ini?
Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan secara swadaya oleh
masyarakat/RT untuk melindungi hutan mangrove?

Jika ada warga yang ketahuan menebang mangrove, apakah ada sanksi sosial

atau hukum adat setempat yang diterapkan sebelum dilaporkan ke aparat?
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6. Menurut Bapak, apa yang menyebabkan penegakan hukum terhadap pelaku

penebangan terkesan terhenti atau tidak berlanjut dalam beberapa tahun

terakhir?

Gambar 2 Bersama Bapak A, B, C, dan D

C. Narasumber Pelaku Tindak Pidana

1.

Apa alasan atau motif utama Anda melakukan penebangan pohon mangrove
di wilayah Desa Belantaraya/Pulau Cawan?

Apakah sebelum melakukan penebangan tersebut Anda sudah mengetahui
bahwa hutan mangrove dilindungi oleh undang-undang dan ada sanksi
pidananya?

Bagaimana proses hukum yang pernah Anda jalani atau hadapi terkait

aktivitas penebangan yang Anda lakukan pada tahun 2022 lalu?
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4. Apakah setelah menjalani proses hukum/peringatan tersebut Anda atau rekan
sesama penebang merasa jera untuk kembali merusak mangrove?
5. Menurut Anda, apakah faktor ekonomi (kebutuhan sehari-hari/tambak)

membuat aturan hukum pidana yang ada menjadi sulit untuk dipatuhi?

Gambar 3 Pelaku Tndak pidana X

T

Gambar 4 Pe:laku Tindak Pidana Z
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